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ABSTRAK

Nama . Ricky Bangun, SH
Program Studi  : Magister Kenotariatan
Judul . Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu

Tanggal 25 Agustus 2009 No. 85/Pdt.G/2008/PN.PL
Mengenai Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian
Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode
Etik Notaris.

Tesis ini membahas tentang eksistensi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor 42. Penelitian dalam tesis
ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif.
Hasil penelitian dalam tesis ini mengatakan bahwa dalam proses pembuatan Akta
Nomor 42 tersebut Notaris telah memenuhi syarat prosedural dan substansial
sebuah akta otentik. Tapi dalam memutus perkara No.85/Pdt.G/2008/PN.PL yang
menyangkut gugatan terhadap Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan Tanggal 24 Desember Nomor 42 tersebut hakim kurang tepat dalam
menerapkan hukum dan tidak memperhatikan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palu.

Kata kunci : Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan
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ABSTRACT

Name . Ricky Bangun, SH
Study Program : Master of Notary
Title . Judicial Review of the Palu District Court Decision On

August 25, 2009 No.. 85/Pdt.G/2008/PN.PL Statement Letter
About Making Deed of Division of Assets and Inheritance
Assets According to the Book of Law Civil Law, Law
Notary, and Notary Code.

This thesis discusses the existence of Deed of Statement Letter Assets Division of
Assets And Inheritance On December 24, 2001 No. 42. The research in this thesis
is normative legal research with the nature of descriptive evaluative research. The
results in this thesis says that in the process of making the Notary Deed of No. 42
has fulfilled the procedural and substantive requirements an authentic deed. But in
the deciding a case N0.85/Pdt.G/2008/PN.PL which involving a lawsuit against
Deed affidavit of division Assets and Inheritance Assets No. 42 Date December
24, the judge is less precise in applying the law and not paying attention to the
provisions of applicable legislation so that the deed was canceled by the Palu
District Court.

Keywords  : Making Deed of Statement Letter Assets Division of Assets and
Inheritance.
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BAB |

PENDAHULUAN

Pada permulaan abad ke-17 untuk keperluan para penduduk dan para
pedagang di Jakarta. Gubernur VOC mengangkat seorang Notaris, yang disebut
dengan Notarium Publicum yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Notaris disini
adalah melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat
dibawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan,
perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-
ketentuan yang perlu dari kotapraja. Selanjutnya dengan dikeluarkan Instruksi untuk
para Notaris pada tanggal 16 Juli 1625 yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, pada
tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen
Residerende Indie. Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas dan wewenang
Notaris dan menegaskan tugas Notaris untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak.
Tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan-peraturan baru
mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie yng disesuaikan dengan peraturan-
peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda yang dikenal dengan
Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl. 1860:3). *

Setelah kemerdekaan, keberadaan Notaris di Indonesia diakui berdasarkan
ketentuan Pasal Il Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan
Pasal Il Aturan Peralihan Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl.
1860: 3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman
berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, Tanggal 30 Oktober 1948
tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian

Kehakiman. Setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS, Notaris berkewarganegaraan

! Habib Adjie, 2009, him 4-5.
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Belanda harus meninggalkan jabatannya dan terjadi kekosongan Notaris di Indonesia.
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat saat itu menetapkan dan mengangkat
Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang
berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 13
Nopember 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notarisop dan Wakil Notaris Sementara,
sekaligus menegaskan berlakunya Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands
Indie (Stabl. 1860:3) sebagai Reglement tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1
huruf a) untuk Notaris Indonesia.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN) tanggal 6 Oktober 2004, sesuai Pasal 91 UUJN maka peraturan
perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris di bawah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi :2

1. Reglement op Het Notaris Ambt (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah

terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101,

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.

4. Pasal 54 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji
Jabatan Notaris.

Dengan diundangkannya UUJN, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan

kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur Jabatan

Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua

2 |bid., hlm 6.
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penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.® Notaris berperan melaksanakan

sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan.

1.1  Latar belakang

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih. Pada umumnya, perjanjian terbentuk secara konsensuil, bukan formil.*
Undang-undang memberikan suatu perkecualian dengan menentukan selain adanya
kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis
perjanjian tertentu (dalam bentuk tertentu) dan menetapkan beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian tercapai, khususnya dalam pembuatan
akta otentik. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi
ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta
otentik akan tetapi tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian,
sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum
yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan
perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.> Peraturan pelaksanaan dari
Pasal 1868 yang terkait dengan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam
membuat akta otentik adalah UUJN dan Kode Etik Notaris.

% Ibid., him 7.
* Herlin Budiono, 2009, him 47

® GHS Lumban Tobing, him 35.
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Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 merupakan bentuk formal suatu perjanjian yang dibuat
dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. yang mengandung 3 (tiga )
perbuatan hukum. Akta ini dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap
dalam akta yang dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri,
dimana Notaris mencatatkan atau menuliskan apa—apa yang dikehendaki dan
dikemukakan oleh para pihak yang menghadap serta menuangkannya dalam bentuk
akta yang dibubuhi tanda tangan para pihak. Sesuai wewenang Notaris, perjanjian-
perjanjian yang dituangkan ke dalam akta adalah wajib mengikuti bentuk tertentu.
Dan, pada dasarnya tidak ada kewajiban, bagi Notaris untuk meyelidiki secara materil
apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut,
sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/ Sip/ 1973.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan tindakan di
luar wewenang atau bentuk pelanggaran hukum yang harus diminta
pertanggungjawabannya atas produk yang dibuat oleh Notaris atau akta Notaris, serta
sanksi terhadap pelanggaran yang dimaksud harus dibuktikan menurut ketentuan
Pasal 1865 KUH Perdata : :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai
sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut”. Sedangkan penetapan kesalahan pelaku harus dibuktikan secara
hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kewenangan Notaris, sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik
terdapat dan diatur dalam Pasal 15 UUJN ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang
menyebutkan Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2). Pengertian akta Notaris sebagai akta otentik maupun sumber untuk

otensitas akta Notaris adalah sesuai dengan maksud : Pasal 1868 KUHPerdata dan
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UUJN Pasal 1 ayat (7) bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta
otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam undang-undang ini.” Kekuatan hukum atas akta Notaris memiliki
kekuatan pembuktian sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
maupun kekuatan pembuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris tersebut
dapat digunakan sebagai bukti kuat, selama proses hukum berlangsung, termasuk
proses peradilannya. Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris adalah tidak sah
harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 yang dinyatakan cacat hukum ini merupakan Akta
otentik yang dibuat Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. (sebagai Tergugat I).
Akta ini pada dasarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dalam hal adanya pembuatan akta yang
cacat hukum atau pelanggaran Pasal 84 UUJN sebagai penyalahgunaan wewenang
Notaris dalam pembuatan akta otentik (Pasal 15 UUJN). Jika pelanggaran yang
dimaksud terbukti maka sanksi perdatanya adalah (1) ter-degradasinya kedudukan
akta Notaris dari akta otentik akan menjadi akta bawah tangan, atau (2) batal demi
hukum. Akta Notaris juga dapat bersifat dapat dibatalkan didasarkan atas keinginan
para pihak. Artinya, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah
oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris
adalah bukan pihak dalam akta.

Kesalahan Notaris yang dimaksud dalam perkara ini dapat dilihat dari
keputusan Majelis Hakim yang menetapkan adanya kerugian Penggugat atas Akta
Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001
Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. Melalui
Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN.
PL., akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan Notaris mengganti kerugian
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moril dan materil kepada Penggugat. Aspek pelanggaran hukum disini tunduk pada
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sepanjang
Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuhi semua
tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang dibuatnya telah pula
sesuai dengan keingninan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam
bentuk perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan. Otentisitas akta Notaris
adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 15 UUJN.
dimana Notaris adalah merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan
akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Otentisitas Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan
Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar
Adnan, S.H.,M.H. tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH
Perdata dan Pasal 15 UUJN dimana Notaris adalah merupakan pejabat umum yang
berwenang sebagaimana yang dimaksud, dalam pembuatan Akta Notaris tersebut dan
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu
perjanjian. Akta otentik terdegradasi menjadi akta bawah tangan dalam hal : (1) tidak
berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mampunya pejabat
umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya dimana akta yang dibuat
tersebut dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai bentuk perbuatan melawan
hukum didasarkan Pasal 1869 KUH Perdata terkait pembuatan akta otentik. Kekuatan
pembuktian Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, adalah
akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan.
Sifat tulisan yang otentik, pada setiap akta otentik demikian juga akta Notaris,
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dan kekuatan akta otentik merupakan

alat bukti sempurna bagi para pihak dan khususnya Notaris sebagai pembuat akta

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



otentik. Akta harus dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang,
yang menyuruh adakan/ buatkan akta itu sebagai tanda bukti dirinya.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini akta Akta Surat Pernyataan
Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang
dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. adalah akibat langsung
yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan. Akta tersebut harus
dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh
adakan/ buatkan akta itu sebagai tanda bukti dirinya. Akta harus dianggap sah sampai
ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan untuk menyatakan atau
menilai akta adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

Batas-batas yang dilanggar oleh Notaris merupakan pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 84 UUJN dimana akta
dijadikan obyek hukum. Pelanggaran dan sanksi hukum, sebagaimana diputuskan
oleh Majelis Hakim adalah dalam arti penggugat merasa dirugikan secara moril dan
materil atas akta yang dibuat olenh Notaris. Adapun gugatan dilakukan dengan cara
menggugat secara perdata Notaris yang bersangkutan berdasarkan atas akta yang
diajukan oleh salah satu penghadap yang namanya disebut dalam akta ke Pengadilan
Negeri. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud melakukan studi dengan
judul : “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25
Agustus 2009 NO. 85 /Pdt. G/ 2008/ PN.PL. Mengenai Pembuatan Akta Surat
Pernyatataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik

Notaris”.
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1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah pembuatan Akta Surat Pernyatataan Pembagian Harta Dan
Harta Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris?

2. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25
Agustus 2009 NO. 85 /Pdt. G / 2008/PN.PL. terhadap Notaris yang
membuat Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
yang diputus Majelis Hakim melanggar Wewenang dan Jabatannya
sebagai Notaris?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 'yang menggunakan
bahan pustaka atau data sekunder dan data primer.® Data sekunder yaitu data yang
diperoleh dengan melakukan studi dokumen terhadap sumber primer’ yaitu UUJN
No0.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata guna memperoleh ketentuan yuridis yang terkait dengan
masalah yang dibahas. Studi dokumentasi terhadap sumber sekunder (buku, artikel,
karangan ilmiah) yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer ditujukan
untuk memperoleh dan memperjelas topik penelitian ini. Sedangkan data primer yang
digunakan adalah berasal dari wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap
beberapa orang Notaris.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penulis melakukan
analisis secara kualitatif atas seluruh data sekunder dan data primer yang meneliti dan

mengkaji mengenai keotentitasan suatu akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan

® Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2007, him 13.

" Ibid.
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Harta Warisan yang dibuat oleh Notaris dengan cara melihat peraturan perundang-
udangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian menganalisa lebih
mendalam dengan melihat praktek yang dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu
akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan. Sehingga nantinya hasil
penelitiannya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam
mengenai bagaimana seharusnya seorang notaris dalam membuat akta Surat

Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini terbagi atas 3 (tiga) bab, yang terdiri atas:
BAB1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub bab-sub bab Latar Belakang, Pokok Permasalahan,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Secara umum, bab ini menggambarkan
studi kasus perdata atas otentisitas akta, yaitu : Akta Surat Pernyataan Pembagian
Harta Dan Harta Warisan yang mengandung 3 (tiga) perbuatan hukum atau perjanjian
di dalamnya.

BAB Il TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN
PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

Bab ini berisi sub bab yang berisi analisis deskriptif atas teori-teori dan
hasil wawancara mengenai substansi hukum dalam KUH Perdata, UUJN dan
peraturan Kode Etik Notaris dan yang terkait dengan wewenang, tugas dan jabatan
Notaris dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan. Secara khusus, sub bab analisis kasus berisi kegiatan analisis yang bersifat

normatif. Penulis melakukan analisis yuridis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh
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Notaris atas pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan
yang didalamnya mengandung 3 (tiga) perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan
dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt.G/
2008/ PN.PL. : Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal
24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan,
S.H.,M.H. batal demi hukum dan Notaris harus mengganti sejumlah kerugian atas

pelanggaran hukum tersebut.
BAB Il PENUTUP

Bab ini terdiri dari : Sub bab Kesimpulan yang berisi hasil analisis secara
normatif terhadap kasus yang terjadi secara spesifik di wilayah hukum Pengadilan
Negeri di Kota Palu; dan Sub bab Saran yang berisi beberapa pandangan yang

sekiranya diperlukan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.
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BAB |1

TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN
PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS

2.1 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta

WarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama,
karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan
suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi
lajimnya atau biasanya berupa tulisan.

Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata memegang peran yang sangat
penting. Hal ini karena, biasanya segala kegiatan yang menyangkut bidang perdata,
sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta, yang apabila dikemudian hari
terjadi perselisihan maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta
yang bersangkutan. Ada dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan
yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda.

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan
tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di
bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga
untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah
berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu
peristiwa dan ditandatangani secukupnya.

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaaan

untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu. Syarat
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penandatangan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1
Ordonansi Nomor 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
pembuktian  dari  tulisan-tulisan  dibawah tangan yang dibuat oleh
orang-orangnindonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan
otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh
undangundang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi
wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari
bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat.® Menurut R. Subekti dan
R.nTjitro Sudibio, kata akta berasal dari kata “acta” yang merupakan bentuk jamak
dari kata “actum”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.

Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat
yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan
oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno
Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian.’

Dari beberapa pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum, maka untuk
dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat :

a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang

satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi
tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir

sebuah akta.

8 Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123", Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum
(Desember 1995) hal 128.

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981,
hal. 110.
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b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau
peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi
bukti yang diperlukan ;

c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di
dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa
hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.*

Apabila dilihat dari penerapannya dalam masyarakat terdapat dua macam akta
yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang menjadi dasar hukumnya adalah
Pasal 1867 KUHPerdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-
tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.**

Akta Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan dapat dibuat dalam
bentuk akta Notariil maupun dalam akta dibawah tangan, hal ini dikarenakan tidak
ada aturan formal yang menyatakan bahwa akta Pernyataan Pembagian Harta Dan
Warisan tersebut harus dalam akta bentuk tertentu yaitu akta notariil. Apabila dibuat
dalam bentuk akta dibawah tangan maka harus memenuhi syarat-syarat akta dibawah
tangan yaitu ditandatangani, memuat peristiwva yang menjadi dasar suatu hak dan
peristiwa, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti.

Suatu perjanjian dapat dievaluasi berdasarkan kriteria syarat untuk
terbentuknya atau syarat sahnya suatu perjanjian dan mengenai isi suatu perjanjian,
dimana untuk perjanjian formil harus dipenuhi pula bentuk perjanjian."’Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan jika ditinjau pembuatannya adalah
berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : untuk sahnya suatu

perjanjian. Bagi sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : (1) sepakat mereka

19 Syharjono, Op. Cit., hal. 129-130

' R. Rubekti dan R. Tjitrosidibio. Kltab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
wetboek). Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. hal. 463.

12 Herlin Budiono, 2009, him 67.
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yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu
hal tertentu, (4) sebab yang halal, dan ketentuan yang ada pada Mengenai syarat
sahnya perjanjian tersebut adalah adanya (1) kata sepakat, (2) kecakapan, (3) hal yang
tertentu, dan (4) kausa yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata), Pasal 1338 KUH
Perdata yang isinya adalah : (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (2) Suatu perjanjian tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, (3) Suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan merupakan
bentuk formal suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang isinya
adalah kesepakatan antara para pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada umumnya, perjanjian terbentuk secara
konsensuil, bukan formil."*® Undang-undang memberikan suatu perkecualian dengan
menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi
pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu (dalam bentuk tertentu) dan
menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian
tercapai; dalam hal ini wajib dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik.
Sedangkan untuk agar dapat disebut sebagai suatu Akta Otentik, Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut haruslah memenuhi
ketentuan yang ada pada Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi : Suatu Akta
Otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di
tempat di mana akta dibuatnya. Sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1867 KUH Perdata akta

otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

3 1bid., him 47.
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dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di
tempat dimana akta dibuatnya dan merupakan salah satu alat bukti tulisan dengan
kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sempurna.

Bagi adanya kehendak hukum atas perjanjian dari para pihak dan bersifat
mengikat, harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian
sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata :

1. Syarat Subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang

mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUH
Perdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan
perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah memiliki
kebebasan kehendak. Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan
kehendak yang disetujui oleh para pihak.

Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu :

a) Tidak ada paksaan;
b) Tidak ada kekhilafan;
c) Tidak ada penipuan
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (1329-1331 KUH Perdata).

Unsur-unsurnya:

a) Bukan orang yang belum dewasa;

b) Bukan orang dibawah pengampuan;

c) Seorang isteri menurut ketentuan KUH Perdata;

d) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
membuat perjanjian.

2. Syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan berkaitan dengan
perjanjian itu atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan
hukum oleh para pihak, yang terdiri dari :

a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata). Unsur-unsurnya :
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a) Sesuatu yang tidak dilarang oleh oleh undang-undang;

b) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;

c) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam suatu perkara perdata, alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah
tulisan. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata
terdiri atas :**

a. bukti tulisan;

b. bukti dengan saksi-saksi;

c. persangkaan-persangkaan;

d. pengakuan; dan

e. sumpah.

Suatu perjanjian adalah berarti menemukan dan menentukan arti dari
pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum.
Bagaimanapun luasnya lingkup makna kata-kata dalam suatu perjanjian, sebenarnya
apa yang lebih penting ialah hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak
sewaktu perjanjian dibuat (Pasal 1350 KUHPerdata).”® Selanjutnya, isi suatu
perjanjian adalah sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah disepakati oleh para
pihak. Ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata menjadi landasan dari argumen bahwa
jika kata-kata di dalam perjanjian yang dibuat para pihak telah jelas, para pihak
dianggap terikat meskipun pernyataan kehendak yang telah diberikan ternyata tidak
sesuai dengan maksud tujuan semula. Dalam hal ini, perjanjian meliputi konteks
kehendak dan kepercayaan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik,
sebagaimana isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Semua janji yang dibuat dalam
perjanjian yang dimaksud harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji

harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 KUH Perdata).

14 R.Subekti, 1986, him.20.

15 Herlin Budiono, 2009, him 127.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



17

Perjanjian terbentuk didasarkan pada asas kehendak (consensualisme), asas
kekuatan mengikat (verbindende kracht der overeenkomst), asas kebebasan
berkontrak (contracts-vrijheid) dan asas keseimbangan (evenwichtsbeginsel).
Keempat asas-asas hukum secara umum menunjukkan dasar pemikiran, dasar
ideologis dari ketentuan hukum. Asas hukum itu termanifestasi di dalam ketentuan
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : *°

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.”

Bahwa secara praktis tidak mungkin mengharapkan setiap perjanjian yang ada
harus diatur secara khusus di dalam undang-undang®’. Dari sejumlah besar perjanjian
yang sejenis, dapat ditemukan beberapa ciri sama yang berlaku umum bagi tiap-tiap
perjanjian. Sehingga, untuk tiap-tiap perjanjian tidak perlu disediakan pengaturan
khusus dalam undang-undang, namun tetap dengan memperhatikan fungsi dari asas
perjanjian. Adapun fungsi dari asas perjanjian adalah :

1. Memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum;

2. Memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru;

3. Menyustifikasi prinsip-prinsip etikal yang merupakan substansi aturan

hukum; dan

4. Mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi

yang baru.

Suatu perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu
memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi
dirinya, sebagaimana isi dalam Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata. Berbeda dengan
perjanjian atas beban yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi

berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Pasal 1314

%8 1bid., him 31.

7 Ibid.
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ayat (2) KUHPerdata menyebutnya sebagai suatu pejanjian yang mewajibkan masing-
masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.®

Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan,
khususnya untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa
perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan
diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta
tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya-levering). Menurut Pasal
584 KUH Perdata, hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan
cara lain, tetapi dengan :

- Pemilikan

- Perlekatan

- Daluarsa

- Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat warisan; dan karena

- Penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk
memindahkan hak.

Untuk beralihnya (hak milik) atas suatu kebendaan harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

- Kewenangan dari pihak yang menyerahkan;

- Atas hak yang sah (rechtstitel); dan

- Penyerahan (levering).

Adapun bentuk penyerahan (leveringsvorm) pada :

- Benda bergerak bertubuh (berwujud) dilakukan dengan penyerahan nyata oleh
pemiliknya. Dengan demikian, kebendaan itu yang asalnya berada pada pihak
yang memberikan pindah kepada yang menerima termasuk hak penguasaan
(bezitsverschaffing) atas bendanya (Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata).

18 1bid., hlm 59.
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- Piutang atas nama (op naam) dan kebendaan tak berwujud lainnya dilakukan
dengan membuat akta otentik akta di bawah tangan (Pasal 613 ayat (1)
KUHPerdata).
- Piutang atas bawa (aan toonder) dilakukan dengan penyerahan surat itu;
penyerahan piutang karena surat tunjuk (aan order) dilakukan dengan
menyerahkan surat tagihnya dengan disertai endosemen (Pasal 613 ayat (3)
KUHPerdata).
- Kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan
pendaftaran apabila merupakan benda yang terdaftar (Pasal 19 jo. Pasal 23
butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA).
Dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda, maka pihak yang mengalihkan dan
menyerahkan telah melepaskan segala pretensi kepemilikannya terhadap benda yang
dialihkan dan diserahkan.™

Tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti halnya perjanjian pada
prinsipnya dapat diwujudkan secara bebas bentuk. Akta untuk perjanjian formil
adalah syarat mutlak bagi keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan untuk
perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, maka fungsi akta adalah
sekedar alat bukti. Untuk pelaksanaan ketentuan dari Pasal 1868 KUHPerdata,
pembuat undang-undang harus menunjuk pejabat umum yang berwenang dalam
membuat akta otentik. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka
salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur
daripadanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik.

1. Akta itu harus dibuat oleh door atau dihadapan seorang pejabat umum.

19 1bid., hlm 18-20.
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2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Bagi suatu perbuatan hukum, persyaratan utamanya ialah adanya kehendak
yang tertuju pada suatu akibat hukum. Bagi sahnya suatu perjanjian, undang-undang
membuat pengecualian tersebut untuk memberikan perlindungan dan kekhidmatan
pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari. Sedangkan
tuntutan pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian timbal balik yang
sempurna. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, dengan dipenuhinya
syarat batal, maka perikatan dan keadaan harus dikembalikan pada kondisi semula
pada saat timbulnya perikatan (pada saat perjanjian ditutup).?

Jadi, dalam pembuatan akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta
Warisan, haruslah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, disamping itu juga
harus diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan juga syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian yang terdapat dalam
pasal 1321-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain harus memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan akta-akta yang
berkaitan dengan waris, pembagian waris juga harus memperhatikan hukum materiil
hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata. Hukum waris menurut para sarjana
pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang
meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Oleh karenanya pewarisan
terjadi apabila:

a. Orang yang meninggal (pewaris)
b. Harta peninggalan

c. Ahli waris

20 1bid., hIm 210.
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Dalam hukum waris dikenal adanya hak saisine yang diatur dalam Pasal 833
KUHPerdata yang berbunyi: “sekaluan ahli waris dengan sendirinya karena hukum
memperoleh hal milik atas segala barang , segala hak dan segala piutang si yang
meninggal.” Jadi hak saisine tersebut adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa
berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam
lapangan hukum kekayaan.

Dalam hukum waris dikenal dua macam pewarisan yaitu pewarisan ab
intestaat (pewarisan berdasarkan Undang-Undang) dan pewarisan ab testamentair
(pewarisan berdasarkan testamen). Dalam pewarisan ab instetaat seorang menjadi ahli
waris karena secara hukum orang tersebut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris,
hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi:
“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga
sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama,
semua menurut aturan tertera di bawah ini”. Sedangkan dalam pewarisan ab
testament seorang menjadi ahli waris dari pewaris apabila seorang ditetapkan sebagai
ahli waris dari pewaris dalam surat wasiat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 874
KUHPerdata yang berbunyi: “segala harta peninggalan seorang yang meninggal
dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar
terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah”.

Dalam pewarisan ab intestaat dikenal adanya golongan-golongan Ahli waris
antara lain:

a. Ahli waris golongan I, terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan
isteri atau suami yang hidup terlama.

b. Ahli waris golongan Il, terdiri dari ayah dan ibu bersama saudara

c. Ahli waris golongan Ill, terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.

d. Ahli waris golongan 1V, terdiri dari saudara dari kedua orang tua serta

sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan
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keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis

menyimpang yang lebih jauh.

Dalam mewaris dalam pewarisan ab intestaat seorang ahli waris dapat
melakukan pewarisan berdasarkan haknya sendiri (uit eigen hoofde) dan mewaris
berdasarkan penggantian tempat (bij plaatsvervulling). Mereka yang terpanggil untuk
mewaris berdasrkan haknya/kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala,
sedang mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi
pancang (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata).

Syarat dari seorang ahli waris untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris
adalah seorang ahli harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan (Pasal 836
dan 899 KUHPerdata), namun hal ini dengan perkecualian Pasal 2 KUHPerdata yang
menyatakan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.

Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berarti bahwa orang tersebut
mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) di dalam susunan
keluarga si pewaris. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam
susunan keluarga si pewaris, mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak
untuk mewaris, hak tersebut haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain,
karenanya disebut pula mewaris berdasarkan haknya sendiri.

Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah :

a. Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang
sebenarnya berhak mewaris.

b. Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris
meninggal.

c. Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari
ahli waris yang digantikan

Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris
beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini
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adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut
berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris
dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama
besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1,
bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud
dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam
perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak
sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak
boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4. Maksud
dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris
meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian
suamil/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawian
pertama.

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913
KUHPerdata. :

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta

peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut

undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan

menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun

selaku wasiat”.

Legitime portie ini adalah bagian dari ahli waris yang telah ditetapkan oleh
Undang-undang yang tidak dapat dilanggar dalam pembagian waris karena adanya

wasiat dari pewaris.
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2.2 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan pembuatannya berdasarkan ketentuan UUJN Pada Pasal 15 ayat (1) Notaris
berwenang membuat semua akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh
atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-
undang ini.”

Kewenangan Notaris terkait dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan
Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 15 UUJN. Adapun isi UUJN Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) adalah :

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan ;
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b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus ;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan ;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya ;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;

f.  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau

g. atau membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, terdapat batasan mengenai

wewenang Notaris tersebut yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
Seorang Notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang
ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa
akta itu dibuat. Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk
kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa
Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau
orang lain yang
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan
maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke
atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan
derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu

kedudukan ataupun dengan perantaraan kekuasaan. Maksud dan tujuan dari
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ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan

penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (jabatannya) dan hanya di

dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta

otentik.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sedangkan mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

sampai m, yaitu :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

a.

Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;

Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris ;

Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
Minuta Akta ;

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang
ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang — undang menentukan lain ;

Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku ;

Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga ;

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



27

Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu
pembuatan akta setiap bulan ;

Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen
yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5
(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;

Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap
akhir bulan ;

Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,
dan tempat kedudukannya yang bersangkutan ;

Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris ;

m. Menerima magang calon Notaris.

Untuk lebih melengkapi penjelasan tentang kewajiban Notaris yang terdapat dalam

ayat (1), dapat dilihat pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak

berlaku, dalam hal mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

a
b.
C.
d.

€.

f.

pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun ;

penawaran pembayaran tunai ;

protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
akta kuasa ;

keterangan pemilikan ; atau

akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1

(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, dalam bentuk, dan isi yang sama,
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dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan
satu berlaku untuk semua”.

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya
dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | dan ayat (7)
tidak dapat dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan
karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta
pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | dan ayat (7)
tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk
pembuatan akta wasiat.”

Mengenal bentuk tanggung jawab Notaris, dapat diberi pengertian sebagai berikut :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar
artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan
permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang
dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak
yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada.
Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran

isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
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3. Berdampak positif artinya siapaun akan mengakui akta Notaris itu
mempunyai kekuatan bukti sempurna.?

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dalam praktek
Notaris merupakan Akta Pihak. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta
Warisan ini dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris yang berisi uraian atau
keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan
Notaris. Keinginan dan permintaan para pihak sendiri adalah bukan saran atau
pendapat Notaris; sehingga isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan
atau tindakan Notaris. Pengertian tersebut merupakan salah satu karakter yuridis dari
akta Notaris. Notaris bukan sebagai pelaku dari akta, tetap berada di luar para pihak

atau bukan pihak dalam akta.

Selain iktikad baik dari para pihak dalam melakukan perjanjian, diperlukan
nilai-nilai tertentu dari Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam
pembuatan akta. Pendelegasian kewenangan Negara dalam bentuk wewenangnya
sebagai pejabat umum/publik pembuat akta (sebagaimana yang dimaksud dalam
UUJN pasal 15) memerlukan pedoman-pedoman dalam bentuk Kode Etik. Kode etik
bagi profesi Notaris yang berlaku di Indonesia dan ditegakkan oleh organisasi profesi
Notaris (INI — lkatan Notaris Indonesia). Adapun yang dimaksud dengan kode etik
Notaris adalah :

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan
Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan™
berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan
olh dan diatur dalamperaturan perundang-undangan yang mengatur
tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap

dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan

2 Ibid.
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tugas dan jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat
Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti
Khusus.”

Akta Notaris memiliki bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN. Struktur

akta Notaris yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak (klien) atau hasil

wawancara (tanya jawab) dengan para (pihak) dan bukti-bukti yang diberikan kita,

ataupun berdasarkan hasil penelitian awal serta negoisasi awal untuk kemudian

merumuskan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.?? Adapun yang dijadikan

dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain:

1.

2
3
4.
5

Latar belakang yang akan diperjanjikan.

Identifikasi para pihak (subjek hukum).

Identifikasi objek yang akan diperjanjikan.

Membuat kerangka akta.

Merumuskan substansi akta:

a. Kedudukan para pihak.

b. Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan
hukum.

c. Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya.

d. Pilihan hukum dan pilihan pengadilan.

e. Kilausula penyelesaian sengketa

f. Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada).

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 38 UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris

bentuknya terdiri dari :

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas :

a. awal akta atau kepala akta
b. badan akta; dan

22 1bid., him.37.
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akhir atau penutup akta

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

a.
b.
C.
d.

judul akta;
nomor akta;
jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan

nama lengkap dan kedudukan Notaris

(3) Badan akta memuat:

a.

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
mereka wakili ;

keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap ;

isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang
berkepentingan ; dan

nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan,

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a.

uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf | atau Pasal 16 ayat (7) ;

uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta bila ada ;

nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan

uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta
atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,

pencoretan, atau penggantian.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris merupakan pejabat

umum yang produknya memiliki sifat otentik. Notaris dalam tugas profesionalnya

dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan.  Unsur
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pertanggungjawaban dan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Notaris
adalah Notaris sebagai suatu profesi dan otentisitas produknya (akta otentik). Adapun
mengenai sanksi perdata atas tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal di UUJN
yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUJN adalah :

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di

bawah tangan.

2. Akta Notaris batal demi hukum.

Ada beberapa tindakan hukum atau perjanjian yang harus dan dibuat di
hadapan Notaris. Tindakan hukum atau perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di
hadapan pejabat tertentu (Notaris) secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan
perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Adapun
perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan Notaris, antara lain :*®

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71).
2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70).
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148).
Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79).
Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177).

o o B

Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang

pemisahan harta (Pasal 191).

~

Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196).

8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal
237).

9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281).

10. Pengangkatan wali (Pasal 355).

11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/di antaranya penyimpanan

wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian

2 Habib Adjie, 2011, him.27-28.
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harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksanaan wasiat dan pengurus

harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas — Tentang Surat

Wasiat).

12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab
Ketujuhbelas — Tentang Pemisahan Harta Peninggalan).

13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh — Tentang Hibah).

14. Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).

15. Pembedaan antara akta pihak (akta partij) dan akta pejabat (akta relaas)
adalah terkait dengan pemberian pembuktian sebaliknya (tegenbewijs)
terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat adalah tidak
dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
Sedangkan kebenaran dari isi akta pihak dapat digugat, tanpa menuduh
kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak
yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya di dalam akta
tersebut, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar.

Produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan
kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya. Adapun fungsi akta
Notaris bagi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan
hukum;
b. Sebagai alat pembuktian;
c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.?
Keabsahan akta otentik harus memuat syarat-syarat :
1. Tanggal dari akta itu.
2. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu.

3. Identitas dari orang yang hadir.

24 Syaifurrahman, 2011, him 99.
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Menurut Sudikno Martokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan
yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Terkait dengan akta Notaris,
dikenal adanya 2 (dua) macam akta, yaitu : akta partij dan akta relaas. Akta partij
adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan
oleh (para) penghadap kepada Notaris dinamakan akta pihak (partij-akten) dengan
para penghadap menandatangani akta itu, atau akta yang dibuat di hadapan (ten
overstaan) Notaris. Ada 3 (tiga) cara untuk menjadi pihak dalam akta Notaris, yakni :
dengan menghadap sendiri, melalui atau dengan perantaraan kuasa, dan dalam
jabatan atau kedudukan. Akta ini berisi suatu ‘cerita’dari apa yang terjadi karena
perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang
diterangkan atau diceritan oleh pihak lain kepada Notaris dan untuk keperluan mana
pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau
melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu
dikonstatir olen Notaris di dalam sebuah akta otentik. Akta sedemikian dinamakan
akta yang dibuat ‘di hadapan’ (ten overstaan) Notaris.”> Aspek otentitas akta partij
berhubungan dengan tanda-tangan dalam akta atau keharusan tanda-tangan para pihak
(atau setidaknya-tidaknya diterangkan di dalam akta itu diterangkan apa yang
menjadi alasan tidak ditanda-tanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang
bersangkutan) di dalam akta-akta tersebut. Di dalam ““akta partij” ini dicantumkan
secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-
pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan
bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu,

sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu. Contoh bagi golongan akta ini adalah

2 GHS Lumban Tobing, 1996, him 51.
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akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk penjualan di muka
umum atau lelang), kemauan terakhir (wasiat), kuasa dan sebagainya.?

Kewajiban membubuhkan tanda tangan dimaksudkan untuk mengetahui
pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Seorang Notaris berwenang untuk
membuat akta partij atas permintaan penghadap, dimana isi dari akta partij adalah
jelas dan tegas sesuai dengan keinginan atau kepentingan para penghadap.

Akta yang yang ke-dua, akta berita acara (relaas-akten), adalah bentuk akta
yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang
terjadi di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh \Notaris yang merupakan relaas
atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan
yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang
memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan
akta yang dibuat ‘oleh’ (door) Notaris (sebagai pejabat umum).?” Akta berita acara ini
tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan (para) penghadap
dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan
kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya di hadapan
para saksi.’® Atau akta yang dibuat ‘oleh’ (door) Notaris atau akta relaas atau akta
pejabat (ambtelijke akten). Untuk akta relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang
yang hadir itu menolak menanda tangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan
berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang
hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris

menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat

%8 1bid., hlm 52.
27 1bid.

28 Herlin Budiono, 2010, him 267-268.
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sebelum menanda tangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta
otentik.?

Ketentuan-ketentuan mengenai terdegradasinya akta otentik (akta Notaris)

dapat dilihat sebagai pelanggaran atas ketentuan dalam UUJN :*

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta
di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi
dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) , yaitu jika Notaris pada
akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki
agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui,
dan memahami isi akta.

3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu
tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan :

a. Pasal 39, bahwa:

1) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum.

2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18
tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau
diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan
dihadiri paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap
melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta
dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai

hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke bawah

2 GHS Lumban Tobing, 1996, him 53.

%0 Habib Adjie, 2009, him 39.
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tanpa derajat pembatasan dan garis ke samping sampai dengan derajat ke
tiga dengan Notaris atau para pihak.

Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat membuat akta untuk diri
sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan
darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa
pembatasan derajat, serta dalam garis ke sampingvsampai derajat ke tiga,
serta menjadi pihak untuk diri sendiri, atau dalam suatu kedudukan

ataupun dengan perantaraan kuasa.

Pencantuman nama Notaris pada akta Notaris tidak berarti Notaris sebagai

pihak di dalamnya atau turut serta atau menyuruh atau membantu melakukan suatu

tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, hal tersebut

merupakan aspek formal akta Notaris sebagaimana ketentuan UUJIN.*! Secara otentik

pada akta pihak tercantum : tanggal dari akta, tanda tangan-tanda tangan yang ada

dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir, dan bahwa apa yang tercantum

dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada

Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-

keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.*

Dalam kaitan adanya gugatan para pihak kepada Notaris adalah suatu pengingkaran

terhadap :
1.

33

Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.

2. Waktu (pukul) menghadap.
3.
4

Tanda tangan yang tercantum dalam Minuta Akta.

Merasa tidak pernah menghadap.

3 Habib Adjie, 2011, him 4.

%2 GHS Lumban Tobing, 1996, him 53

% Habib Adjie, 2009, him 21-22.
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5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris,
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum, selain melanggar unsur obyektif

syarat sahnya perjanjian juga karena melanggar ketentuan dalam UUJN, yaitu :

1.

Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i,
yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat
wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan (termasuk
pemberitahuan bilamana nihil).

Melanggar kewajiban sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf Kk,
yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan
tempat kedudukannya.

Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau
dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk
akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang
digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi,  penjelasan,
penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penerjemah resmi.
Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak
memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas
pengubahan atau penambahan berurpa tulisan tindih, penyisipan, pencoretan
atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara
penambahan, penggantian, atau pencoretan.

Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta
yang tidak dibuat di sisi Kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada
akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau
dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa
menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
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6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarafan,
dan atas perubahan atas pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal tersebut
dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang
tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan
pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah
perubahan, pencoretan dan penambahan.

7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis
dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah
ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut
dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang
tersebut dalam akta.

Sesuai ketentuan dalam UUJN ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya
terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi,
berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik
kenotariatan ditemukan kenyataan bahwa dari pengkualifikasian pelanggaran tertentu
terhadap aspek-aspek seperti : (a) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul
menghadap; (b) Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris; (c) Tanda-tangan yang
menghadap; (d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; (e) Salinan akta ada,
tanpa dibuat minuta akta; dan (f) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap,
tapi minuta akta dapat dikeluarkan — dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan

Notaris.>*

% Ibid., him 26. Dalam hal ini, Notaris membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan
kualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Lebih lanjut, persoalan pelanggaran dan sanksi pidana yang
dimaksud dijelaskan oleh Habib Adjie tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pemidanaan terhadap
Notaris dapat dapat saja dilakukan dengan batasan, jika: (1) ada tindakan hukum dari Notaris terhadap
aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan,
bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap
untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, (2) Ada tindakan hukum dari Notaris
dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan
UUJN; dan (3) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk
menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (lihat halaman 24-31).
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Secara garis besar, Kode Etik meliputi 5 (lima) hal, yaitu :

1. Etika Kepribadian Notaris
Etika kepribadian Notaris merupakan etika yang mengatur bagaimana Notaris
bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang
harus dimiliki Notaris sebagai pribadi. Pribadi yang dimaksud adalah ‘insan’
Notaris tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat jabatan Notaris tidak
hanya sebagai profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat
umum, maka etika kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi
secara intrinsik yang harus dimiliki Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai
professional. Sebagai pejabat umum, etika yang harus dimiliki seorang Notaris
adalah :
a. Berjiwa Pancasila
b. Taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris.
c. Berbahasa Indonesia yang baik.

2. Etika melakukan Tugas Jabatan
Etika ini menyangkut sikap perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai
pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam Kode Etik Notaris
hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung
pada Tahun 2005, menghasilkan pengaturan kewajiban Notaris dalam
menjalankan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.
Pasal 3 Kewajiban :
Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris
wajib :
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

% Habib Adjie, 2011, him 87.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



10.

11.
12.
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Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab,
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan
Notaris.

Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada
ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk
masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut
merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam

melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan
pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80
cm, yang memuat :

a. Nama lengkap dan gelar yang sah ;

b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir
sebagai Notaris ;

c. Tempat kedudukan ;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama bewarna
putih dengan huruf bewarna hitam dan tulisan di atas papan nama
harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor
tersebut dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang
diselenggarakan oleh  Perkumpulan ; menghormati, mematuhi,
melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.

Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang

meninggal dunia.
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14.

15.

16.

17.

42

Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium

ditetapkan Perkumpulan.

Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan

penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan

yang sah.

Menciptakan  susasana  kekeluargaan dan  kebersamaan  dalam

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling

menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi

dan tali silaturahim.

Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan

status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas

pada ketentuan yang tercantum dalam :

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris ;

c. Isi Sumpah Jabatan ;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris

Indonesia.

Etika Pelayanan Terhadap Klien

Notaris merupakan pelayan masyarakat di bidang hukum terutama melayani

masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat ini,

sudah tentu dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam

melayani masyarakat pengguna jasa Notaris, beberapa hal yang harus dimiliki

dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu :
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Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan
jasanya dengan sebaik-baiknya

Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta klien

Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan
pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta
yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut
oleh klien yang bersangkutan

Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan
kewajibannya sebagai Warga Negara dan anggota masyarakat

Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-
cuma

Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang
tersebut membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu

Dilarang menjadi alat orang lain atau pihak lain untuk semata-mata
menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaries yang
bersangkutan

Dilarang mengirim minuta akta kepada klien atau Kklien-klien yang
bersangkutan

Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien
membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah
dari notaris lain

Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk
melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif,

apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi

Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris

Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam

pelaksanaan jabatan, dan eyika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris
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juga berlaku kode etik yang mengatur hubungan Notaris dengan dengan

sesame rekan Notaris. Pertambahan jumlah Notaris

Etika Pengawasan

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan

pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan

wewenang dalam pelaksanaan tuga jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi

agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (abuse of power).

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara

yaitu :

1)

2)

Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi
Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai
pelaksanaan kode etik yang berlaku.

Pengawasan Eksternal

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang kedua yang berlaku
terhadap Notaris adalah Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam
pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap
Pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya
dalam Pasal 67 sampai Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur
dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya
berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsure
pemerintah, 3 orang mewakili organisasi Notaris, dan 3 orang mewakili
ahli  (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis
Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal
68 UUJN. Di tingkat daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Majelis
Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas
Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di
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Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di
Jakarta.

Ruang lingkup Kode Etik adalah berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan
maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam
pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana isi Pasal 2
Kode Etik. Didasarkan substansi Pasal 2 maka sikap dan perilaku sehari-hari Notaris
menjadi tolok ukur atas penilaian moral Notaris dan substansi Pasal 3 angka 4 bahwa
dalam memangku dan menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur,
mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Sanksi yang dikenakan kepada anggota atas pelanggaran atas Kode Etik
adalah berupa : (1) teguran, (b) teguran, (c) schorsing (pemecatan sementara) dari
keanggotaan Perkumpulan, (d) anzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan,
(e) pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Adapun
pengertian sanksi disini adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana,
upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang
lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik
dan disiplin organisasi.

Jadi pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris disesuaikan dengan
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengertian Notaris, Pasal 15
Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Kewenangan, dan Pasal 16 Undang-Undang
Jabatan Notaris tentang Kewajiban Notaris. Disamping itu selain memperhatikan
ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam membuat akta juga harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 tentang

Kewajiban ayat 4 dan ayat 14.
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2.3 Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009
NO.85/Pdt.G/2008/PN.PL.
2.3.1 Kronologi Kasus

Kasus ini merupakan perkara antara Hi. Mubin Raja Dewa dengan Anand
Umar Adnan, S.H.,M.H., Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa,
Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa, dan Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, dan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palu. Kasus ini merupakan tergolong perkara perdata terkait
pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, yakni : Akta Surat Pernyataan Pembagian
Harta dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat
dihadapan Notaris Anand umar Adnan, S.H., M.H..

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Hi. Mubin Raja Dewa, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat, datang menghadap kepada Notaris Anand
Umar Adnan,S.H., M.H untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, beserta 4
(empat) orang anaknya yaitu Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja
Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa,Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut
Tergugat I, untuk dibuatkan suatu perjanjian yang berbentuk Akta Notaris mengenai
tindakan hukum yang akan dilakukan atas harta Penggugat dan Almarhumah isterinya
Hj. Aisa. Menurut Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., Penggugat beserta anak-
anaknya ingin melakukan pembagian harta dan harta warisan yang akan diberikan
seluruhnya kepada Tergugat I, I, 1V dan Turut Tergugat I, atas dasar tersebut
dibuatlah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 vyang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar
Adnan,S.H., M.H., yang isinya berupa pembagian harta Penggugat dan Almarhumah
isterinya mengenai pemberian harta dan kuasa.

Setelah Tergugat | membacakan Akta tersebut dihadapan para penghadap dan

Tergugat | kembali menanyakan apakah para pihak penghadap sudah menyetujui apa

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



47

yang diperjanjikan pada Akta ini dan mereka pun menyetujuinya, dalam hal ini
adalah Penggugat, Tergugat , II, Ill, IV dan Turut Tergugat I, maka segeralah Akta
Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001
Nomor : 42 tersebut ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, 11, 11, IV dan Turut
Tergugat I, Notaris dan saksi-saksi.

Pada tanggal 20 Nopember 2007, ternyata berdasarkan Salinan Akta Akta
Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001
Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., yang
dikeluarkan berdasarkan permintaan Tergugat II, 11l, IV dan Turut Tergugat I,
dibuatlah 6 (enam) Akta Hibah untuk keperluan balik nama atas objek-objek yang
terdapat didalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar
Adnan,S.H., M.H., setelah beberapa bulan kemudian Penggugat mengecek Sertipikat
yang ada pada Turut Tergugat Il, dan melihat bahwa nama pemilik pada Sertipikat
tersebut sudah beralih kepada anak-anaknya, berdasarkan hal tersebut Penggugat
melalui surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2008 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Nopember 2008, dengan tujuan
untuk menyangkal keabsahan dan isi dari Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42, yang dibuat dihadapan
Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., karena menurut Penggugat bukan itu apa
yang ia sepakati dalam Akta tersebut, dan menganggap Notaris Anand Umar
Adnan,S.H., M.H. telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Notaris
dengan sengaja menerbitkan Salinan kedua dari Akta tersebut berdasarkan
permintaan Tergugat I, 111, IV dan Turut Tergugat I, tanpa meminta persetujuan dari
Penggugat, karena sewaktu penerbitan Salinan Pertama akta tersebut, Penggugat
sudah menegaskan kepada Tergugat I, agar tidak menerbitkan Salinan Akta lagi
walaupun atas permintaan Tergugat II, 11, 1V dan Turut Tergugat | yang juga
merupakan pihak dalam Akta tersebut.
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Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut, Menimbang, bahwa

Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2008 yang didaftarkan

di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Nopember 2008 dibawah
register perkara No. 85/Pdt.G/2008/PN.PL. telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat Akta di hadapan

Tergugat | dengan Nomor : 42, yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian

Harta Dan Harta Warisan, milik Penggugat dan isteri Penggugat, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Nomor : 43 tanggal 24

Desember 2001 Tentang Persetujuan Dan Kuasa.

2. Bahwa adapun Harta Benda Penggugat dan Almarhumah isteri Penggugat

yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas adalah

sebagai berikut ;

a.

Sebidang persil/tanah SHM No0.1188 tanggal 18 Nopember 1991, luas 499
M2, Surat Ukur N0.6545/1991.

Sebidang persil/tanah SHM No0.1189 tanggal 18 Nopember 1991, luas 736
M2, Surat Ukur N0.6546/1991.

Sebidang persil/tanah SHM No.723 tanggal 25 April 1989, luas 63 M2,
Surat Ukur No.260/1998.

Sebidang persil/tanah SHM No0.310 tanggal 03 Agustus 1993, luas 3.139
M2, Surat Ukur No.2837/1993.

Sebidang persil/tanah SHM No0.509 tanggal 03 September 1993, luas 62
M2, Surat Ukur N0.10661/1982.

Sebidang persil/tanah SHM No0.2859 tanggal 05 Mei 1998, luas 900 M2,
Surat Ukur N0.29/1998.

Sebidang persil/tanah SHM No0.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 2.102
M2, Surat Ukur N0.2821/1997.
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. Sebidang persil/tanah SHM No0.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 959
M2, Surat Ukur N0.2823/1997.

Sebidang persil/tanah SHM No0.1001 tanggal 14 Agustus1984, luas 316
M2, Surat Ukur N0.2598/1984.

Sebidang persil/tanah SHM No.89 tanggal 30 Nopember 1981, luas 1.779
M2, Surat Ukur N0.1939/1981.

. Sebidang persil/tanah AJB No.26/V111/1998 tanggal 01 Agustus 1988.
Sebidang persil/tanah AJB No.27/\/111/1998 tanggal 01 Agustus 1988.

. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ;
Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ; Warna
. Putih; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor
Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 8310919 S ;
Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama : Mubin A. Raja
Dewa.

1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model
Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna : Putih ;
Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor Mesin :
5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553 J ; Nomor
Polisi : KT 768 B ; Pemilik Terdaftar atas nama : Fazil HM. Raja Dewa.

1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Isuzu/TBR 54 STD ; Jenis/Model :
Mopen/ST.WAGON ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1997/1997 ; Warna :
Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54
BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Solar ; Nomor
Polisi : DD 786 RD ; Pemilik Terdaftar atas nama : Mubin A.Raja Dewa.

Bahwa adapun pengaturan/pembagian harta dan harta warisan Penggugat dan

Almarhumabh isteri Penggugat yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut

pada poin 1 diatas adalah sebagai berikut :
a. Untuk Tergugat 1l (FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah :
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Sebidang persil/tanah SHM nomor : 1188 tanggal 18 Nopember 1991,
Luas 499 M2 Surat Ukur nomor : 6545/1991.

Sebidang persil/tanah SHM nomor : 1189 tanggal 18 Nopember 1991,
Luas 736 M2 Surat Ukur nomor : 6546/1991.

1 (satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyota/KF 40 ;
Jenis/Model : Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan
1986/1986 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka :
KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ;
Nomor BPKB : 9235553 J ; Nomor Polisi : KT 768 B ; Pemilik
Terdaftar atas nama : Fazil HM. Raja Dewa.

Uang Tunai sebesar Rp.500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah).

Untuk Tergugat 111 (RIDWAN Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah :

Sebidang persil/tanah SHM nomor : 723 tanggal 25 April 1988, Luas
63 M2 Surat Ukur nomor : 260/1988, berikut bangunan diatasnya.
Sebidang persil/tanah SHM nomor : 310 tanggal 03 agustus 1993,
Luas 3.139 M2 Surat Ukur nomor : 2873/1993.

Sebidang persil/tanah SHM nomor : 509 tanggal 03 September 1983,
Luas 65 M2 Surat Ukur nomor : 10661/1982, berikut bangunan
diatasnya.

1 (satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Isuzu/TBR 54 STD ;
Jenis/Model : Mopen/ST.WAGON ; Tahun Pembuatan/Perakitan
1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor
Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ;
Bahan Bakar : Solar ; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik Terdaftar
atas nama : Mubin A.Raja Dewa.

Uang Tunai sebesar Rp.500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah).

Untuk Tergugat IV ( FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah
sebagai berikut :
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Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14 Agustus 1984,
Luas 316 M2 Surat Ukur Nomor : 2598/1984, berikut bangunan
diatasnya.

Sebidang persil tanah SHM Nomor : 89 tanggal 30 Nopember 1981,
Luas 1.779 M2 Surat Ukur Nomor : 1939/1981, berikut bangunan
diatasnya.

Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
26/V111/1998 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs. Ali
Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam
Jabatannya selaku PPAT.

Sebidang persil/tanah Dberdasarkan Akta Jual Beli Nomor
27/V111/1998 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs. Ali
Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam
Jabatannya selaku PPAT.

1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Suzuki/Escudo ; Tahun
Pembuatan/Perakitan : 1996 (kendaraan/mobil ini akan dibelikan).
Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000, - (Lima ratus juta rupiah).

Untuk Turut Tergugat | (SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah
sebagai berikut :

Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2859 tanggal 05 Mei 1998, Luas
900 M2 Surat Ukur Nomor : 29/1998.

Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2789 tanggal 25 Oktober 1997,
Luas 2.102 M2 Surat Ukur Nomor : 2821/1997.

Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25 Oktober 1997,
Luas 959 M2 Surat Ukur Nomor : 2823/1997.

1 (Satu) Unit Kendaraan (Mobil) Merk/Type : TOYOTA/FJ 40
HARDTOP ; Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan
1981/1981 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka :
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FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ;
Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik
Terdaftar atas nama : Mubin A. Raja Dewa.

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa pada saat Akta Nomor : 42 tersebut diatas akan dibuat, Penggugat
telah menyampaikan maksud dan keinginan-keinginan Penggugat terhadap
apa yang harus ditetapkan dan/atau dimuat dalam Akta Nomor : 42 tersebut,
yaitu keinginan Penggugat adalah : “Untuk Membagi Harta Penggugat dan
Almarhumah isteri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas
penunjukan saja sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi
masing-masing kepada anak-anak Penggugat”, belum diberikan, yang mana
pula maksud dan tujuan Penggugat membagi harta tersebut agar nantinya pada
saat Penggugat telah meninggal dunia, anak-anak Pengugat tidak rebut lagi
ataupun berselisih paham terhadap pembagian harta warisan yang Penggugat
tinggalkan, dan lagi dikarenakan pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42
tersebut harta benda yang Penggugat berikan itu sebagiannya masih ada yang
dijaminkan/diagunkan di bank sehingga Penggugat memang tidak dapat
memberikannya, karena jika Akta Nomor : 42 tersebut langsung terbuka dan
semua harta Penggugat yang sudah tercantum dalam Akta tersebut tidak
satupun yang tersisa sehingga jika harta tersebut akan dikuasai oleh para
Tergugat 1l, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, maka
berdasarkan akal sehat tidak mungkin ada orang menghibahkan seluruh
hartanya pada usia produktif (Penggugat pada saat Akta tersebut berusia 46
tahun), hal itu diketahui oleh Tergugat I, dimana Tergugat | jugalah yang
membuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor
Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta, juga karena Pengugat masih
memerlukan harta benda Pengugat tersebut untuk dijadikan jaminan/agunan di
bank mengingat Penggugat masih memerlukan tambahan modal kerja selaku
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pengusaha, maka untuk harta benda Penggugat tersebut belumlah dapat
Pengugat berikan.

Bahwa terhadap apa yang Penggugat inginkan/kehendaki sebagaimana
dijelaskan pada poin 4 diatas, oleh Tergugat | membuatkan Akta Nomor : 42
Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dan kemudian
dibuat lagi Akta Nomor : 43 Tentang Persetujuan dan Kuasa, (kuasa dari
anak-anak Penghadap terhadap harta gono-gini Penggugat dengan
Almarhumah isteri Penggugat kepada Penggugat untuk dijaminkan/diagunkan
ke bank), pada saat itu juga dan menurut penjelasan Tergugat | pada saat itu
bahwa dengan ke-2 (dua) Akta tersebut (Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor
43) apa yang Penggugat kehendaki telah terakomodir dan/atau terwujud
ataupun termaktub dalam ke-2 (dua) Akta tersebut, sehingga Penggugat
bersedia menandatangani ke-2 (dua) Akta itu dan disamping itu juga Tergugat
I adalah adik sepupu dari Penggugat sehingga Penggugat percayakan penuh
atas segala apa yang menyangkut dengan urusan hukum kepada Tergugat |
sebab Penggugat awam hukum.

. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas,
bersama itu pula dikeluarkan 5 (lima) rangkap salinan dari Akta Nomor : 42
tersebut, dan ke-5 (lima) nya diserahkan kepada Penggugat, tak satupun
diberikan kepada Tergugat I, Tergugat I1l, Tergugat IV dan Turut Tergugat |
sebagai anak kandung Penggugat.

Bahwa setelah diterbitkan Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 oleh
Tergugat I, maka karena harta tersebut masih tetap dikuasai oleh Penggugat,
dan oleh Tergugat I menerbitkan lagi Akta Nomor : 43 Tanggal 24 Desember
2001, dan semua salinan Akta Nomor : 42 tersebut yang dikeluarkan pada hari
itu juga sebanyak 5 (lima) rangkap diserahkan dan dipegang oleh Penggugat
karena memang pemberian Penggugat dalam Akta Nomor : 42 tersebut masih
hanya penunjukan saja sifatnya, sehingga agar nantinya tidak terjadi atau
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disalahgunakannya dari salinan Akta Nomor : 42 tersebut maka ke-5 (lima)
salinan Akta Nomor : 42 tersebut Penggugatlah yang memegangnya serta
semua surat-surat yang berhubungan dengan objek yang diatur dalam Akta
Nomor : 42 tersebut masih ada dalam penguasaan atau masih dipegang oleh
Penggugat, kemudian oleh Penggugat melarang atau tidak diperbolehkan lagi
Tergugat | menerbitkan salinan ~ Akta Nomor : 42 tersebut tanpa
sepengetahuan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat kehilangan 11 buah
Sertipikat Tanah, yang mana Sertipikat-Sertipikat tersebut pengaturannya
diatur/tertuang dalam Akta Nomor : 42, diantaranya sebagai berikut : 6
(enam) buah Sertipikat atas nama Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor :
1188, 1189, 723, 509, 2859, dan 1010), dan 3 (tiga) buah Sertipikat atas nama
Almarhumabh isteri Penggugat pertama Hj. Aisa yakni (Sertipikat Hak Milik
Nomor : 310, 2789 dan 2791) serta 2 (dua) buah Sertipikat atas nama isteri
Pengugat yang kedua Ny. Sri Wahyuni yakni (Sertipikat Hak Milik Nomor :
651 dan 962) dan kemudian Penggugat lewat Staf Penggugat melaporkannya
ke Polda Sulteng setelah itu dilaporkan juga ke Kantor Pertanahan Kota Palu
(Turut Tergugat 1) dan diterima oleh Sdr. Tarsan Pegawai Kantor Pertanahan
Kota Palu, dan mengatakan bahwa untuk laporan kehilangan terlebih dahulu
harus dilakukan pengambilan sumpah yang dilakukan langsung oleh
KEPALA KANTOR sendiri, yang biayanya kemudian oleh Turut Tergugat I,
ditetapkan untuk 1 (satu) buah Sertipikat pengganti dan pengumuman di
Koran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 750.000, -(Tujuh Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlah biaya keseluruhan untuk
membuat/menerbitkan Sertipikat Pengganti tersebut sebesar Rp. 750.000 x 11
Sertipikat = Rp. 8.250.00, -(Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan Sertipikat tersebut akan selesai,
demikian yang disampaikan oleh Turut Tergugat 11 kepada Penggugat.
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Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat mengecek Sertipikat
tersebut kepada Turut Tergugat Il, ternyata Sertipikat-Sertipikat tersebut
malah terbalik nama kenama-nama yang Pengugat tidak pernah mohonkan
yaitu kenama Tergugat 11, Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
Bahwa ditempatkannya SYARIF HM RAJA DEWA salah satu anak kandung
Penggugat sebagai Turut Tergugat | dalam perkara ini, karena Turut Tergugat
| telah mengembalikan 5 (lima) buah Sertipikat yang dikuasainya diantaranya
3 (tiga) buah Sertipikat sudah dibalik nama dari nama Penggugat dan isteri
pertama Penggugat Almarhumah Hj. Aisa kenama Turut Tergugat I, dan 2
(dua) Sertipikat masih tetap nama isteri kedua dari Penggugat Ny. Sri
Wahyuni, yang mana pengembalian itu dilakukan karena Turut Tergugat I
telah menyadari dan mengetahui bahwa prosedural balik nama ke-9
(sembilan) buah Sertipikat tersebut adalah tidak benar dan tidak sah, sehingga
ke-5 (lima) buah Sertipikat yang dikuasai ataupun yang berada dalam
penguasaan Turut Tergugat | dikembalikan.

Bahwa 6 (enam) buah lagi Sertipikat yang dimaksud pada poin 9 diatas masih
dalam penguasaan Tergugat 1, 11l dan IV, dari kesemuanya itu sudah dibalik
nama dari nama Pengugat dan isteri pertama Almarhumah Hj. Aisa kenama
Tergugat 11, 111 dan 1V tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku
pemilik yang sah, dilakukan dihadapan Turut Tergugat Il (Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palu) atas permohonan Tergugat 1.

Bahwa kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Turut
Tergugat 11, oleh Turut Tergugat Il mengatakan bahwa proses balik nama itu
dimohonkan oleh Tergugat I, dimana yang menjadi Dasar Hukum dari balik
nama Sertipikat-Sertipikat tersebut adalah salinan kedua Akta Nomor : 42 dan
Akta-Akta Hibah No. 355/PB-X1/2007, No. 356/PB-XI/2007, No. 357/PB-
X1/2007, No. 358/PB-XI1/2007, No. 359/PS-X1/2007 dan No. 360/PS-X1/2007
tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan tidak benar didalamnya,
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yang dan/atau dihadapan Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat,
sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ataupun setidak-tidaknya dapat
dibatalkan.

Bahwa atas perbuatan Tergugat | yang telah mememohonkan balik nama
terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut, maka Penggugat telah
melaporkan Tergugat | pada Majelis Pengawas Notaris Propinsi Sulawesi
Tengah, pada tanggal 18 Desember 2007, dan meminta agar Tergugat |
mengurus kembali dan/atau mengurus balik nama ke-9 (sembilan) buah
Sertipikat yang sudah dibalik nama, ke nama-nama yang semula atas
permohonan yang dilakukan Tergugat |, tetapi oleh Majelis Pengawas Notaris
menolak dengan alasan kewenangan tersebut adalah kewenangan Pengadilan
Negeri.

Bahwa Penggugat berkehendak untuk membatalkan Akta Nomor : 42 Tanggal
24 Desember 2001 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat | dikarenakan
disamping tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalam arti bertentangan
dengan apa yang diinginkan Penggugat, dan juga dikarenakan Tergugat I
memberikan penjelasan yang berbeda-beda (pada saat dibuat Akta Nomor : 42
tersebut Tergugat | mengatakan bahwa apa yang Penggugat inginkan telah
terakomodir dalam kedua Akta tersebut, Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor :
43 sebagaiman termuat dalam poin 4 dan 5 diatas, tetapi sekarang Tergugat |
mengatakan yang berbeda bahwa harta Penggugat tersebut langsung terbuka
dan dapat diambil langsung oleh anak-anak Penggugat), juga dikarenakan
Tergugat | telah menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tersebut dimana pada
tanggal 03 Nopember 2007 Tergugat | secara diam-diam menerbitkan kembali
salinan kedua dari Akta Nomor : 42 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat |
dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah yang saling
menghibahkan diantara Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut
Tergugat I, dan oleh Tergugat | pula berdasarkan kewenangannya sebagai
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Pejabat Umum (Notaris&PPAT) telah mengajukan permohonan balik nama
ke-9 (sembilan) buah Sertipikat milik Penggugat dan isteri pertama
Almarhumah Hj. Aisa ke nama Tergugat II, Ill, IV dan Turut Tergugat I
dengan dalih Tergugat I bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya dan
Akta Nomor : 42 tersebut dinyatakan langsung terbuka yang sebelumnya tidak
pernah dijelaskan kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat | sangat mengetahui jika harta (Sertipikat-Sertipikat yang
diatur dalam Akta tersebut) belum diberikan pada saat Akta Nomor : 42
dibuat, masih sebatas penunjukan bagian/porsi kepada Tergugat Il, 111, IV dan
Turut Tergugat | sebagai anak kandung Penggugat, sehingga Tergugat |
menerbitkan atau membuat lagi Akta-Akta Hibah tanpa sepengetahuan
Penggugat agar seakan-akan pemberian itu sudah terjadi sehingga terwujudlah
keinginan Tergugat | untuk membalik namakan ke-6 (enam) buah Sertipikat
milik Penggugat yang didasarkan dengan alasan hak peralihan pada Akta-
Akta hibah tersebut dan ke-3 (tiga) buah Sertipikat milik Almarhumah Hj.
Aisa isteri pertama Penggugat yang didasarkan dengan alasan hak peralihan
tersebut Akta Nomaor : 42 tersebut.

Bahwa Tergugat | dalam melangsungkan permohonan proses balik nama
terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut terlebih dahulu Tergugat |
mengeluarkan salina kedua Akta Nomor : 42 tanpa sepengetahuan Penggugat
padahal pada saat dibuatnya akta Nomor :42 tersebut Penggugat telah
menyampaikan bahwa tidak boleh Tergugat 1 mengeluarkan lagi salinan Akta
tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, (Salinan Akta Nomor : 42 yang
pertama sebanyak 5 (lima) rangkap yang pada saat Akta Nomor : 42 itu dibuat
ke-5 (lima) salinan pertamanya tersebut ada pada Penggugat dan sampai saat
ini masih ada pada Penggugat). Dan berdasarkan salinan kedua Akta Nomor :
42 itulah yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 dijadikan dasar
untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah (No. 355/PB-X1/2007, No. 356/PB-
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X1/2007, No. 357/PB-X1/2007, No. 358/PB-XI1/2007, No. 359/PS-X1/2007
dan No. 360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007) yang memuat
keterangan tidak benar didalamnya, karena masing-masing pemberi hibah
dalam Akta Hibah tersebut sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pemilik
maupun dipersiapkan sebagai pemilik berdasarkan Akta Nomor : 42,
kemudian dimohonkan balik nama ke-9 (sembilan) Sertipikat tersebut dengan
dasar peralihan hak adalah Akta-Akta Hibah dan salinan kedua dari Akta
Nomor : 42 yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku orang yang
paling berkepentingan dalam perbuatan Hukum tersebut.

Bahwa untuk memperjelas tentang kesalahan yang terdapat dalam Akta-Akta
Hibah yang dibuat oleh atau dihadapan Tergugat | (yang memuat keterangan
yang tidak benar), maka dapat dilihat dalam bentuk tabel (lihat dalam
lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 16-17).

Bahwa adapun ke-9 (sembilan) buah Sertipikat yang sudah dibalik nama tanpa
sepengetahuan Penggugat dengan prosedural yang tidak benar dan tidak sah,
oleh karena itu demi hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
mengikat (sebgaiamana Sertipikat-Sertipikat yang tercantum dalam poin 2).
Bahwa perbuatan Tergugat | dan Tergugat II, I, IV dan Turut Tergugat |
yang menyalah gunakan Akta Nomor : 42 dengan menerbitkan salinan kedua
Akta Nomor : 42 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 tanpa
sepengetahuan Penggugat dan kemudian menerbitkan Akta-Akta Hibah
Nomor : 355/PB-XI1/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI1/2007, 358/PB-
X1/2007, 359/PS-X1/2007 dan 360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007
yang memuat keterangan tidak benar dan melaksanakan balik nama
sebagaiman yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan melanggar hak dan
melawan hukum serta merugikan Penggugat selaku Pengusaha.

Bahwa atas Perbuatan melanggar hak dan melawan hukum, Tergugat I, I, I11,
IV dan Turut Tergugat | serta Turut Tergugat Il tersebut diatas telah
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membawa kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian
Immateril, sehingga patutlah para Tergugat dan Turut Tergugat
mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Bahwa atas perbuatan Tergugat I, I, 11l, IV dan Turut Tergugat | dan 11 yang
telah membalik nama ke-9 (sembilan) buah Sertipikat milik Penggugat
tersebut, sehingga Penggugat tidak jadi mendapat kucuran bantuan Kredit dari
Bank Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 8.500.000.000, - (Delapan milyar
lima ratus juta rupiah) dimana seharusnya 9 (sembilan) buah Sertipikat
tersebut dijadikan jaminan pinjaman dan proses untuk melakukan pinjaman
telah dilaksanakan oleh pihak bank dimana pihak bank telah melakukan
taksasi yang kemudian tinggal menunggu penyerahan Sertipikat aslinya
kepada pihak bank, dan dana yang akan dikucurkan oleh bank tersebut
nantinya akan digunakan Penggugat untuk membiayai 3 (tiga) proyek
Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut (lihat dalam lampiran Putusan
Pengadilan Negeri Palu halaman 20-21).

Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.
2.557.493.740, -(Dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus
sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian
sebagai berikut (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu
halaman 21-23).

Bahwa adapun kerugian immateril yang Penggugat derita selaku pengusaha
ternama (yang bukan Cuma di Kota Palu tetapi juga diluar Kota Palu) adalah
tidak ternilai harganya, namun agar tuntutan tetap jelas dan terang
sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan juga dikarenakan Penggugat
telah sangat malu serta kehilangan kepercayaan dan nama baik dihadapan
Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan
dihadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartanegara Propinsi

Kalimantan Timur serta kehilangan nama baik di Universitas Mulawarman
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Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan di Dinas Pendidikan Propinsi
Sulawesi Selatan serta kehilangan nama baik diantara rekan bisnis (pengusaha
lainnya), dan juga kehilangan nama baik pada Bank Mega Syariah Jakarta
yang akan membantu pemberian dana kredit, sehingga apabila dinilai dengan
uang dapatlah disepadankan sebesar Rp. 12.000.000.000, -(Dua belas milyar
rupiah).

Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan yang didasari alat bukti
yang kuat dan nyata, maka putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu (uit voorbar bij voorrad) walaupun ada upaya verset, banding, kasasi
dan peninjauan kembali.

Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir dan agar
tidak terjadinya pengalihan terhadap objek sengketa dan harta benda milik
Tergugat I, 11, IIl dan IV kepada orang lain dalam bentuk apapun, serta
didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar
diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan harta benda milik
Tergugat I, II, Il dan IV, baik terhadap benda yang bergerak maupun
terhadap benda yang tidak bergerak, (termasuk tabungan dalam bentuk
rekening/deposito yang terdapat di Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun

terhadap saham-saham dalam Badan Hukum lainnya).

Jawaban Tergugat | :

1.

Bahwa Tergugat | membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap semua
dalil-dalil hukum vyang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya,
terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I.
Bahwa benar, pada hari senin 24 Desember 2001, Tergugat | telah membuat
Akta untuk/atas kepentingan/kehendak Penggugat, Tergugat Il, Tergugat IlI
dan Tergugat 1V serta Turut Tergugat I.
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3. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat | sebagaimana disebut pada poin 2
diatas, adalah Akta Notaris ber-Nomor : 42 dan diberi judul Surat Pernyataan
Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001.

4. Bahwa secara tegas Akta Nomor : 42 tentang Surat Pernyataan Pembagian
Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 tersebut
draftnya/konsepnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat |, telah memberikan
keterangannya bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri dan selaku Ahli Waris isterinya.

- Bahwa Pengugat dihadapan Tergugat |, telah memberikan
keterangannya bahwa isterinya bernama Hj. Aisa telah meninggal
dunia di Palu pada tanggal 30 Desember 1999.

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat |, telah memberikan
keterangannya, bahwa dirinya dan isterinya Almarhumah Hj. Aisa
semasa hidupnya menguasai dan berhak atas (lihat dalam lampiran
Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 35-37).

- Bahwa Pengugat dihadapan Tergugat |, telah memberikan
keterangannya bahwa dari perkawinannya dengan Almarhumah Hij.
Aisa telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing
bernama :

o Fazil Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat 11)

o0 Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat I11)

o Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat 1V)
o Syarif Hi. Mubin Raja Dewa (Turut Tergugat I)

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat |, telah memberikan
keterangannya bahwa dirinya secara tegas menyatakan bahwa : dengan
ini membagi dan memberikan sebagai bagian dalam warisan atas harta
Penggugat dan harta peninggalan Almarhumah Hj. Aisa masing-
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masing kepada anak-anaknya tersebut diatas yakni (lihat dalam
lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 37-40)

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat |, telah memberikan
keterangannya bahwa dirinya sekarang ini, untuk nantinya dikemudian
hari dengan ini memberi kuasa kepada para anak-anaknya (anak-anak
Penggugat) tersebut, kuasa mana tidak akan berakhir oleh sebab
apapun juga.

- Bahwa pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada Akta No. 42
diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya (Tergugat Il, Tergugat
IIl, Tergugat IV dan Turut Tergugat |) tersebut adalah guna
kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, Notaris
dan/atau Pejabat Pembuat Akta yang berwenang, Kepala Kantor
Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para Pejabat lainnya yang
berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta dan/atau
dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik
nama atas persil-persil/tanah dan mobil-mobil tersebut diatas ke atas
nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak Penggugat).

- Bahwa baik Tergugat Il maupun Tergugat I1l, Tergugat IV dan Turut
Tergugat | dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya
masing-masing bahwa dirinya, baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-bersama Mengetahui, Menyetujui Dan Menerima Baik
Pemberian Persil/Tanah Berikut Bangunan, Monil dan Uang Sebagai
Warisan Mereka Masing-Masing (Harta Dan Harta Peninggalan
Almarhumah Hj. Aisa) Yang Diberikan Dan Dibagikan Oleh Ayah
Mereka (Penggugat) Yang Diuraikan Dalam Akta Ini (Akta No. 42).

5. Bahwa setelah draft/konsep Akta No. 42 tersebut selesai di buat oleh Tergugat
I, maka draft/konsep Akta No. 42 tersebut dibacakan dihadapan Penggugat,
Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut Tergugat | setelah itu
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diserahkan kepada Penggugat, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan
Turut Tergugat | untuk dibaca, dipahami dan dimengerti maksud dan isinya.
Bahwa setelah draft/konsep Akta No. 42 tersebut selesai dibacakan dihadapan
Penggugat, Tergugat I, Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, serta
diserahkan kepada Penggugat, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan
Turut Tergugat | untuk dibaca, maka kelima-limanya (Penggugat, Tergugat I,
Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat 1) menyatakan bahwa hal-hal
yang diatur dalam Akta No. 42 tersebut telah dipahami dan dimengerti
isinya/telah sesuai dengan keinginan mereka.

Bahwa setelah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat IlI, Tergugat IlI,
Tergugat 1V dan Turut Tergugat 1) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur
dalam Akta No. 42 tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka, maka
barulah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat 1V
dan Turut Tergugat 1) membubuhkan tanda tangan cap jempol mereka ke
dalam Akta 42 tersebut dan disaksikan oleh Sonny Hidayat Muller, Herawati
dan Asmayanti yang turut pula bertanda tangan membubuhi cap jempol ke
dalam Akta 42 tersebut.

Bahwa setelah Akta no. 42, Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan
Harta Warisan selesai dibuat, maka praktis secara yuridis, harta-harta yang
telah dibagikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 11, Tergugat
I1l, Tergugat IV dan Turut Tergugat | tersebut telah berpindah/beralih
kepemilikan, dimana yang tadinya kepemilikan harta-harta tersebut berada
pada Penggugat, maka sejak penandatanganan Akta No. 42 tanggal 24
Desember 2001 telah beralih/berpindah kepada Tergugat Il, Tergugat IlI,
Tergugat IV dan Turut Tergugat I.

Bahwa peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta yang termuat
dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara
tegas oleh Penggugat (selaku pembagi dan pemberi harta) dan Tergugat I,
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Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat | (selaku penerima pembagian
dan pemberian harta).

Bahwa dikatakan peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta
yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta
diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku pembagi dan pemberi harta) dan
Tergugat 11, Tergugat Ill, Tergugat 1V dan Turut Tergugat | (selaku penerima
pembagian dan pemberian harta), karena hal ini dapat dibuktikan bahwa
ketika harta-harta yang telah berpindah/beralin kepemilikan tersebut akan
dimanfaatkan oleh Penggugat untuk dijadikan agunan guna memperoleh
fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah maupun bank milik swasta
dimanapun, maka Akta No. 43, Tentang Persetujuan Dan Kuasa oleh
Tergugat I, dimana dalam Akta No. 43 tersebut memuat hal-hal sebagai
berikut ((lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 44-
45).

Bahwa dengan demikian dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada
angka 4 yang menyatakan bahwa pembuatan Akta No. 42 adalah hanya
bertujuan untuk membagi harta Penggugat dan harta warisan Almarhumah
isteri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas penunjukkan saja
sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi masing-masing kepada
anak-anak Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tendensius serta hanya
memutar balikkan fakta, karena kalau hanya penunjukkan tidak mungkin
dalam Akta tersebut dibuatkan surat kuasa dan dalam Akta tentunya harus
disebutkan siapa pelaksana pembagian warisan (pelaksana wasiat).

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 pada bagian posita gugatannya,
Tergugat | merasa tidak perlu untuk menanggapinya, karena dalil tersebut
telah terjawab berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa memang benar, setelah Tergugat 1 membuat Akta No. 42, maka
bersamaan itu pula Tergugat | menerbitkan salinan Akta No. 42 sebanyak 5

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



14.

15.

16.

65

(lima) rangkap yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat Il, Tergugat 11,
Tergugat IV dan Turut Tergugat I, hal ini menegaskan bahwa pembagian ini
berlaku saat itu juga, jika merupakan penunjukan tentunya Tergugat hanya
membuatkan 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Penggugat selaku
pemberi wasiat dan 1 (rangkap) untuk pelaksana wasiat dan anak-anak
Penggugat (Tergugat I, 11, IV dan Turut Tergugat ) tidak diberikan salinan
karena baru penunjukan.

Bahwa demikian pula halnya terhadap Akta No. 43, yang juga dibuatkan
salinannya oleh Tergugat | sebanyak 2 (dua) rangkap yang juga salinan Akta
No. 43 tersebut diserahkan kepada Penggugat, Tergugat Il, Tergugat IlI,
Tergugat IV dan Turut Tergugat I.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 8, 9 dan 10 dalam
posita gugatannya, Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapinya, karena
dalil tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan diri Tergugat | selaku Pejabat
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 dan 19 serta 20, dimana dalil-dalil tersebut sangat erat kaitannya
dengan eksistensi Tergugat | selaku Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), maka Tergugat | merasa perlu untuk menjelaskan hal-hal
sebagai berikut :

Tentang Penerbitan Akta No. 42 :

Bahwa pada hari dan tanggal serta jam bertempat di kantor Tergugat I,
Penggugat mendatangi Tergugat | untuk meminta dibuatkan Akta Notaris,
Akta mana menurut Penggugat, bahwa dirinya ingin membagi dan
menyerahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya, namun pada saat itu pula
Tergugat | menanyakan kepada Penggugat, apakah hal itu tidak salah, namun
dijawab dengan enteng oleh Penggugat, bahwa itu tidak salah, karena saya

akan mulai dari nol lagi.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



66

Bahwa didasari dengan maksud dan keinginan Penggugat itulah, maka

Tergugat | membuatkan Akta No. 42 dengan judul Surat Pernyataan

Pembagian Harta Dan Harta Warisan, dimana draf dan isinya sebagaimana

telah diuraikan diatas.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

penyerahan harta yang telah dibagi dan diserahkan tersebut adalah nanti

berlaku setelah Penggugat meninggal adalah dalil yang tidak benar dan

memutarbalikkan fakta, hal ini disebabkan :

Bahwa kata-kata yang terlontar pertama dari mulut Penggugat sebelum
Akta No. 42 dibuat adalah kata-kata saya akan memulai dari nol lagi
dan pembagian harta dan harta warisan dilakukan pada saat ini juga.
Bahwa setelah Akta No. 42 dibuat Penggugat secara insyaf dan sadar
mau menerima dan menjalankan Persetujuan dan Kuasa dari Tergugat
Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut Tergugat | dengan jalan
membuat dan menandatangani Akta No. 43, Tentang Persetujuan dan
Kuasa, padahal kalau memang Penggugat merasa yakin bahwa dirinya
masih sebagai pemilik terhadap harta-harta yang terurai dalam Akta
No. 42, maka Penggugat tidak perlu menerima dan menjalankan kuasa
sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 43.

Bahwa hal lain yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya
Penggugat juga telah mengetahui secara benar, insyaf lagi sadar bahwa
pembagian dan penyerahan harta dan harta warisan sebagaimana
tertuang dalam Akta No. 42 tersebut berlaku pada saat Akta tersebut
usai ditanda tangani adalah dapat diketahui pada saat Akta No. 42 mau
ditanda tangani, maka Tergugat I menanyakan kepada Penggugat
bahwa apakah Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp.
2.000.000.000, -(Dua milyar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat IlI,
Tergugat IV dan Turut Tergugat I, masing-masing sebesar Rp.
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500.000.000, karena salah satu poin yang terdapat dalam Akta No. 42
tersebut adalah membagi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.
500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah) masing-masing kepada
Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut Tergugat | dan
ternyata pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Penggugat dengan
jalan Penggugat memperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat I,
Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat | bukti tulis berupa bukti
setoran (slip penyetoran dari bank) uang sebesar Rp. 2.000.000.000, -
(Dua milyar rupiah) yang ditransfer/disetor ke Rek. masing-masing
anaknya (Tergugat 11, Tergugat |11, Tergugat IV dan Turut Tergugat I)
sebesar Rp. 500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selain itu Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I,
Tergugat I11, Tergugat IV dan Turut Tergugat | (lihat dalam lampiran
Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 48-49).

Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini muncul pernyataan dari Penggugat
bahwa penerbita Akta No. 42 tersebut masih sebatas penunjukan bagian/porsi
kepada Tergugat Il, Ill, IV dan Turut Tergugat I, maka pernyataan tersebut
hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang cenderung ingin dinilai sebagai
orang yang sudah pikun, padahal untuk saat ini dan disaat Akta No. 42 di
buat, diri Penggugat masih tetap bugar, segar dan sehat walafiat, baik jasmani
mapun rohaninya.

Dan juga, bahwa bagaimana mungkin jika pemberlakuan Akta No. 42 tersebut
nanti setelah dirinya (Penggugat) meninggal dunia, sedangkan sebelumnya
pada saat pertama kali kekantor Tergugat | untuk pembuatan Akta, Penggugat
menyatakan dengan tegas bahwa saya akan memulai dari nol, dan ketika
Tergugat | menayakan kepada Penggugat apakah pembagian ini berlaku

sekarang atau setelah Penggugat meninggal dunia, Penggugat menjawab saya
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serahkan semua harta saya sekarang ini untuk memenuhi janji saya kepada
Almarhumabh isteri Penggugat pada saat terbaring sakit.

Tentang Penerbitan Salinan kedua dari Akta No. 42 :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Rl Nomor : 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi Notaris hanya dapat
memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosee Akta,
Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung
pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan
lain oleh paraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2007, bertempat di kantor Tergugat I, telah
datang Tergugat II, I, IV dan Turut Tergugat | untuk meminta diterbitkan
salinan ke-2 Akta No. 42 dengan alasan bahwa salinan Akta No. 42 telah
hilang dirumah monginsidi yang sebelumnya Penggugat sendiri pernah pada
tanggal 06 Juni 2007 menelpon kekantor Tergugat | dan menginformasikan
bahwa salinan pertama dari Akta No. 42 tersebut telah hilang dan meminta
diterbitkan salinan kedua dari Akta No. 42 tersebut dan pada tanggal 06 Juni
2007 Tergugat | telah membuatkan salinan kedua dari Akta tersebut, akan
tetapi Penggugat tidak datang mengambil salinan tersebut.

Bahwa atas dasar bunyi pasal dan peristiwa sebagaimana tersebut diatas, maka
Tergugat | mengeluarjan salinan ke 2 dari Akta No. 42 tersebut, sehingga
secara yuridis, penerbitan Akta No. 42 untuk yang ke 2 kalinya adalah bukan
merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan pelanggaran
sebagaimana yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi
penerbitan salinan ke 2 dari Akta No. 42 tersebut adalah merupakan perintah
Undang-Undang terhadap Jabatan Notaris.

Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat | untuk tidak menerbitkan
salinan ke 2 Akta No. 42 jika tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah dalil
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yang tidak beralasan bahkan cenderung bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Penerbitan Akta Hibah :

Bahwa Akta Hibah sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari Nomor :
355/PB-X1/2007, Nomor : 356/PB-X1/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007,
Nomor : 358/PB-X1/2007, Nomor : 359/PS-X1/2007, dan Nomor : 360/PS-
X1/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah benar dibuat oleh
Tergugat | pada tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa pembuatan Akta-Akta Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat | adalah
bukan karena inisiatif Tergugat | akan tetapi penerbitan Akta-Akta Hibah
tersebut diminta/dikehendaki langsung oleh Tergugat 1l, Tergugat IlI,
Tergugat 1V dan Turut Tergugat I, dimana unsur dan obyek dari Akta-Akta
Hibah tersebut adalah terdiri dari :

- Unsur Pemberi Hibah, yakni Tuan Hi. Mubin Raja Dewa (Penggugat)
yang diwakili oleh Tergugat II, Ill, IV dan Turut Tergugat |
berdasarkan kuasa yang termuat dalam Akta No.42.

- Unsur Penerima Hibah, yakni Tergugat I, I1l, IV dan Turut Tergugat
l.

- Obyek Hibah, yakni harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak
yang bertalian dengan Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001 yang
masing-masing telah diserahkan dan tertuang dalam Akta Hibah
masing-masing Nomor : 355/PB-X1/2007, Nomor : 356/PB-XI1/2007,
Nomor : 357/PB-X1/2007, Nomor : 358/PB-X1/2007, Nomor : 359/PS-
X1/2007, dan Nomor : 360/PS-X1/2007, kesemuanya tertanggal 20
Nopember 2007.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

penerbitan Akta-Akta tersebut pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah
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memuat keterangan yang tidak benar adalah sungguh merupakan dalil yang
sangat menyesatkan serta cenderung subyektif.

Bahwa dikatakan dalil tersebut (memuat keterangan yang tidak benar) adalah
dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung subyektif disebabkan karena :

- Bukankah penerbitan/pembuatan Akta No. 42 adalah atas dasar
inisiatif Penggugat sendiri yang dilakukan secara insyaf dan sadar dan
juga dikehendaki dan disetujui oleh Tergugat I, Ill, 1V dan Turut
Tergugat I.

- Bahwa bukankah dalam Akta No. 42, selain secara tegas menyatakan
membagi dan memberikan harta dan harta warisan, juga dinyatakan
secara tegas mengenai kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada
Tergugat I, 11, IV dan Turut Tergugat I.

- Bahwa bukankah kuasa yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut
keberlakuannya sejak ditanda tanganinya Akta No. 42 dan tidak akan
berakhir oleh sebab apapun juga, dimana hal-hal yang dikuasakan
tersebut yakni guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan
para pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta yang
berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para
Pejabat ~ lainnya yang  berwenang, menandatangani  surat
permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan
guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil-persil/tanah dan
mobil-mobil tersebut diatas keatas nama masing-masing anak-anak
penghadap (anak-anak Penggugat).

- Bahwa dengan demikian bahwa penerbitan/pembuatan Akta-Akta
Hibah yang terdiri dari Nomor : 355/PB-X1/2007, Nomor : 356/PB-
X1/2007, Nomor : 357/PB-X1/2007, Nomor : 358/PB-X1/2007, Nomor

359/PS-X1/2007, dan Nomor : 360/PS-XI1/2007, kesemuanya
tertanggal 20 Nopember 2007 (sekalipun secara pisik Penggugat tidak
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berada dihadapan Tergugat | karena telah diwakili/telah diberikan
kuasa kepada anak-anaknya berdasarkan kuasa yang tertuang dalam
Akta No. 42, sehingga secara yuridis Penggugat dianggap hadir)
adalah sah menurut hukum.
Tentang Permohonan Balik Nama Sertipikat ke BPN (Turut Tergugat I1) :
Bahwa sesungguhnya permohonan balik nama Sertipikat ke BPN (Turut
Tergugat Il) adalah dilakukan oleh Tergugat I, 11I, IV dan Turut Tergugat I,
bukan dilakukan oleh Tergugat |, sebagaimana yang didalilkan oleh
Penggugat dalam surat gugatannya.
Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat | dalam kaitan proses balik nama
Sertipikat tersebut adalah hanya sebatas menjalankan tugas dalam kapasitas
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni hanya menyampaikan Akta yang
dibuat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan balik nama
yang diajukan oleh Tergugat I, 11l, IV dan Turut Tergugat | kepada Kantor
Pertanahan untuk didaftar, hal ini adalah sebagaimana yang diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusunya Pasal 40
Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(Surat Permohonan Pendaftaran ditanda tangani di Kantor Badan Pertanahan
disebut/dikenal Blangko dengan kode DI 304 A).
Bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebagaimana yang
terurai pada poin 21, 22, 23 dan 24 pada bagian positanya, maka Tergugat
merasa perlu untuk tidak menanggapinya.
Bahwa Tergugat | menolak dengan tegas poin 25 gugatan Penggugat pada
bagian positanya sebab permohonan Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan)
yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta-harta milik Tergugat | karena
permohonan tersebut tidak beralasan/berdasar hukum dan terkesan sangat
mengada-ada, oleh karena itu Tergugat | hanyalah menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai Pejabat Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Akta yang dibuat
oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat untuk wajibkan oleh Undang-
Undang tersebut, dan lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.
89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962 menyatakan : dalam sita jaminan
terhadap tanah haruslah teliti dengan benar apakah benar milik tersita dan
harus disebutkan dengan jelas baik luas dan batasnya, sebab jika harta tersebut
adalah ada kaitannya dengan pihak lain (pihak ketiga) tentunya sita jaminan
tersebut dapat menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan persoalan baru lagi,
karena otomatis pihak yang merasa mempunyai hak atas obyek yang
diminta/diletakkan sita akan mengajukan gugatan perlawanan, dan selain itu
harta milik Tergugat | tidaklah memiliki keterkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan pokok perkara.

19. Bahwa dengan demikian, segala Akta-Akta yang telah dibuat oleh dan
dihadapan Tergugat I, baik itu Akta No. 42 atau Akta No. 43 atau Akta-Akta
Hibah masing-masing Nomor : 355/PB-XI1/2007, Nomor : 356/PB-X1/2007,
Nomor : 357/PB-X1/2007, Nomor : 358/PB-XI1/2007, Nomor : 359/PS-
X1/2007, dan Nomor : 360/PS-X1/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember
2007 adalah sah dan mengikat, sehingga sangatlah beralasan, bila Majelis
Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo dapat menjatuhkan

putusan yang pada intinya Menolak Gugatan Penggugatnya untuk seluruhnya.

2.3.2 Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu
A. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu
Dalil pihak Tergugat 1 - Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. dan

Penggugat dalam perkara ini bermula dari suatu perbuatan hukum yang diterdapat di
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dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta
warisan. Mengacu pada pokok persoalan tersebut Majelis memperhatikan bukti-bukti
surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-1 s/d 35, dan Tergugat | yang
bertanda T.I-1 berdasarkan otentisitas akta. Menurut Majelis Hakim penilaian
otentisitas akta tersebut tidaklah cukup hanya berdasarkan pada prosedur/cara
pembuatan dan wewenang pejabat yang membuat akta saja, namun juga harus

mencermati substansi akta.

B.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu.

Kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. yang dimaksud dalam
kasus ini, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/
Pdt.G/ 2008/ PN.PL., merupakan bentuk pelanggaran hak orang lain, yaitu :
melakukan perbuatan yang menghalangi, atau mempersulit orang lain yang berhak
untuk melaksanakan haknya dimana klien tidak mendapatkan hak atas Akta Otentik
tersebut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap perbuatan melanggar hukum Notaris
Anand Umar Adnan, S.H., M.H. adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan
bunga. Sehingga, Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar
Adnan, S.H., M.H.batal demi hukum.

2.3.3 Hasil Wawancara Mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu
Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN.PL
Dari hasil wawancara terhadap beberapa Notaris yang dilakukan , diperoleh
gambaran sebagai berikut :
1. Dalam kasus ini dipermasalahkan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan

Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan
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Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., yang didalamnya terdapat 3 (tiga)
perbuatan hukum, yaitu :

- Pembagian Harta

- Kuasa

- Hibah

Berdasarkan hal-hal tersebut, bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang Akta
Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001
Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H.
tersebut ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku ?

Nurman Rizal, S.H.:

Pada umumnya tidak boleh membuat akta yang terdiri atau memuat 3 (tiga)
perbuatan hukum. Adanya 3 (tiga) perbuatan hukum dalam pembuatan akta
diperbolehkan bagi pembuatan akta tertentu, seperti : Akta Pengikatan Dan Jual Beli
yang didalamnya terdapat Kuasa atau Perjanjian, dan Hibah. Jadi, sesungguhnya jika
di dalam Akta tersebut apa yang diperjanjikan terdapat perjanjian yang mengikuti
untuk perbuatan hukum tersebut, maka menurut Pasal 1320 jo Pasal 1338
KUHPerdata, maka perjanjian tersebut adalah sah dan tidak ada pelanggaran
hukum.®
Ruli Iskandar, S.H. :

Menurut hemat saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap Akta
Notaris yang didalamnya memuat 3 (tiga) buah perbuatan hukum. Tidak ada
peraturan yang melarang orang membuat akta yang memuat lebih dari satu perbuatan
hukum dan orang boleh membuat pernyataan atau perjanjian apapun sepanjang

disetujui oleh yang membuat akta (Pasal 1338 KUH Perdata) dan mengenai

% Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012
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keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1320 KUH Perdata.*
Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :

Secara umum Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata

dimana penghadap telah menyampaikan kehendaknya dituangkan dalam suatu

perjanjian dalam bentuk Notariil. Dari ketentuan UUJN, Notaris tersebut telah

memenuhi kewajibannya untuk menyatakan kehendak penghadap sesuai dengan
ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 UUJN.*

2. Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta \Warisan

Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris
Anand Umar Adnan, S.H., M.H., adalah didasarkan pada keinginan Hi. Mubin
Raja Dewa selaku Penghadap (selanjutnya merupakan Penggugat), yang juga
dihadiri 4 (empat) orang anaknya dan menjadi Para Pihak Penghadap dalam
akta tersebut, adalah untuk maksud : membagi harta Hi. Mubin Raja Dewa
dan almarhumah istri Hj.Aisa , yang menurut keterangannya dalam dalil
gugatannya yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 24
Agustus 2009,adalah sebatas penunjukan dan porsi masing-masing anak-
anaknya (penerima). Apakah keinginan atau maksud seperti ini lazim dan

dapat dituangkan dalam pembuatan suatu akta Notaris ?

Nurman Rizal, S.H. :

Lazim. Perbuatan hukum tersebut di atas dapat dilakukan dan dituangkan

dalam akta, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Secara

2012

% Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012

%7 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. Tanggal 10 Januari
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substansial, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, waris dan ketentuan
lainnya yang berkaitan dengan Pasal 1666 KUHPerdata.*
Ruli Iskandar, S.H. :

Menurut hemat saya keinginan atau maksud penggugat adalah lazim dan dapat
dituangkan dalam pembuatan akta notaris. Orang bebas membuat perjanjian apapun
sepanjang disetujui oleh yang membuat akta (Pasal 1338 KUH Perdata) dan
mengenai keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1320 KUH Perdata.*

Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :

Keinginan penghadap oleh Notaris telah dituangkan dalam akta Notaril dan
Notaris sebagai Pejabat yang di sumpah akan bertanggung jawab atas isi keinginan
yang disampaikan penghadap dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-
Undang, selama perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH
Perdata dan 1338 KUH Perdata.”’

3. Dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan
Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., salah satu Penghadap yaitu Hi.
Mubin Raja Dewa merasa dirugikan dikarenakan maksud/ keinginannya tidak
terpenuhi padahal akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris kepada para
Penghadap, Penghadap telah setuju dan sepakat,kemudian akta tersebut
ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Jika setelah akta
tersebut sudah dibacakan Notaris dihadapan para Penghadap dan

ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris, lalu salah satu

%8 Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. Tanggal 05 Januari 2012
% Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012

“0 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. Tanggal 10 Januari
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dari Penghadap merasa dirugikan berkaitan dengan isi perjanjian yang

disepakatinya dengan Penghadap lainnya, langkah apakah yang seharusnya

ditempuh oleh salah satu Penghadap yang merasa dirugikan dalam akta
tersebut ?
Nurman Rizal, S.H. :

Dalam praktek, salah satu dari para penghadap kalau mempunyai iktikad tidak
baik biasanya salah satu orang akan mencari celah hukum yang menyatakan bahwa
perbuatan hukum tersebut adalah tidak sah. Jadi, berkaitan dengan pertanyaan
tersebut di atas , sesungguhnya tidak ada seorangpun yang menyatakan tidak sah
kecuali Hakim dalam putusan suatu perkara.Jadi apa yang sudah disepakati dan
ditanda tangani aktanya di hadapan Notaris, tidak dapat dirubah oleh salah satu
penghadap, tanpa ada persetujuan satu dan lain penghadap yang terdapat dalam akta
tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perubahan.**

Ruli Iskandar, S.H. :

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan,
S.H., M.H. telah dibuat oleh pembuat akta dan oleh karenanya isi Akta tersebut itu
harus dianggap benar adanya, karena sudah dibacakan dan oleh Notaris dihadapan
para penghadap, dan ditandatangani oleh para penghadap dan Notaris, kecuali bisa
dibuktikan sebaliknya bahwa itu tidak benar.*

Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :

Apabila Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal
24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan,
S.H., M.H. tersebut telah ditandatangani oleh para pihak penghadap dan Notaris, dan

dimana sebelum dilakukan penandatangan telah dilakukan pembacaan Akta tersebut

*! Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. Tanggal 05 Januari 2012
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oleh Notaris dihadapan para pihak penghadap, serta para pihak telah mengerti dan
sepakat atas apa yang sudah dituangkan dalam akta tersebut, maka apabila ada pihak
yang merasa dirugikan, bisa meminta sang Notaris dengan persetujuan para pihak
dalam akta tersebut untuk membuat Akta Perubahan yang isinya berdasarkan apa
yang diinginkan para pihak tersebut.*
4. Dua (2) orang penerima harta dan harta warisan merupakan anak-anak Hi.
Mubin Raja Dewa, yang termasuk dalam kategori belum cukup umur.
Bagaimana pandangan/ pendapat Bapak/lbu mengenai hal ini, terkait dalam
rangka akan dilakukannya pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian
Harta Dan Harta Warisan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H.,
tersebut ?
Nurman Rizal, S.H. :

Teori hukum terkait masalah anak masih di bawah umur harus diwakili oleh
orang tuanya/ walinya yang secara hukum bertindak untuk dan atas nama anak di
bawah umum dalam akta. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas, seharusnya
Notaris menyarankan untuk tindakan hukum tersebut, diwakili oleh orang tuanya
yang mewakili anaknya karena masih dalam kekuasaan orang tua. Jika ternyata di
dalam pembuatan akta tidak diwakili oleh orang tua/wali berdasarkan Penetapan
Pengadilan maka akta tersebut menjadi tidak sah. **
Ruli Iskandar, S.H :

Menurut hemat saya tidak ada peraturan yang melarang anak-anak dibawah
umur untuk menerima peralihan harta dan dalam pembuatan akta peralihannya anak

dibawah umur dapat diwakilkan oleh orangtuanya atau walinya.*®

“3 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. pada tanggal 10
Januari 2012
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Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :

Ketentuan Pasal 39 UUJN secara tegas ditentukan usia penghadap Notaris
adalah 18 tahun, sehingga dalam hal ini, apabila anak-anak dibawah umur tersebut
menjadi pihak yang akan menerima peralihan harta maka di dalam aktanya tindakan
nya diwakili orangtuanya atau walinya.*®

5. Setelah pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta

Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan

Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. tersebut telah dilakukan, dan

kemudian apabila di suatu waktu para pihak penghadap yang ditunjuk sebagai

penerima harta dalam akta tersebut ingin dilakukan proses balik nama
terhadap objek-objek yang ada dalam akta tersebut, apakah kehadiran Hi.

Mubin Raja Dewa sebagai pemberi harta dan kuasa kehadirannya diperlukan

lagi dalam rangka pembuatan Akta Hibah yang akan dibuat oleh Notaris

Anand Umar Adnan, S.H., M.H dalam kedudukannya sebagai PPAT ?
Nurman Rizal, S.H. :

Dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal
24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan,
S.H., M.H., sudah terdapat kuasa menghibahkan dan kuasa-kuasa lainnya, jadi secara
hukum pada waktu melaksanakan pembuatan Akta Hibah tersebut si Pemberi tidak
perlu hadir, cukup diwakili oleh Penerima Kuasa yang tertera dalam Akta Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta warisan tersebut. Berkaitan dengan
pertanyaan tersebut, tidak ada pelanggaran oleh Notaris dalam rangka pembuatan
Akta Hibah dalam kedudukannya sebagai PPAT karena di dalam Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan sudah ada kuasa hibah.*’

%% Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. pada tanggal 10
Januari 2012
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Ruli Iskandar, S.H :

Menurut hemat saya jika penggugat telah memberikan kuasa untuk membuat
Akta Hibah tersebut didalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan tersebut , maka dalam pembuatan Akta Hibah kehadiran si pemberi kuasa
tidak diperlukan lagi.*®
Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :

Untuk pembuatan Akta Hibah berdasarkan Akta lain yang telah memuat kuasa
berkaitan dengan pelaksanaan hibah tersebut dalam hal ini adalah Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut yang apabila didalamnya
sudah terdapat kuasa menghibahkan, maka pemberi hibah dapat tidak hadir dalam
pembuatan Akta Hibah tersebut, dalam hal ini penerima hibah juga bertindak selaku
kuasa dari pemberi hibah.*

2.3.4 Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009
NO. 85/Pdt. G/2008/PN. PL.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam
perkara Ini, terdapat kesalahan secara prosedural dan substansial dalam pembuatan
Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember
2001 Nomor 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H,
sehingga akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Penulis berpendapat bahwa
kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H yang dimaksud dalam perkara ini
terkait dengan prosedural dan substansial pembuatan Akta Surat Pernyataan

Pembagian Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor:

“8 Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. pada tanggal 09 Januari 2012
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42 adalah tidak tepat. Bahwa, Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. pada dasarnya
sudah melaksanakan pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
dalam membuat Akta Otentik.

Secara prosedural dan hubungan hukum yang dimuat sebagai isi akta telah
sesuai dengan kehendak penghadap. Dan, secara substansial tidak terdapat kesalahan
dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42, yang dipermasalahkan dalam perkara ini.
Akta ini adalah perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H.,
M.H. yang pada dasarnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para
pihak maupun Notaris sendiri sebagai pembuat akta. Akta Surat Pernyataan
Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42
tersebut adalah sah sampai akhirnya pihak (Penggugat) menyatakan akta tersebut
adalah tidak sah dengan melalui gugatan ke Pengadilan Umum.

Untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus
2009 NO. 85/ Pdt.G/ 2008/ PN.PL.yang menyatakan bahwa Akta Surat Pernyataan
Pembagian Harta Dan Harta Warisan atau Akta No.42 Tanggal 24 Desember 2001
cacat hukum, maka Penulis melakukan analisis terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang terkait dengan prosedur dan substansi dari Akta Surat Pernyataan
Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42
tersebut.

a. Secara prosedural pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat
dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. adalah :

Penggugat menghadap Notaris dan menerangkan kehendaknya untuk
dibuatkan akta tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan. Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor
: 42 yang dimaksud telah dibacakan Notaris dihadapan para, penghadap dan saksi-
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saksi, dan telah ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan Notaris.
Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 sudah sesuai prosedur yang ada.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Hi. Mubin Raja Dewa, untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat, datang menghadap kepada Notaris Anand
Umar Adnan,S.H., M.H untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, beserta 4
(empat) orang anaknya yaitu Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja
Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa,Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Turut
Tergugat I, untuk dibuatkan suatu perjanjian yang berbentuk Akta Notaris mengenai
tindakan hukum yang akan dilakukan atas harta Penggugat dan Almarhumah isterinya
Hj. Aisa. Menurut Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., Penggugat beserta anak-
anaknya ingin melakukan pembagian harta dan harta warisan yang akan diberikan
seluruhnya kepada Tergugat II, I1l, IV dan Turut Tergugat I, atas dasar tersebut
dibuatlah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris ~ Anand Umar
Adnan,S.H., M.H., yang isinya berupa pembagian harta Penggugat dan Almarhumah
isterinya mengenai pemberian harta dan kuasa.

Menurut Penulis, dasar penjelasan bagi aspek prosedural dalam pembuatan
Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember
2001 Nomor : 42 sesuai dengan keterangan para penghadap dan pembubuhan tanda
tangan di dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H.
Seorang Notaris berwenang untuk membuat akta partij atas permintaan penghadap,
dimana isi dari akta partij adalah jelas dan tegas sesuai dengan keinginan atau
kepentingan para penghadap. Kewajiban membubuhkan tanda tangan dimaksudkan
untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Keharusan dan

kekuatan penandatanganan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata,
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dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 1, Pasal 16 Ayat 1 (I) UUJN dan
Ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 Ayat 14.

Dalam hal penerbitan salinan kedua Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan
Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah
berdasarkan permintaan para penghadap lainnya yang terdapat dalam akta tersebut
(Tergugat II, 111, IV dan Turut Tergugat 1) tanpa persetujuan Penggugat, menurut
Majelis Hakim adalah telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang dimana
seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak secara seksama dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Menurut Penulis sehubungan dengan diterbitkannya salinan kedua dari Akta
Surat Pernyataan Pembagian Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 oleh Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., pada
tanggal 20 Nopember 2007, adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang ada, Berdasarkan UUJN Pasal 16 ayat 1 (a) Dalam
menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : a. bertindak jujur, saksama, tidak
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta
Akta.dalam hal ini adalah Pasal 16 ayat 1 (c) UUJN dan Pasal 54 UUJN Notaris
hanya dapat memberikan , memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse
Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung
pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan., karena pihak penghadap yang ada didalam akta
tersebut mempunyai hak untuk meminta salinan akta kepada Notaris Anand Umar
Adnan, S.H., M.H. , dimana mereka juga merupakan para penghadap yang tercantum
didalam Minuta Akta tersebut. Dan didasarkan pada kekuatan pembuktian tulisan
sebagai alat bukti dalam perkara ini terletak pada akta aslinya dalam hal ini Minuta
Akta. Notaris berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk mengeluarkan dan
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memberikan salinan akta, Kkutipan akta kepada yang berkepentingan langsung.
Kewajiban menyampaikan atau menyerahkan alat bukti tulisan ada pada pihak dalam
perkara sebagaimana isi Pasal 121 ayat 1 HIR. Jadi Penulis berpendapat bahwa
Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. telah melaksanakan kewajibannya sebagai
Notaris sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 16 ayat 1(a) dan (c) dan Pasal 54
UUJN dan sesuai dengan kode etik jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam
Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (4).

b. Secara substansial, pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat
dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. adalah :

Menurut Hakim, di dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta
Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 terdapat 3 (tiga) buah perbuatan
hukum, yaitu : perbuatan hukum pembagian harta dan harta warisan, yang merupakan
perjanjian pokok berikut perbuatan hukum pemberian harta dan pemberian kuasa
yang merupakan perjanjian accesoir dari akta tersebut . Perbuatan hukum pemberian
harta tidaklah dapat dibuat dalam satu akta dengan perbuatan hukum pembagian
warisan - harus dilakukan dalam pembuatan akta terpisah, dan tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku dalam pembagian waris.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24
Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H.,
M.H. Dberisi 3 (tiga) perbuatan hukum yang saling terkait satu sama lainnya. Pada
prinsipnya suatu akta hanya memuat satu hubungan hukum, namun Undang-Undang
tidak melarang adanya beberapa hubungan hukum dalam satu akta sepanjang
hubungan hukum yang dimaksud saling berhubungan. Adapun dalam hal ini akta
tersebut memuat hubungan hukum : pembagian harta warisan, hibah dan kuasa,
artinya : telah menerangkan mengenai pembagian harta, pembagian harta warisan,

dan kuasa (dalam bentuk Akta Surat Pernyataan Pembagian harta Dan Harta
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Warisan), di hadapan para pihak penghadap dan saksi-saksi sebagai dasar dari
perbuatan hukum para pihak.

Sesuai dengan isi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan
tersebut, Penggugat telah membagikan harta dan harta warisannya sesuai dengan
kehendak para penghadap. Berdasarkan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan
Harta Warisan tersebut, maka selanjutnya penerima harta berhak menghibahkan harta
yang menjadi bagiannya kepada pihak lain. Dan, adanya pemberian kuasa dalam Akta
tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena kuasa itu
diperlukan untuk mewakili Penggugat. Dalam hal Akta ini memuat kuasa atas nama
pemberi harta (Penggugat). Pencantuman kuasa dalam pembagian harta dan harta
warisan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan sah demi hukum.

Pada dasarnya undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk untuk menetapkan isi perjanjian di dalam akta. Satu perbuatan hukum atau
perjanjian sebaiknya dituangkan dalam satu atau sebuah akta. Pada umumnya suatu
perjanjian menimbulkan beberapa perikatan, dimana tidak semua perikatan akan
langsung timbul dan secara nyata disebutkan oleh para pihak. Dalam hal adanya
beberapa perbuatan hukum atau perjanjian yang berasal dari kehendak para pihak
yang dituangkan dalam satu akta, hal ini adalah sangat dimungkinkan didasarkan
pada timbulnya perikatan lain sesudah diterbitkannya akta tersebut dan kehendak para
pihak. Kehendak para pihak yang bebas merupakan salah satu asas perjanjian, yang
selanjutnya menempatkan kehendak para pihak sebagai unsur pembentuk perjanjian.
Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan ini adalah
perjanjian yang harus dan dibuat di hadapan Notaris yang secara formal wajib
memiliki bentuk tertentu. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan
disini sebagai sebuah akta yang di dalamnya meliputi 3 (tiga) perbuatan hukum atau
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perjanjian, yang mana isi-isi didalam akta tersebut merupakan kesepakatan para
pihak dengan segala ketentuan maupun syarat-syarat yang telah disetujui oleh para
pihak tersebut dan dituangkan ke dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan
Notaris didasarkan wewenang yang diberikan jabatan Notaris. Menurut Majelis
Hakim dalam menilai substansi akta, harus dilihat syarat-syarat sahnya suatu
perbuatan hukum/perikatan yang dilakukan oleh para penghadap, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terkait dengan perkara ini maka syarat-
syarat yang dimaksud adalah : sepakat mengikatkan diri dan kecakapan untuk
membuat suatu perikatan. Kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah bahwa
salah satu pihak yang belum cukup umur. Jadi, menurut Majelis Hakim secara
substansial, akta tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta.

Terhadap permasalahan batas umur yang belum cakap dalam mengadakan
perbuatan hukum tersebut, sifatnya adalah dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum.
Bahwa didalam hal ini pendampingan sudah dilakukan oleh penghadap (Penggugat),
karena Penggugat adalah Bapak dari 4 (empat) orang anaknya yang turut serta hadir
dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. Pada waktu Penggugat hadir
dihadapan Notaris tersebut, Penggugat mengatakan kepada Notaris bahwa keempat
anaknya itu sudah dewasa dibuktikan dengan memperlihatkan Kartu Tanda
Penduduknya masing-masing. Kemudian pernyataan ini dibantah oleh Penggugat
sendiri dengan menyatakan bahwa dalam gugatan dua dari empat anaknya itu masih
dibawah umur  Menurut Penulis, putusan Majelis Hakim atas kesalahan Notaris
Anand Umar Adnan, S.H., M.H. berupa tuntutan kerugian atas pembuatan akta yang
dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada beberapa
Notaris, maka dapat disimpulkan pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan
Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara
yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



87

BAB IlI
PENUTUP

Berdasarkan uraian materi pembahasan kasus yang diuraikan sebelumnya,

Penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni :

3.1 Kesimpulan

1. Bahwa pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan,
agar tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, dalam pembuatannya Akta
Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan dapat dibuat dalam bentuk
akta dibawah tangan atau akta Notariil. Setiap akta harus memenuhi syarat-syarat
materil dan formil dari akta. Suatu akta Surat Pembagian Harta dan Harta Warisan
yang dibuat dalam bentuk dibawah tangan haruslah memenuhi syarat-syarat suatu
akta dibawah tangan antara lain : harus di tandatangani, memuat peristiwa yang
menjadi dasar suatu hak dan peristiwa, surat tersebut dibuat untuk digunakan
sebagai alat bukti. Sedangkan apabila akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan
Harta Warisan dibuat dalam bentuk akta Notariil maka akta tersebut harus
memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata,
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dimana suatu akta
Notariil harus memenuhi seluruh syarat-syarat formal untuk dapat dinyatakan
sebagai akta notaril antara lain: dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang
berwenang, dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, pejabat
tersebut berwenang ditempat akta tersebut dibuat.

2. Bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim tersebut mengenai Akta Surat
Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, Tanggal 24 Desember 2001,
Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H.,
Notaris tersebut dinyatakan telah melanggar Prosedural dan Substansial
Pembuatan Akta adalah tidak tepat, karena Notaris tersebut dalam pembuatan Akta
yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan
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perundang-undangan, yaitu Pasal 15, 16 Ayat 1 (a), (c) dan (I), Pasal 54 UUJN,
Ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4 dan ayat 14, dan ketentuan yang ada
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyangkut syarat sahnya suatu
perjanjian yaitu Pasal 1320, 1338, dan 1868.

3.2 Saran

1. Sebaiknya Setiap Notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat
olehnya, adalah merupakan kewajiban notaris untuk membuat akta dengan baik
dan benar, akta yang bermutu dan berdampak positif. Kewajiban-kewajiban
tersebut hanya dapat dicapai apabila seorang notaris dalam menjalankan
jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode
Etik Notaris. Oleh karena itu dalam pembuatan akta Surat Pernyataan Pembagian
Harta Dan Harta Warisan seorang notaris harus memahami syarat-syarat formal
dan materiil dari suatu akta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta juga memperhatikan Kode Etik
Notaris.

2. Sebaiknya dalam memutus perkara hakim lebih cermat dalam menerapkan hukum
dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok perkara, terutama
dalam kasus ini hakim sama sekali tidak memperhatikan ketentuan Undang-
Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kesalahan dalam memutuskan
perkara dalam kasus yang dibahas tesis ini disebabkan karena hakim-hakim kurang
memahami pengetahuan secara komprehensif dan lengkap tentang ilmu

kenotariatan.
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PUTUSAN
e NO. 85/ Pdt. G / 2008 / PN.PL.
DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negel:i Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
. dalam peradilan tingkat pertama, menjatulikan putusan sebagai besikut dalam

perkara antara :

Hi. MUBIN RAJA DEWA, umur 53 tahun, agama Islam, ‘pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di]alar{i; Monginsidi No.113 Kota

Palu’ Suliwesi Tengsh, dalam bl ini divakili olch
“ kuasanya yang sah bemarib'i;at»: . HUTAPEA,-S.H;
dan AMINUDIN KALUMBI SH " »keaua‘gya
Advokat dan Konsultan Hukum j}a}lg »ijerka.htor
. _ padé Kantor Advokat / Konsultan Hukum Amin,
: Hutdpes & ‘Pa'rm«ars,- Be_r‘zila.mﬁ-i di Jalan Patimura

- No.50 A Kota Palu i?goghsi~ Sulawesi. Tengah{' :
- berdasarkan surat kuas:a khuSus' tertanggal 9

Oktober 2008, sebagai : PENGGUGAT ;

"MELAWAN

"&ND UMAR ADNAN S H. MH Notaris & PPAT dl Kota Palu .
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012

beralamat di J. DR. Wahidin No.1 Kot Paly,




T e 1;

FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA, jenis kelamin laki-laki, peketjaan
Anggota TNI Angkatan Darat, alamat J1. Suryanata
Komp. Graha Wiratama Nq,S'S RT.14 Kelurahan
Air Puth Kecamatan Samarinda Uln Kota
‘Samarinda Prop.insi Kalimantan Tirﬁur, sebagai :

TERGUGAT II ;

,'RIDWAN Hi. MUBIN RAJA DEWA, jenis kelamin laki-laki, pekesjaan
v Anggota POLRI, alamat Petgutiian Tinggi Iimu
2 Kepolisian J. Tittayasd Raya No.6 Jakarta Selatan,
sebagai : TERGUGA%‘ 11 ; H

4. FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA, jenis kelamm petempuan, alamat J1.
| | Suryanata Komp. Graha Wiratastia No.58 RT.14
Kelurahan Air Puth Kecamatan Samarinda Ulu
~Kota Sartfarinda Propinsi Kalimantan Timur,
sebagai: TERGUGAT IV;

~ 5. SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA, jenis kelamin laki-lald, alamat JL A,
Yani Komp. Ruko Cendrawasi Trade Centre A/3
Samarinda Propinsi Ka.hmantan innur sebagai :

TURUT TERGUGAT I;

Tinjauan .yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



6. KEPALA EANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, alamat Jalin Rz

e No.110 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah,

sebagai : TURUT TERGUGAT II ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Setelzh mempelajaﬁ B perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang b?:perkara ;
Setelah memperhatikan alat bukt yéﬁg dia]xi]kan di persidangan ;
TENTANG DUDUiKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surdt gugatannya tertanggal 03"
Nopeémber 2008 yang didaftarkan di kepaniteraan Péngadilan Negeri Palu pada
- tanggal 04 Nopember 2008 dibawah register .perkarauNo.S.S /Pdt.G/2008/PN.PL.

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat Akta di hadapan Tergugat |
I dengan Nomoi: | : 42, -yang befjudul SURAT PERNYATAAN
PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN, milik Penggugat dan
Isteri Penggugat, yang kemudian ditigdaklan;lﬁ dengan ‘-- penerbitan Akta
Notnor : 43 tanggal 24 Desember 2001 Tentang PERSETUJUAN DAN

KUASA.

2. Bahwa adapun Harta Benda Penggugat dan Alrnafhumah'-; fI_s.tel:i Penggugat

" yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada 'o";" 1 diatas adalah
Jang ’ g injauan yur1|?j]is..., RickyB‘angun, FH BI, 20‘P2 - ' _

sebagai berkut ;




L

499 M2, Surat Ukt No.6545/1991.

* Suat Ukur No.260/1988.-

Sebidang persil/tanah SHM No.1188, tanggal 18 Nopember 199426

Sebidang persil/ tanah SHM No.1189, tanggal 18 Nopember 1991, Luas

736 M2, Surat Ukur No.6546/1991.

Sebidang persil/tanah SHM No.723, tanggal 25 April 1989, Luas 63 M2,

Sebidang pessil/tanah SHM No.310 , tanggal 03 Agustus 1993, Luas

3.139 M2, Surat dei: No.2837/1993.

Sebidang persil/ tanah SHM No. 509 tanggal 03 September 1983, Luas

65 M2, Surat Ukur No. 10661 /1982..--
Sebidang persil/ tanah: SHM No.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900

M2, Susat Ukur No.29/1998. r

Sebidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas

2.102 M2, Surat Ukur N0.2821 /1997 .—---%

Sebidang pessil/tanah SHM No.2791, tanggal 25 Oktober 1997, Luas

959 M2, Surat Ukur No.2823/1997.
Sebidang persil/tanah SHM Mo0.1010, tanggal 14 Agustus 1984, Luas

316 M2, Sutat Ukur No.2598/1984.

Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal 30 Nopember 1981, Luas

1.779 M2, Suat Ukur No.1939/1981.
Scbidang Persil/ tanah AJB No.26 / VIII/1988, tanggal@l Agustus 1988,
Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988.

{ (Satv) Unit Mobil Metk/Type : TOYOTA/E] 40' HARDTOP ;

| Jenis/ModEin?jﬁB'P?NfP-g%nﬁ?”ﬂéﬂﬁﬁkk&h?@@zﬁﬁm 1981/1981 ;



Warna : Putih ; Tsi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 4
"~ Nothot Mesin : 2 F 553997 ; Bahdn Bakar : Besini ; Nofriot BPKB :

8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama :

Mubin A. Raja Dewa.
n. 1 (Sati) Unit Mobil Mertk/Type : Toyota/KF '4.0’ ; Jenis/Model :
Moben/Pick’Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Watna :
Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomoz
Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomior BPKB : 9235553-];

Nomo Polisi : KT-768-B ; Pemilik terdaftar nama Fazil HM. Raja

Dewa.

Mopen/ST.Wagon ; Tahun Pembuatan/ Perakltan +1997/1997 ; Watna:

Kaser Silver ; Isi Sih'nderl‘: 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54

Polisi : DD 786 RD ; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa.-
3. Bahwa adapun pengaturan/pembagian harta dan harta warisan Penggugat dan

Almarhumah Isteri Penggugat yang r1:‘ertmmg dalam Akta Nomor : 42 tersebut

pada poin 1 diatas adalah sebagai berikut ;

a. Untuk Tergugat II (FAZIL Hi. MUBIN'RAJA DEWA) adalah sebagai

Srvenn 60 =k on i ne Baan e L AT e s s b

[ xS ——

18 Nopember - ’

> Sebidang Persil/tanah SHM nomor : 1_188

1991, Luas 499 M2 Suzat Ukur 00mot : 6545/1991,~--werceemeemecer

- Sebidhog ot o S RE o o 30 g 18 Nopember

1991, Luas 736 M2 Surat Ukur nomor : 6546/1991.—




sebagal berkut :

> 1 (Satu) Unit Kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyot;/ -----
" JesisModel : Mobeni/Pick Up ; Tahun Peiibiiatin, Peakitin
1986/1986 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomot
Rangka : KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 5 K-904691 ; Bahan
Bakat : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553-] ; Notriot Polisi : KT
768 B ; Pemilik terdaftar atas nama Fazil HM. Raja Dewa,—--=-----

» Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).—

> Sebidang persi/tanah SHM nomor : 723 tanggal 25 Apsl 1988,

Luas 63 M2 Surat Ukur nomos : 260/1988, berikut bangunan

diatasnya.
Sebidang persil/tanéh SHM Nomor :: 310 ‘tanggal 3 Agustus
1993, Luas 3.139 M2 Surat Ukur Nomar : 2837 /1993 ——rmrmrmrmrmv

03’ September

s Sebidang pessil/tanak SHM Nomor : 509 tagga

1983, Luas 65 M2 Surat Ukur Nomor 1-0'61.61./1982, berikut

¥

: bangunan diaf.asnya.
. | (Sat) Usit keridataan (Mobil) Merk/Type . Tsuzu/TBR 54
STD - .Jenis/ Model Mopen/ %T.\Wagon . Tahun
Pembuatan/Perakitan 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi
Sﬂmder 2. 499 CC Nomot Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874

Nomor Mesm E 054874 ; Bahan Bakar Solar Nomot Polisi :

DD 786 RD ; Pemilik terdaftar atas nama Mubm A. Raja Dewa -

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 -
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I
|
i

¢. Untuk Tergugat IV (FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA)H

sebagm beﬁkﬂt [ el S e

» Scbidang Persil/ tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14 Agustus

1984, Luas 316 M2 Surat Ukur Nomor @ 2598/1984, berikut

Sebidang persil/ tanah SHM Nomot : 89 tangg?l 30 Nopember

1981, Luas 1.779 M2 Surat Ukur Nomor : 1939/1981 berkut

banguniati diatasiija. -
Sebidang persil/ tanah berdas;;:kan Akta j_ual ‘beli Nomox :
26/VII1/1988 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat . dihadapan

Dis. Ali ‘Hasiafi Porulele, Kepala Wi_layah Kecatnatan Sindie

dalam ]abatannya selaku PPAT.
Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta jual beli Nomor :
27/VIII/1988 tanggal 01 Aglistiis .19-88, - dibdiat dlhadapan
-Drs.Ali Hanafi Ponulelé, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue

dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).—
¥ .

> 1 (Sati) Utiit keridaraan (Mobil) Metk/Type : Suziki JEscudo ;

Lo . oy RN V-2 T FUDDOR SRV PS4 LI T

dibelikan).

» Uasig Tuniai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lifiia ratis juita rupidh).—

d. Untuk Turut Tergugat I (SYARIF Hi MUBIN RAJA-DEWA) adalah

sebagai berikut :

: > Sebidatig persil/tatiah SHM Notmos : 2859 tatiggal 05 Mei 1998,
Tinjauan yundls , Ricky Bangun, FH Ut, 2012 .'

Luas 900 M2 Surat Ukur Nomor: 29/1998.




> Sebid'ang persi]/ taﬁah SHM Nomort 32789 tanggal 25
" 1997 Luas 2.102 M2 Siirat Ukur Nomot : 282171997 ~—----rmmmm
> Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25 Oktober
1997, Luas 959 M2 Surat Ukur Nomot : 2823/1997.-—mwrmrmm-me-
> 1 (Satu) Usit kendacaza (Mobil) Metk/Type : TOYOTA/F] 40
HARDTOP * ; Jenis/Model : JEER/MP ; Tahus
Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ; Warna : Putih ; Isi Silinder :
4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F
553997 ; Bahan Bakar . Besé; : Nomor BPKB : 8310919 S ;
Nomor Polisi : DN 786 AC; Pe@ik terdaftar atas nama : Mubin

A. Raja Dewa.

» Uang Tunai sebesar Rp. SO0.000\OOO,-'{’;.’:;’(Lnn'ia ratus juta rupiah).—
4. Bahwa pada saat Akta Nomor : 42 tersebut diatas akan dibuat, Penggugat teiah
menyampaikan maksud dan keinginan—keingiﬁan ngggugat tethadap apa yang
harus ditetapkan dan/atau dimuat dalarn Aktsa Nomor : 42 tersebut, yaitu
keinginan Penggugat adalah “Untuk membagi Harta -Penggﬁgai dan
Almarhumah Isteri Penggugat, };;ng ‘_mana Pembagian itu masih
sebatas penunjuldan saja sifatnya atau masih sebatas. membagikan
bagian/porsi rnasing-masihg kepada anak - anak ‘Péﬁggugat, belum
diberikan, yang mana pula maksud dan tujuan Penggugat -mémbagi harta
tersebut agar nantinya pada saat Penggugat telah meninggal'dunia, anak-anak
| .~ Penggugat tid‘;lk ribut lagi ataupun berselisih paham tethadap pembagian harta
* warisan yang Penggugat tinggalkan, dan lagi dikarenakan ?a:d;g’saat' dibuatnya

Tinjauan yuridis..., Rick)%Ban un, FH UI 2012

" Akta Nomor : 42 tetsebut Harta Benda yang Penggugat berkan itu




| Pengpugat mer_ngpg:ﬁdak dapat memberikannya, karena jika Akta Norior :'."42
tersebut langsung berlakﬁ tetbuka dan semua harta Penggugat yang sudah
tercantum dalm Akta tefsebut tidak satupun yang tersisa sehingga jika harta
tersebut akan dikuasai oleh para Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I,
maka berdasarkan akal sehat tidak mungkin ada orang menghibahkan seluruh
hartanya pada us.ia produktif (Penggugat pada saat Akta tersebut dibuat berusia
46 tahun), hal itu diketahui oleh Tergugat I, dimana Tergugat I jugalah yang
membuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor
Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta juga karena Penggugat masih
memerlukan Harta Benda Penggugat tersebut untuk dijadikan Jaminan/agunan

di Bank mengingat Penggugat masih memq;lul%;n tambahan Modal Ketja
selaku Pengusaha, maka .untuk Harta Beﬁda ':'ngggugat tersebut belumlah

i
¢

dap.atAPenggugat Dol kA, Saaasamamtin S m b s e S A R AR R R SN S L

. Bahwa terhadap apa yang Penggugat inginkan/kehendaki sebagaimana

dijelaskan pada poin 4 diatas, oleh Tergugat I membuatkan Akra Nomor : 42
Tentang Surat Pernyataan Pembdgian Harta dan Harta Warisan dan

kemudian dibuat lagi Akta Nomor : 43 Tentang Persetujuan dan Kuasa,

(kuasa dari anak-anak Penghadap terhadap,harta gono-gini Penggugat
dengan Almarbumah Isteri Penggugat l;ep.a'da Penggugat untuk
dijaminkan/diagunkan ke Bank), pada saat itu juga 'dan menurut
. peﬁjelasan Tergugat 1 pada saat itu bahwa dengan ke-2 (dua) Akta tersebut
-  (Akta Nomor : 42 daﬁ Akta Nomor : 43) apa yang Penggug;@'tg?‘kchen‘daki telah
terakomodit dmygﬁﬂya{kw;ﬂﬂﬁd&?ﬁ\ﬁ?%%w 8220 ke-2 (dua) Akta
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tersebut, sehingga Penggugat bersedia menandatangani ke-2 (dua) Akta
~disamping itu juga Tergugat I adalah Adik Sepupu dad Penggugat sehingga

Penggugat percayakan'pehuh atas segala apa yang menyangkut dengan urusan

Hukum kepada Tergugat I sebab Penggugat awam Hukum.

‘6. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas,

bersama itupula dikeluarkan 5 (Lima) rangkap salinan dad Akta Nomor : 42
tersebut, dan ke-5 (Lima) nya diserahkan kepada Penggugat, tak satupun

diberikan kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sebagai Anak

B

kandung Penggugat.
. Bahwa setelah diterbitkan Akta ;&omor 42 Tanggal 24 Desember 2001 olch
Tergugat I, maka karena harta tersebut masih tetap dikuasai oleh Penggugat,
dan oleh Tergugat I menerbitkan lagi Akta Nornor : 43 Tanggal 24 Desember
».2001, dan semua salinan Akta Nomor : 42 ‘t&écbut yang dikeluarkan p.ada
hari “itu ‘juga sebanyak 5 (lima) rangkap disérahkan ‘dan dipegang oleh
PenggugaF karena memang 'i)embéﬁan Penggugét dala Akta Nomor : 42
tersebut masih hanya sebatas penunjukan saja sifatnya, sehmgga agar nantinya
tidak terjadi atau disalahgunakannyésdaxi salinan Akta N‘omor : 42 tersebut
maka ke-5 (lima) salinan Akta Nomor : 42 tersebut Penggugatlah yang
memegangnya Sefta semua surat-surat yang bq?hubmgan deﬂgan objek yang
diatar dalam Akta Nomor : 42 tersebut masi;l ada dalampenguasaan atau
masih dipegang oleh Penggugat, kemudian oleh Penggugat frielarang atau tidak .

diperbolehkan lagi Tergugat I menerbitkan salinan Akta Nomor : 42 tersebut

--tanpa sepengetahuan Penggugat.---

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 .
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8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat kehilangan 11 Buah S8 ‘~-"?‘.'"‘I"L‘£
Tanah;-yang mana Sertifikat-Sertifikat tersebut pengaturannya diatur / tertuaﬁg.
pengaturannya dalam Akta Nomor : 42, diantaranya sebagai berikut ; 6 (Enam)
Bu:_ih Sertifikat atas nama Penggugat .(Seﬂiﬁkat Hak Miltk Nomor : 1188, 1189,
723, 509, 2859, dan 1010), dan 3 (tiga) Buah Sertifikat atas nama Almarhumah
Isteri Penggugat pertama Hj.Aisa yakni (Sertiﬁkat Hak Milik Nomor : 310,

' 2789 dan 2791) s;erta 2 (dua) Buah Sertifikat atas nama Isteri Penggugat yang
kedua Ny.Sri Wahyuni yakni (Sertifikat Hak Milik Nomos : 651 dan 962) dan
kemudian Penggugat lewat Staf Penggugat melaporkannya ke Polda Sulteng'

| setelah itu dilaporkan juga ke Kantor Pcr.tanahan Kota Palu (Turut Tergugat
II) dan diterima oleh Sdr. TARSAN Pegawai Kantor Pestanahan Kota Palu,
dan mengatakan bahwa untuk laporan Kehﬂar}Igan terdebih dahulu harus

| dﬂakukan pengambilan sumpah yang dﬂakukan ':‘;,_langsung oleh KEPALA
KANTOR sendiri, yang biayanya kemudian -?f?;)leh “Turut Tergugat 1,
ditetapkan untuk 1 (satu) buah Sertifikat penggant c.lanvpenbgamuman di Koran
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu  Rupiah), schingga junflah  biaya  keseluruhan  untuk
membuat/ menerbitkan Sertifikat Pengganti tersebut sebesa_r;Rp, 750.000 x 11

Sertifikat = Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiak) dan dalam waktu 1 (satu) bulan Seruﬁkat tersebut akan selesal

 demikian yang dJsampzukan oleh Turut Tergugat II kepada Peﬁggugat e

9. Bahwa sefelah 1 (satu) bulan kemudian Pénggugat mengecek 5Sé151ﬁkat tersebut

‘kepada Turut Tergugat II, ternyata sertifikat-sertifikat tersebut malah terbalik
: Tinjauan yuridis... Rlcky Bangun FH UI, 2012 :




iz

nama kenama-nama yang Penggugat tidak pernah mohonkan yaitd

Tergugatﬂ, Tergugat II1, Tergugat IV dan Tutut Tergugat [==sammeezrommeezizzas:

10.Bahwa ditémpatkannya SYARIF HM RA]A DEWA salah satu anak kandung
Penggugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini, kar;ena Tutut Tergugat I
telah mengemba]ikan 5 (lima) buah sertifikat yang dikuasainya diantaranya 3
- (tiga) buah sertifikat sudah dibalik nama darfi nama Periggugét dan isteri'
pertama Penggugat Almarhumah Hj. Aisa kenama Turut Tergugat I, dan 2
(dua) sertifikat masih tetap nama ister kedua dati Penggugat Ny. St Wahyuni,

yang mana pengembahan it ddakukan karena Turut Tergugat 1 telah
menyadati dan mengetabui bahwa prosedural balik nama ke 9 (sembilan) buah
sertifikat tersebut adalah tidak benar dan tidak ssh, sehingga ke-5 (ima) buah

sertifikat yang dikuasai ataupun yang berada dalami‘penguasaan Turut Tergugat

I dikembﬁlﬂmﬂ. C i : - . ”I' - -.""x. NIRRT R

11.Bahwa 6 (enam) buah Iagi ‘Sert‘i‘ﬁkat'- yang dimaksud pada point 9 diatas masih
dalam penguasaan Tergugat 1T, TIL dan TV, dasi keseruanya it sudah dibalik
nama dard nama Penggugaf dan Isteri;pertama AlmaxhumahH) Aisa ke nama
Tergugat IT, III dan IV tanpa sepengetahuan dan persetujuaxinenggugat selak{u‘

pemilik yang sah, ‘dilakukan dlhadapan Turut Lergugat H (Kepala Kantor

Pertanahan Kota Palu) atas permohonan Tcrgugat 1

12.B:;hWa kemudian Penggugat mempertanyakan hal terseﬁut kepada Turut
Térgqgat 11, oleh Turut Teigugat Il mengatakan Bahwa Proses Balik nama ita
-dimohonkan oleh Tergugat I, dimana yang menjadi Dasaf:;fl’{fi’jl'{um dari Balik
nama Sertifikat-SEIRBIAR Y&rég:'ﬁut &M?ﬁ]ﬂ‘ﬂﬂn 'ﬂ'ﬁldﬂa%QF@I‘A Nomor : 42 dan



No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2007, No.359/PS-XI/2007 dan

No.360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan
tidak benar didalamnya, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Tergugat I,

tanpa sepengetahuan P'enggugat, sehingga harus dinyatakan batal demi Hukum

“

ataupun setidak — tidaknya dapat dibatalkan.

13.Bahwa atas perb;latan _' Tergﬁgat I. yang telah memohonkan balik nama
tethadap ke=9 (sémbilan) ‘buah S:erﬁﬁkag tersebut, maka Penggugat telah
melaporkan Tergugat 1 pada ngelis ﬁéngawas Notais Propinsi Sulawesi
Tengah, pada tanggal 18 Desember 2007, dan meminta agar Tergugat I
mengurus kembali dan/atau ‘mengurus balik nama ke=9 (sembilan) buah
Sertifikat yang sudah dibalik nama, ke namaj—- nama yang semula atas
;;errnohonan yang dilakukan Tergugat I, tefapi oleh Majelis Pengawas Notatis

menolak dengan alasan kewenangan tersebut adalah kewenangan Pengadilan

Negeri.—
14, Bahwa Penggugat betkehendak untuk"embatalkan Akta Nomor : 42 Tanggal
24 Desember 2001 y;,mg dibuat oleh/dihadapan Tespugat 1 dikarenakan
disa:ﬁ?ing tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalama_m bertentangan
dengan apa yang dungmkan Penggugat, dan §)ugzt djkarjc:;.i;akan Tergugat 1
membetikan pedjelasan yang berbeda-beda (pada saat dibuat Akta Nomor : 42
 tersebut Tergugafl ‘mengatakan bahwa apa yang 'Penggdgz_l;t. inginkan telah
" A 'i:erakbmodir dalam kedua Akta tersebut; Akta Nomor : 42-dan Akta Nornof :

43 sebagaimana tekiviasedalsigipoifickdRarfdiafis, Wet2p1 ﬁeka:tang Tergugat I

T wrmemme Radvkads Woabhwera barta Penoorioat fﬁfS(’.b:liv'
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dan dapat dlarnbxl hngsung oleh anak-anak Penggugat), uga d1 Raserrd

Tergugat I telalr menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tersebut dimana pada

| tanggal 03 Nopember 2007 Tergugat 1 secara diam-diam telah menerbitkan

pertama Penggugat yang didasarkan dengan alas hak peral

- Nomor: bR e e - M“-.M TSETEIITERET

kembali salinan kedua dad Akta Nomor : 42 tersebut, yang kemudian oleh

Tergugat 1 dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta:Akta Hibah yang saling

menghibahkan diantara Tergugat 11, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut -

Tergugat I, dan oleh Tetgugat I pula berdasatkan kewenangannya sebagai
pejabat umum (Notatis & PPAT) telah mengajukan permohonan balik nama
ke-9 ' (sembilan) buah Seruﬁkat milily” Penggugat dan Isteri pertama

Almarhumah Hj. Alsa ke nama ’lergugat II 111, IV dan Turut Tergugat I

dengan dalih Tesgugat I bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya dan

Akta Nomot : 42 tersebut dinyatakan langsung:,te;:l;guka yang sebelumnya tidak .

pernah dijelaskan kepada Penggugat.: g
Bahwa Tergugat I sangat mengetahui jika Harta (Sertifikat-sertifikat yang

diatur dalafn Akta tersebut) belum dibezkan pada saat Akta Nomor : 42
dibuat, masih sebatas penuhjukkan bagian/ porsi kepada Tergugat 11, I, IV

dan Turut Tergugat I sebagai anak kandung Penggugat, sehmgga Tergugat 1

"menerbitkan atau membuat lagi Akta=Akta Hibah mﬁﬁhj__,sepengetahuan

Penggugat agar seakan-akan pemberian itu sudaliterjadi sek '[

keinginan Tergugat 1 untuk membalik namakan ke-6 (enam) buah Sertifikat
milik Penggugat yang didasarkan dengan alas hak peralihai: pada Akta:akta

| Hj. Aisa isteri

hibah tersebut dan ke-3 (tiga) bush sertifikat milik Almarht il

13 tersebut Akta
Tinjauan yundls Rlcky Bangun FHUI, 2012 .-

ya Terwujudlah
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< PENG

s fona)
tethadap ke=9 (sembilan) buah Sertifikat tersebut terdebih dahulu Tergugat I

16.Bahwa Tergugat I dalam melangsungkan permohonan proses b

mengeluarkan salinan kedua Akta Nomor : 42 tanpa sepengetahuan Penggugat
padahal pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut Penggugat _télah |
rﬁenyampaﬂmn bahwa Tidai; Boleh Tergugat I mengeluatkan lagi salinan Akta
tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, (Safinan Akta Nomor : 42 yang
pertama sebanyai{ 5 (lima)v fangkap yang pada saat Akta Nomor : 42 itu dibuat
ke=5 (lima) salinan pertamanya tersebut ada pada Penggugat dan sampai saat
ini masih ada pada Penggugat). ]?an ber@géarkan‘saﬁnan kedua Akta Nomor :
42 itulah yang dikeluarkan pada tamggal OZ&HE\Topember 2007 dijadikan dasar
untuk menerbitkan Akta = akta Hibah MNomozr : 355/PB=X1/2007, 356/PB=
X1/2007, 357/PB-X1/2007, 358/PB-XI/ 2007, 359/ PS-X1/2007 -dan 360/PS-
X1/2007 tanggal 20 Nopem.ber 2007) yans;r memuat keterangan tidak benar
didalamnya, karena masing-masing pembes mba}f dalam Akta hibah tersebut
sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pemilik maupun dipersiapkan
sebagai pemilik berdasarkan Akta Nomor : 42, kemudian dijiy_ohonkanléh balik

' nama ke=9 (sembﬂanj Sertifikat tersebut dengan ‘dasar. peralthan hak adalah
Akta-akta Hibah dan salinan kedua dasi Akta Nomor : 42 yang dibuat tanpa

sepengetahuan Pen t selaku orang yang palin berké;':‘:cnﬁn - dalam
peng geuga g yang paung =P gan

perbuatan Hukum tersebut. S cxde —

17. Bahwa untuk memperjelas tentang kesalahan yang terdapat'dalam Akta-Akta
- Hibah yang dibuat oleh atau dihadapan Tergugat I (yang mernuat keterangan

o yang tidak benar), maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :+-—m-mmmrmmme-
: Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012"
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.| AKTANOMOR: 42

SHM Nomor : 2859 Tanggal

05 Meci 1998, Luas 900 MZ_I_ .\
aldnjgu

Surat Ukur No.29 /1998
Hi.Mubin Raja Dewa,

SCARIF Hi, MUBIN RAJA DEWA
an yuridis..., Ricky Banc

NO. 359/PS-X1/2007 (Objek yang

UiinjbRHichr SHMR| 2859 2.8
"Hi.Mubin Rz;a Dcwa) e

PIHAK YANG DITUNJUK
NO-|. ..OBJEK (SERTIFIKAT) SEBAGAI PIHAK PENGHIBAH DALAM PENERIMA HIBAH DAl
(PEMILIK / PEMBE n YANG AKAN BERHAK (PEMBERI HIBAH) (PENERIMA HIBAH
MEMPEROLEH / MENERIMA AKTA NOMOR AKTA NOMOR
1. . FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA NO.355/PB-X1/2007 (Objek yang NO.355/PB-X1/2007 °
SHM Nomor : 1188 Tanggal dihibthkan SHM No.1188 an. :
18 Nopember 1991, Luas 499 Mubin Raja Dewa)
M2 Surat Ukur No. 6545/1991
a.n. Mubin Raja Dewa,
- FAZIL RAJA DEWA ILR A7
- RIDWAN .M. RAJA DEWA
- SYARIF H.M. RAJA DEWA
- FARADIBA MUBIN RAJA
DEWA
.
2 SHM Nomor: 1189 Tanggal | FAZIL Hi. MUBIN RAJADEWA . NO.356/PB-X1/2007 (Objek yang NQ.356/PB-X1/2007
18 Nopember 1991, Luas 736 o +|*. dihibahkan SHM No.1189 a.n.
M2 Surat Ukur No. 6546/1991 5 Mubin Raja Dewa . ,
a.n, Mubin Raja Dewa.
- FAZIL RAJA DEWA IL RAJA DY
- RIDWAN H.M. RAJA DEWA
- SYAR.IF H.M. RAJA DEWA
- FARADIBA MUBIN RAJA
DEWA .
3. SHM Natitof: 723 Tanggal RIDWAN Hi. MUBIN RAJA NO.357/PB-X1/2007 (Objek yang NO.357/PB-X1/2007
25 April 1988, Luas 63 M2 DEWA dihibghkan SHM No.723 a.n. Mubin
Surat Ukur No. 260/1988 a.n. Raja Dewa
Mubir. Raja Dewa.
- FAZIL RAJA DEWA RIDWAN H.M. RAJA D)
- RIDWAN H.M, RAJA DEWA
s - SYARIF HM. RAJA DEWA
- FARADIBA MUBIN RA_]A
DEWA
4. SHM Nomor: 509 Tanggal RIDWAN Hi. MUBIN RAJA NO.,358/PB-X1/2007 -( _. NO. 358/PB-X1/2007
03 Scptember 1983, Luas 65 DEWA . dihibghkan SHM No.509 ‘it Mubin
M2 Surat Ukur No. Raja Dewa)
10661/1982 a.n. Mubin Raja : N .
Dewa. - FAZILRAJADEWA " . RIDWAN H.M. RAJA DE
- SYARTF HM. RAJA DEWA
- FARADTBA MUBIN RAJA DEWA
5.

NO. 359/PS-X1/2007
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12.

SHM Nomor: 1010 Tanggal
14 Agustus 1984, Luas 316 M2
Surat Ukur No. 2598/1984
a.n. Mubin Raja Dewa,

SHM Noitor : 310 Tariggal
03 Agustus 1993, Luas 3.139
M2 Surat Ukur No.2837 /1993
a.n, Haji Aisa.-

SHM “Nomor : 2789 Tanggal
25 Oktober 1997, Luas 2.102
M2 Surat Ukur No.2821 /1997
a.n. Hj.Aisa Raja Dewa.

SHM Nomor : 2791 Tanggal
25 Oktober 1997, Luas 959 M2
Surat Ukur No.2823 /1997
a.n. Hij. Aisa Raja Dewa.

SHM Noinor: 89 Tanggal 30
Nopember 1531, Luas 1.779

M2 Surat Ukur No.1939
/1981,
Akta Jual Beli Nomor

26/VIIi/1988 Tanggal 01
Agustus 1988.

Akta Jual Beli Nomor :
27/VII1/1988 Tanggal 01

| Agustus 1988.

Ti

17-

FARADIBA Hi. MUBIN RAJA
DEWA

- FAZIL RAJA DEWA
- RIDWAN H.M. RAJA DEWA
- SYARITF H.M. RAJA DEWA

- FARADTBA MUBIN RAJA
DEWA

NO. 360/PS-X1/2007 (Objck yang
dihibahkan SHM No.1010  a.n.
Mubin Raja Dewa)

- FAZIL RAJA DEWA

- RIDWAN .M. RAJA DEWA

RIDWAN Hi. MUBIN RAJA
DEWA

i

SYARIF Hi MUBIN RAJA DEWA

SYARTF Hi. MUBTN RAJA DEWA

FARADIBA Hi MUBIN RAJA
DEWA i

FARADIBA Hi. MUBIN RAJA
DEWA .

FARADIBA Hi. MUBIN RAJA
DEWA :

Tjauan'yuridis..., Ricky Ba

- SYARIF H.M. RAJA DEWA

- FARADIBA MUBIN RAJA

NO. 360/PS-X1/2007

FARADIBA ELM. RAJA
DEWA

ngun, FH UI, 2012

:
!

|
&
|
|

NE—




18. Bahwa adapun ke-9 (sembilan) buah sertifikat yang sudah dibalik n

mengikat yakni :

u

- &ibalik namakan ke nama SYARIF HAJI MUBIN

 tanah + 900 M2, Sutat Ukus : 29/1998.

18

sepengemhﬁér; Penggugat dengan prosedural yang tidak benar dan tidak sah,

oleh karena itu demi Hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

1. SHM Nomor : 1188/Kamonji a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik

namakan ke nama FAZIL RAJA DEWA, luas tanah & 499 M2, Surat

Ul NOOE : 6545/1991 ~---mmmmmmmms -wormmmmmmsms oo o
SHM Nomoz : 1189 /Kamonji a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik

namakan ke nama FAZIL RAJA DE\X/A, luas tanah £ 736 M2, Surat

Ulut Nomor : 6546/1991 2e----me2 i

SEIM Nomor : 723/Ujuna 2.0, MUBIN RA]A DEWA, telah dibalik

" namakan ke nama RIDWAN HAJI MUBIN RA_]A DEWA, luas tanah

"+ 63 M2, Surat Ukus Nomor : 260/1988.-+—— ‘ ;

SHM Nomoz @ 310/Petobo a.n. HAJI AISA, telah dibalik namakan ke

nama RIDWAN HAJT MUBIN RAJA DEWA, luas tanah & 3.139 M2,

Surat Ukur Nomor : 2837/1993.
SHM Nomoz : 509/ U)una R MUBIN RAJA DE\WA telah dibalik

namakan ke nama RIDWAN HAJI MUBIN RAJA- DEWA luas tanah

+ 65 M2, Surat Ukur Nomor*: 106,61/198%.

SEM Nomor : 2859/ Tatura an. Hi. MUBIN RAJA DEWA, telah

¥AJA DEWA, luas

Tinjauan yuridis.:., Ricky Banghn, FH UI, 20\1‘2
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7 SHM Nomor : 2789/Tatura a.n. Hj. AISA RAJA DEWA, tel

' amakat ke nama SYARIE HAJT MUBIN RAJA DEWA, luas tanah *

2.102, surat ukur nomor : 2821/1997.
8 SEIM Nomor : 2791/Tatura a.n. Hj. AISA RAJA DEWA, telah dibalik

amakan ke nama SYARTE HAJT MUBIN RAJA DEWA, luas tanah £

959 M2, Surat Ukut Nomor : 2823/1997.
9 SEHM Nomor ¢ 1010/Lolu a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik

namakan ke nama FARADIBA HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas

tanah + 316 M2, Surat Ukut Nomog? 2598/1984. !

19.Bahwa perbuatan Tergugat I dan 'fergugat Ii, 111, IV dan Turut Tergugat I
yang meayalah gunakan Akta Nomor : 42 dengan jalan menerbitkan salinan
kedua Akta Nomor : 42 yang dikeluarkan pada t’anggal 03 Nopember 2007
tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian ﬁgﬁerbiﬂzan»AktwAkta Hibah
Nomot 355/PB-X1/2007, 356/PB-X1/2007, ;)57 /PB-X1/2007, 358/PB-
X1/2007, 359/PS-X1/2007, dan 360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopembet 2007
yang memuat keterangan tidak llenar dan melaks»ané;k;xn balik. nama

| sebagaimana yang telah diusaikan diatas adalah Perbuatan melanggas Hak dan
melawan Hukum serta merugikan Penggugat selaku Penguséﬁzi. ------ e

‘26‘.Bahwa atas perbuatan melanggar Hak dan melfwan Hukum, Tergugat I, II,

" III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tesgugat 11 tessebut diatas telah

" membawa kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Matedl’i‘ﬁiaupun kerugian

Immatedl, sehingga patutlah para Tergugat dan Turut Tergug‘z\'tt

- mernpemnggun%_)qwabkannya secara Hukum. S
' : injauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 -
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21.Bahw:% atas perbuatan Tergugat 1, II, III, IV dan Turut Tergugat I
telabr me:'nbalil_g nama ke-9 (sembilan) buah Sertifikat milik Penggugat tersebut,
sehingga Penggugat tidak jadi mendapat kucuran bantuan Kredit dad Bank

- Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 8.500.000.000,- (Delapan milyar lima ratus
juta rupiah) dimana seharusnya 9 (sembilan) buah sertifikat tersebut dijadikan
jaminan pinjaman dan proses untuk melakukan pinjaman telah dilaksanakan

' oleh pihak bank. dimana pihak bank telah melakukan taksasi yang kemudian
tinggal menunggu penyerahan sertifikat aslinya kepada pihak Bank, dan Dana
yang akan dikucurkan oleh bank terseﬁ%ﬁgﬁnanﬁnya digunakan oleh Penggugat
untuk membiayai 3 (tiga) proyek }’%éngadaar; ‘éarang dan Jasa sebagai berikut : -

a. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa 'famba.han Peralatan Kesehatan
RSUD Kec.Samboja Pemda Kutai Kartanegara beketja sama dengan
CV. Mitra Alkes Utama gamarmda sebesar Rp. 8.327.331. OOO -
(Delapan Milyar T1ga Ratus Dua Puluh T\J)uh Juta Tiga Ratus Tlga‘
Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan keuntung;m yang diharapkan sebesar
15 % yakni 15/100 x Rp. 8.327.331.000,- = Rp. 1,.249’;099».650,— (Satu
Milyar Dua Ratus Empat PuluhSembilan Juta sembﬂgﬁ iP.uluh Sembilan

Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

b. Proyek Pengadaan Barang dan jasa Elektromk Studlo mini di
Universitas Mulawamman Samatinda Kahmantan Tux sebesar Rp.

Z.OOQ.OO0.000,— (Dua Milyar Rupiah) dengan keuntungzm yang

diharapkan sebesar 15 %, yakai 15/100 x Rp. 2:00§i000.000,- = Rp. -

300.000.000,- (Tiga Ratas Juta Rupiah),

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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c. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik berupa Televisi Bl 3Hs”
Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebesat Rp. 2.000.000.000,- ('Dua
Milyar Rupiah) dengan keuntungan yang diharapkan sebesat 15 %,

- yakni 15/100 x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta

Rupiah),
22.Bahwa adapun kerugian matedl yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.

2.557.493.740,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus

Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian

7
e

sebagai berikut :
a. Proyek Pengadaan Barang dan jasa tambahan Peralatan Kesehatan
‘RSUD Kec.Samboja Pemda Tenggarong beker)a sama dengan CV..

Mitra Alkes Utama Samarinda sebesar Rp 8.327.331.000,- (Delapan

milyar tiga ratus dua puluh tujuh ]uta Uga ratus tiga puluh satu ribu

."».

rupiah), adapun kerugian yang diderita :
.= Bahwa keuntungaﬁ yang diharapkan dan - proyek te;sebut
sebesar 15 % yakni 15/100 x Rp. 3.327..331.000,- = Rp.
1.249.099.650, (Sats Miyar Dua Rats Empat Pulub
Sembilan juta'Sembilan Puluh Sembilan iixi;bu Enam Ratus

Lima puluh Rupiah),-.

- Bahwa Penggugat harus rnernbayar Denda 5% dari besarnya
nilai kontrak akibat keterlambatan yakm 5/100 x Rp.

- 8.327.331.000; = Rp. 416.366.550,- (Empat Ratus Enam
~ Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ena.m'}‘é‘;;%’ibu Lima Ratus

Tinjauan yuridis.. Rlcky Bangun, FH Ul, 2012
Lima Puluh Ruplah , 2 —ar
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- Biaya transportasi Palu-Jakarta dan Hotel selama p
“pinjaman kredit di Bank Mega Syatah Jakarta sebesar Rp'.:v

50.000.000,- (Iima Puluh Juta Rupiah),-.

- Biaya perjalanan Palu-Samarinda dalam pengurﬁsan pekerjaan

' proyek tersebut selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp.
95.000.000,- tSembilan Puluh Lima Juta Rupiah),-.------m----

Sehingga total kerugian dalam pengurusan proyek tersebut adalah

Rp. 1.810.466.200,- (satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat

Ratus Enam Puluh Enam Ribu Duaﬁ'iatus Rupiah),-.

. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Studio mini di
Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) keruglan yang diderita adalah
sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus ]uta Rup1ah) dnnana keuntungan
yang seharusnya didapatkan adalah sebesax 15 % dari nilai proyek

sehingga 15/100 x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 300.000:000,- (Tiga Ratus

Juta Rupiah), =
: .Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik be—ruf)éﬁf[’elevisi di Dinas
Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.:.0;:(5:000.000,- (Dua
Milyar Rupiah) kerugian yang diderita addlah sebesat Rp 300.000.000,-
(Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana keuntungan -:yémg seharusnya

djdalﬁajckan adalah sebesa_r 15 % dar nilai proyek schm g 15/100 x Rp.

2.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Bigiah) .-

- Bl P R i TAaR T PR g Dok Bukopia

Cabang Samarinda Kalimantan ‘Timur kurang lebili sebesar Rp.
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138.777.540,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratud~S
" Pulih~Fujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dad besaraya
pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) terhitung sejak
Desember 2007 sampai diajukannya Gugatan ini pada tanggal 03
November 2008, selama éebelas bulan dan kerugian ini akan bertambah

terus hingga para Tergugat I, II, IIT dan IV benar-benar melaksanakan

putusan petkara a quo.
e. Biaya pengumsan kembali sertifikat pengganti kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kota Palu (Turut I’ergugat II) sebesar Rp. 8.250.000,-

(Delapan Juta Dua Ratus lea Puluh Rxbu Rupiah).

23.Bahwa adapun kerugian Immatetil yang Penggugat derita selaku Pengusaha

ternama (yang bukan cuma di Kota Palu tetapi ]uga diluar Kota Palu) adalah
tidak ternilai harganya, namun agar tuntutz;.q tetap jelas dan terang
sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum danf’juga dikarenakan Pengpugat
telah sangat malu serta kehilangan kepercayaan dan nama baik dihadap;m
. Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Tnnut dan
dibadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartanegara Propinsi
Kalimantan Timur serta kehﬂéngan nama baik di Unive’;éirzs Mulawarman
Samarinda Propm51 Kalimantan Timur dan d1 Dinas Pénchdikan Propinsi
| - Sulawesi Selatan serta kehﬂ;mgan nama baik dxantam tekan blsms (Pengusaha

._ lainnya), dan juga kehilangan nama baik pada Bank Mega Syatiah Jakarta yang
akan memb»';tntu pemberian Dana kredit, sehingga apabila‘ dmﬂ;u dengan vang

dapatlah 'disepadankan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas Milyar .
Tinjauan yUridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

. Rupiah).--
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24.Bahwa oleh katena gugatan ini merupakan gugatan yang didasai
yang kuat dan nyata, maka putusan perkara ini dapat dijalankan terdebih dahulu
(uit voorbar bij voorrad) walaupun ada upaya verset, banding, kasasi dan

peninjaun kembali (PK).--

" 25 Bahwa untuk mencegzh agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir dan agar
tidak ter]admya pengahhan tethadap objek sengketa dan harta benda milik
Tergugat 1, II, III dan IV kepada otang lain dalam bentuk apapun, serta
didasarkan atas bukii-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agat
diletakkan Sita Jaminan terhadap ob;ek sengketa dan Harta benda rmhk
Tergugat I, II, I dan IV, balk terhadap benda yang Dbergerak
maupun tethadap benda yang tidak bergerak, (termasuk tabungan dalam
bentuk rekening/deposito yang terdapat di Bankl; Lembaga Keuangan lainnya
niaupuﬁ tethadap saham-saham dalam Badan I—Iuk\,Jm lainnya). s=--m-mm==---- -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, demi Keadilan df'?m kepastian Hukum mohqn

kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini,

untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

¥

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan®lergugat I dala.m hal : ~-—---mme-
3.1. Menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tertanggal 24:~fefs.ember 2001.--

3.2, Mermberikan penjelasan dan pengarahan hukum yang salah pada saat

dibuatnya Akta Nomor : 42 tertanggal 24 Desember 2001 sehingga

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda -4 Akta tersebut

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH U, 2012
sekarang ini, . '




3.4,

3.5.

"Deséinber_2001 tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 03

Nopember 2007 adalah pembuatan melawan hukum.
Menerbitkan dan membuat Akta Hibah Nomor : 355/PB-X1/2007,
356/PB-X1/2007, 357/PB-X1/2007, 358/PB-X1/2007, 359/PS-
X1/ 20Q7 dan 360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yang

memuat keterangan tidak benar  didalamnya adalah perbuatan

melawan hukum.
Melakukan permohormn ba.hlm ama terhadap ke-6 (enam) buah
Sertifikat milik Penggugat dengan Nomor . 1188, 1189, 723, 509,

2859, dan 1010, atas nama Penggugat kenama Tergugat I, 1T, IV

dan turut Tergugat I melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu -

(Turut Tergugat II) ada.lah perbuatan melawan hukum,~=--mmmmr-mmm-

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terg;gat I1, I, dan IV serta

Turut Tergugat I dan Turut Tergugﬁt II adalah perbuatan melawan hukum.-——

" oleh/dihadapan Tergugat I selaku Notars & PPAT berupa

499 M2, Surat Ukur No.6545/1991.

736 M2, Surat Ukur No.6546/1991.

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa harta benda Penggugat yang termuat

dalam Akta Nomor : 42 tertanggal 24 Desember 2001 yang dibuat

a. Sebidang persil/tanah SHM No.1188, ta%ggal 18 Nopémber 1991, Luas

b. Sebidang persl/tanah SHM No.1189, tanggal 18 Nopember 1991, Luas

c. Sebidang persil/tanah SHM No.723, tanggal 25 Apnli 89, Luas 63 M2,

- Sutat Ukur Tinjau 334 igigg. Ricky Bangun, FH U, 2012 . -

e



. Sebidang persil/tanah SHM No.509, tanggal 03 September 1983, Luas

65 M2, Surat Ukur No.10661/1982.

. Sebidang persil/tanah SHM No.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900

M2, Surat Ukur No.29 /1998.

. Schidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas

2.102 M2, Sutat Ukur No.2821/1997.
 Sebidang persil/tanah SHM No.2391, tanggal 25 Oktober 1997, Luas

959 M2, Surat Ukur No.2823/1997.

. Sebidang persil/tanah SHM No.1010, tanggal 14 Agustus 1984, Luas

. 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984.

Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal, 30 Nopember 1981, Luas

Pl

‘gr

1.779 M2, Surat Ukur No.1939/1981.

. Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1988, tanggal 01 Agustus

1988.

Sebidang pessil/taoah AJB No.27/VIII/1988, tanggal 01 Agustus

1988. .
.1 (Satw) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ;

Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Pet@l%i}tan 1981/1981 ;

Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka FJ 40343832 ; -

Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bens-i_n-é’;‘: Nonor BPKB :

8310919 S ; Nomos Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftat atas nama : -

Co injauan yuridis..., Ri ' ,
Mubin A. -ll-{al)auﬁewa’r.l |§ . Ricky Bangun, FH UL, 2012':'::
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n. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type :
~-Moben/ P1ck Up; T;txhuﬁ Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna :
Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC : Némor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor

Mesin : 5 K'-904691 ; Bahan Bakar : Bensin Nomor BPKB : 9235553-];

Nomor Polisi : KT-768-B ; Pemilik terdaftar nama Fazil HM. Raja

Dewa.
o. 1 (Satu) Unit Mobil Mesk/Type : Isuzu/TBR 54-STD ; Jenis/Model -
Mopen/ST.Wagon ; Tahun Pembuatan/Perakitan : ‘1997 /1997 ; Warna:
Kaser Silver ; Isi Silinderq: 2.499 QQC ; Nomor Rangké : MHCTBR 54
BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Sola ; Nomor

Polisi: DD 786 RD ; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa.-

¥

Adalah sah milik Penggugat.

. Menyatakan menurut Hukum Akta Nomor : 42'Tanggal 24 Desember 2001
yang dibuat dihadapan Tergugat.l_ adalah Cacat %—Iukum dan oleh karenanya
batal demi Hukum atau setidak-tidaknya dibatalkan serta tidak berharga.--------
. Menyatakan menurut Hukum Akté—Akm Hibah Nomot : Nomor : 355 /PB-
X1/2007, 356/PB-X1/2007, 357/P§-XI/ 2007, 358/PB-X1/2007, 359/PS-
| X1/2007 dan 360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007 adalah cacat
hukum dan Akta — Akta Hlbah tersebut yang miemuat ‘i{efefangan yahg tidak

benar didalamnya, sehingga hatus dinyatakan batal demi Hukuin atau setidak-

tdaknya dibatalkan serta tidak berharga.

8. Men}}atakan menurat Hukum semua Sertifikat Hak Miliks ‘ nggugat yang

~ sudah terbalik nama kenama Tergugat II, III, IV dan Turit TFergugat I, yaitu’
Tinjauan yuridis..., Ricky Banguh, FH UI, 2012_

. Sertifikat Nomor : 1188 terbalik nama berdasarkan AktdHibah Nomor :
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355/PB-.‘{I/ 2007; Sertifikat Nomor : 1189 terbalik nama.i berdasa
.HiBal;hNdrhoi:‘-:\...316/PB-XI/ 2007; Sertifikat Nomor : 723 terbalik nama
berdasarkan Akta Hibah Nomor . 357/PB-X1/2007; Sertifikat Nomor : 509
tetbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor : 358/PB-X1/ 2007; "Sertifikat
Nomor : 2859 terbals nama berdasarkan Aka Hibah Nomor

'359/PS-X1/2007; dan Sertifikat Nomor : 1010 terbalik nama berdasarkan Akta
Hibah Nomér : 360/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang dikuasai
Tergugat B " IV dan Turut Tetgugat I udak mempunyai kekuatan

mengikat secara Hukum, sehmgga harug; chnyatakan batal demi hukum atau

setidak-tidaknya dibatalkan serta udak berharga

9. Menghukum Turut Tergugdt I dan II untuk tunduk dah patuh pada putusan

- perkara ini. : {
10. Medghukum Tergugat I, 1t JII, dan IV untuk membayar kerugian yang
didetita Penggugat baik secara Matesl maupé’m Immatenl sebesar Rp.
14.557.493.740,- (Empat belas milyar lima ratus hma»pu'luh tujuh juta empat
ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rup1ah), sekaligus dan
seketika secara tanghung renteng dengn tincian kerugian scbagai berikut ;-
10.1. Kerugian Materil Rp. 2.557.493.740,- (Dua Milyar Litha Ratus Lima
Puluh Tujuh Juta Einpat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh
Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan x;mian sebagai berikut :---------
a. Proyek Pengadaan. Barang dan Jasa tarﬁbahan Peralatan

Kesehatan RSUD Kec.Samboja Pemda Kutal Kartanegara

beketja sama dengan CV. Mitra Alkes Wgiima Samarinda
THErRYrdio Rl RO DR APt

tiga ratus dua
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puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

-~ kerugian yang diderita :
- Bahwa keunt\ingan yang diharapkan dari proyek tersebut
sebesar 15 % yakni 15/100 x Rp. 8.327.331.000,- = Rp.

1.249.099.650(Sata Milyar Dua Ratus Sembilan Juta

Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Lima Puluh |

Rupiah),-.
- Bahwa Penggugat harus membayar 5% dari besaxnya‘
nilai kontrak aklbat keterlambatan yakni 5/100 x Rp.
8.327.331.000,~ = Rp. 416,366, 550, (Empat Ratus Enam

Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima

Ratus Lima Puluh Ruplah)

- Biaya transportasi Palu-]akarta dan Hotel selama
pengurusan pm,aman kredlt di Bank Mega Syariah
Jakarta sebesar Rp. 50.000.000;- (Lnna Puluh Juta

Rupiah)

- - Biaya perjalanan Palu-Samai:mda dalam pengurusan
peker]am proyek tersebut- selarna 9 (sembilan) bulan

sebesar Rp. 95.000.0004 (Sernbilatr Puluh Lima Juta

'Rupiah).--
Sehingga total kerugian dalam pengurasaq; proyek tersebut .
adalah  Rp. 1.8'10.‘466.200:,- (Satu Milyig: Delapan Ratus
S’epuluh Juta Empat Ratus Enam‘ P.Ill"iﬁ- . am Ribu Dua

Tlnjauan yuridis... , Ricky Ban un, FH UI, 2
TRotne Rupiahy oy S209un TR 2L 2002
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. b. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Studioi#t
" Universitas Mulawarman  Samarinda  Kalimantan Timus
sebesas Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar supiab) kerugian yang

. diderita adalah sebesar Kp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta

Rupiah) dimana keuntungan yang seharusnya didapatkan -

adalah sebesar 15 %; dari nilai proyek sehingga 15/100 x Rp.

2.000.000.000,- = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta

Rupiah),- -
. Proyek Pengadaan, Barang1>dan Jasa Elektronik berupa Televisi
di Dmas Pendldikan Propms1 Sulawesi Selatan sebesar Rp.
2.000.000.000,- (Dua milyar rup1ah) kerugian yang diderita
adalah sebesax Rp. 300. 000 000, ;dimana keuntungan yang
scharusnya didapatkan adalah sebesar 15 % dard nilai proyek

sehingga 15/100 x Rp. 2.000.000.000,-» = Rp. 300.000.000,-

(Tiga Ratus Juta Rupiah),--
. Bahwa Penggugat mengeluackan dana m'e;rﬁb#;mr bunga Bank

Bukopin Cabang Samasiada Kalimantan Timus kurang lebib

sebesar Rp. 138.777.540,- (Seratus Tiga Pyluh Delapan Juta

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tuj‘}:-lh Ribu Lima Ratus Empat
Puluh Rupiah) dagi besarnya pinjaman Rp 1.000.000.000,-
(Satu Mllyar Rupiah) terhitung sejak bulagzDesember 2007

sampal diajukannya Gugatan ini pada tatiggal 03 November

2008, selama sebelas bulan dan keruglan akan bertambah
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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terus hingga para Tergugat I, I, I

“ ~melaksanakan putusan perkara a quo.
e. Biaya pengurusan kembali sertifikat penggantl kepada Kantor
. Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat 10 sebesar Rp.

8250000, (Delapan Juta Dua Ratos Lima Puluh Ribu

Rupiah).

10.2. Kerugian Immateril  sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas

Milyar Rupiah) dikarenakan bahwa Penggugat selaku Pengusaha
ternama (yang bukan cuma d1 K@ta Palu tetap1 juga diluar Kota Palu)
kehilangan nama baik yang adalah udak ternilai harganya, namun'

4 agar tuntutan tetap ]elas dan terang sebagaimana yang dibaruskan

I

oleh Hukum dan juga djkarena.kan Penggugat telah sangat malu
serta kehilangan kepercayaan dan nama balk thadapan Pemermtah
Daerah Kutai Kart:megaxa Propmsx Kalimanmn Timur dan

dlhadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartancgara

Propinsi Kahni:lntaq Tlmur sefta kehllaﬁgan nama batk di

Univetsitas Mulawarman Saxnannda~Ptopm31 Kalimantan Timur dan
ch Dmas Pendidikan Propm51 Sulawesi Selatan serta kehﬂangan nama
baJk diantara rekan bisnis (Pengusaha/ la.mnya) dan juga kehilangan

nama baik pada Bank Mega Syariah ]akarta yang akan membantu

pembenan Dana Kredit.

Kerugian ini akan bcrtarnbz.h terus hmgga para Tergugat I II III dan IV

benax benar membayat kerugian Penggugat tetsebut

Tlnjauan yuridis..., Ricky Bangun FHUI, 2012 |
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11.Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat
menetbitkan kembali semua sertifikat milik Penggugat yang telah terbalik nama

tersebut tanpa syarat dan tanpa beban serta biaya apapun juga keatas nama

Penggugat.
'i'_:l'Z.Menghukum Tergugat 1, II, TI dan IV membayar uang paksa sejumlah Rp.

25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehari setiap lalai dalam

menjalankan atau mematuhi putusan dalam perkara ini.
13.Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit
voorbar bij voorrad) meskipun ada verset,g_,.g;nding maupun kasasi.---------------

i,

ATAU :

: perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yanghiseadil-adilnya (ex aquo et

o

bono).

Menimbang, bahwa pada had persidangan yang telah ditetapkan, kedua

belah pihak datang menghadap di persidangan, yaitu :

S.H. dan AMINUDIN KALUMBI, S.H. scbagaimana tesebut diatas ;

- Untuk Tergugat 1 dan Tergugat II, 1, IV dl%vaklh olehkuasanya yang sah
yaita : 1) SALMIN HEDAR, SH, 2) SYAFRUDDIN, SH. 3)
MUHADJIR RAPELE, SH, 4) MUHTAR, SH. :dan 5) ARIF

SULAEMAN, S.H. kesemunya advocat / konsultan k dari Kantor

~ Advocat/Kogsultan Flukum “SALMIN HEDAR; SH. &/ASSOCIATES”

_ injauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
* yang berkantor di J1. Yos Sudarso Talise Plaza Blok A No4 Palu, masing-

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Neged Palu yang memeriksa dan memutus

- Untuk Penggugat diwakili oleh ku';sanya yang sah yaitu: U. HUTAPEA,.

JEESTER IR
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masing berdasarkan surat kuasa khusus yaitu : Untuk Tergugat I de
- surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2009 dan Untuk Tergugat I, IIL,

IV dengan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2009 ;

- Untuk Turut Tergugat I pada. awal persidangan datang menghadap sendir, |
" namun pada pessidangan sglanjumya diwakili oleh kuasanya yang sah yaitu :
NURHANA, SH. advocat/konsultan hukum yang betkantor di Jl. Sungai
Wera No.160 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret

2009 ;

- Untuk "Turut Tergugat IT diwakdli oleh SUHARMAJL, SH. pegawai Kantor

Pertanahan Kota Palu ;

’7

Menimbang, bahwa pada awal per51dangan Ma]ehs telah memberi

kesempatan kepada kedua belah pl.hak untuk- menyelesmkan petkara ini melalul
‘proses mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi#ertanggal 16 Pebruari 2009
ternyata mediasi yang diupayakan oleh Efran Basuning, S.H.M.Hum. selaku hakim

mediator pada Pengadilan Negex:i Palu tidak berhasil ;

1)

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Ma]ehs telah pula
- berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun ternyata juga tidak

berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkafi dengan membacakan surat

igugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatamnya tanpa ada

perubahm/ perba1kan H

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, -

“Turat Tergugat menggjukan jiwakan rsbagpibgkots Ui, 2012
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JAWABAN TERGUGAT I :
A DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap
semua dalil-dalii hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat
gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat

oleh TergugatI;

2. Bahwa benar, pada hari senin, 24 Desember 2001, Tergugat I telah

membuat Akta untuk/atas kep’entmgan/kehendak Penggugat,

Tergugat II, Tergugat 111 dan Tergugat TV serta Turut Tergugat I ;

| 3. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat I g:ebagaimana tersebut pada
poin 2 di atas, adalah Akta Notatis bei:;—Néé’_mor : 42 dan dibed Judul
"SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAZNJ}:?‘HARTA DAN HARTA
WARISAN" tanggal 24 Desembet 2001; . “E'

4. Bahwa secara tegas Akta Nomér: 42 Tentang "Surat Pertiyataan Pembagian
Harta dan Harta warisan" tanggal 24 Desember 2001 tersebut dxafny’a/
konsepnya mengatur hal-ha! sebagai berkut :

1. Bahwa Penggugat dlhadapan Tergugat I telah membenkan

keterangannya bahwa dirinya bertmdak untuk dan atas nama

' diri senditi dan selaku Ahh Waris Istrinya;
2. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan

Keterangannya bahwa istrinya bernama Hj. AISY

. dunia T PleywdivangRi S0t Deamber 1912
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3. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah me gt

keteraggannya, babwa didaya dan Istnya almarhum Hj. AISA

semasa hidupnya menguasai dan berhak atas :

a) Sebidang persil/tanah SHM No.1188, tanggal 18
Nopember 1991, Luas 499 M2, Surat Ukur .
No.6545/1991;

'b) SeBidang persil/tanah SHM N6.1189, tanggal 18
Nopembes 199i, Lﬂ_}%as 736 M2, Surat Ukur

.

¢) Sebidang persﬂ/mnah SHM No.723, tanggal 25 April -
1989, Luas 63 M2 Surat Ukut I\.To.%’GO /1988;

d) Sebidang persil/tanah SHMN03110, tanggal 03 Agustus 1993,
Luas 3.139 M2, Surat Ukur No. 283)?;7/1993'

¢ Sebidang pessil/tanah SHM No: 609 tanggal 03
September 1983 Luas 65 M2, Surat Ukuit No. 10661 / 1982;

f) Sebidang persﬂ/tangh SHM No.2859, ‘tanggal 05 Mei
1998, Luas 900, M2, Surat UkusNo.29/1998;

g) Sebidang persil/ tamh SHM " No. 2789 tanggal 25 Oktober

1997, Luas 2.102 MZ Surat Ukux No.2821 / 1997

B Sebidang pessil/tanah SHM No2791, t s

25 Oktober

Sebidang persil/tanah SHM No. 1010,
1984udpa S MRy H: tr}égr\%xFNHougszt)og/z19g4;

.30 Nopember

14 Agustus

N Calidame hercl/tanah SHM No.89, tan
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1981, Luas 1.779 M2, Surat Ukur No. 1939/1981;

") ‘Sebidang persil/tanah AJB NO.26/VIII/1988, tanggal 01

, Agustus 1988;

) Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1988, tanggal 01
Agustus 1588; ‘ |
m) 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/F] 40
HARDTOP_ Jenis/Model: Jeep/MP; Tahun
Pembuatan/Perakitan 1981/1981; V(’axﬁa : Puth ; Isi

; I,
Silinder: 4.200 CC ; l‘gg"émor Rangka : FJ 40343832 ;

&
F

k.
; Bahan Bakar : Besin ; Nomor

Nomot Mesin : 2 F 553997

BPKEB : 8310919 S Nomor Polisi DN 786 AC; Pemilik
7,:

terdaftar atas nama Mubin. A. gaj'ggél’)ewa;

n) 1 (Satu) Unit Mobil Merk/ TWg:zgféiyota/ KF40 Jenis/ Model :
Moben/BickUp ; Tahun pembua%an/ Perakitan 1986/1986;
Watna : Putin ; Tsi Silinder : 1.486 CC; Nomor Rangka :
KF 40-071191; Nomor Mesin 3 5 K-904691; Bahan Bziicarz
'Bensin; Nomhor Bi’KB?9235553—]; N'o’ihér Polisi: KT-768-13;
Pemilﬂc_terdafm.r nama Fazil HM. Raja Dewa;

o) 1 (Satw) Usit Mobil Mark/Type : Isuz/TBR 54-STD
]enisr/ Model : Mopen/ST.Wagon; Tahin Pembuatan/

Perakitan : 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver; Isi Silinder :

2.499 CC; Nomor Rangka : MHCTBR 5%

Nomor Mesin: E 054874; Bahan B

Tipjguan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 _
Polisi: DD 786 RD; Pemilik terdaftar tas fiama Mubin A.
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Raja Dewa;

4. Bahw%; Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan
keterangannya bahwa dar perkawinannya dengan almarhum Hj.
AJSA telah melzhirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing

bernama :
— FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat 1I);

_ RIDWAN Hi, MUBIN RAJA DEWA (Tergugat IIT);

— FARADIBA Hi. MUBIN/RAJA DEWA (Tergugat IV);

SYARIF I, MUBIN RAJA'DEWA (Turut Tergugat I);
5. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberkan
keterangannya bahwa ditinya secara tegas menyatakan bahwa :

dengan ini membagi dan membenkan sebagai bagian dalam warisan
atas harta Penggugat dan harta pemnggalan Almarhum Hj. AISA

masing-masing kepada anak-anaknya tersebut diatas; yakni :

2. uatuk FAZIL Hi MUBIN RAJA DEWA (Tetgugat II) adalah

¥

sebagai berikut :

o Sebidang Persil/Tanah SHM nomor : 1188 tanggal 18
Nopember 1991, Luas 499 M2 Surat Ukur nomor:
6545/1991

o Sebidang Persil/tanah SHM nomoz 3 1189 tanggal 18

Nopember 1993, Luas 736 M2 Surat Ukur nomor:

o 6546/1991
Tinjauan yuridis... Ilecky Bangun, FH Ul, 2012

o 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobﬂ) Merk/Type
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Toyota/ KF 40, Jenis -/Model: Moben/
) Tahun Pembuat:.m/Petakitan . 1986/1986; Warna :
Putih; Isi Silinder: 1.486 CC; Nomor Rangka : KF 40-
071191; Nomor Mesin: 5 K-904691; Bahan Bakar :
Bensin; 2 nomot BPKB : 9235553-] ; Nomos Polist :
KT 768 B Pemilik terdaftar atas nama. Fazil HM. Raja

Dewa;

Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus

B

juta rup1ah) i

b. Untuk RIDWAN Hi MUBIN RA]A DEWA (Tergugat 111 )

adalah sebagai begkut :

o Sebidang persﬂ/ tanah SH}VI nomor: 723 tanggal 25
April 1988, Luas 63 MZ Surat Ukur nomot: 260/ 1988
beskut bangunan diatasnya‘?'

Sebidang persil/tanah SHM Nomot: 310 tanggal 3
Agustus 1993, Luas 3.139 M2, Surat Ukur Nomor:
2837/1993; |

Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 509 tanggal 03
September 1983, Luas 65 M2 Surat Ukur Nomor :
10661 /1982, besikut bar_lg:man diétasf_iya;

1 (Satu) Unit kendaraan (Mobily Merk/Type :
Isuzu/TBR 54—STD ; Jenis/Model : M@pen/ ST.Wagon

-+ Tahun Pembuatan/Perakitan : 1997/1997, Warna : -

Tinjaugg yuuidisiwcRicket Bakiader F"QM'S)QO@E;%‘meor Rangka :
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MHCTBR 54 BVC 054874 ; Nomot Mesin :
Bahan Bakar: Solar; Nomot Polisi : DD 786 RD
Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa;

o Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus

juta rapiah) ;

c. Untuk FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat IV)

adalah seBagai berikut :

o Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14

Aguétus .31984, Iﬁas : 316 M2, Surat Ukur Nomor
2598/ 19851, berkut ;B;ngunan diatasnya;

Sebidang persil/tanah. SHM Nomort : 89 tanggal 30
Nopember 1981, Luas 1,;79 M2 Surat Ukur Nomor
1939/ 1981, berikut bangunan diatasniya; -
Sebidang persil/ tanéh %exdasarkan Akta jual beli
Nomor ¢ 26/VIII/1988 tanggal 01 Agustus
1988, dibuat dihadapan Drs.Ali Hanafi Ponulele,
Kepala Wilayah Kecamatan Smduedalam jabatannya
selaku i’PAT; -

Sebidang persil/ tanahéberdasarkvaﬁ ‘Akta jual beli
Nomor : 27/VIII/1;)88 tanggal -0t Agustus
1988, dibuat dihadapan Drs.Ali Hanaﬁ Ponulele,
~ Kepala Wilayah Kecamatan Sindue:~-'§§;ilam jabatanhya
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); .

Tinjaganlyuri{gam)Ric@rE@ngkehﬁlﬁltMm@\/Eogﬂ) ,Merk/Typc :
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Suzuki/Escudo ; Tahuh Pembuatan/Peraki

~—. _ (kendaraan/ mobil ini akan dibelikan);

o Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta

rupiah).;

d. Untuk SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA (Turut Tergugat I)

adalah sebagai bertkut :

o Sebidang persil/ tanah SHM Nomor : 2859 tanggal 05

| Mei 1998, Luas 900 M2 Surat Ukutr Nomox : 29/1998.

Sebidang Eersﬂ/ taglguh SHM Nomor : 2789. tanggal 25

!

%.

Oktober 1997 Luas 2102 M2 Sutat Ukur Nomot

2821/1997;

Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25

Oktober 1997, Luas 959 M2 Surat Ukur Nomor :
283/1997; i

1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Mezrk/Type :
TOYOTA/F] 40 HARDTOP ; Jenis/Mode
 JEEP/MP; Tahun Pembuatan/ Petakitan 1981/1981 ;
warna : Puuh, Isi Silinder : 4.200 CC; Norn(‘)r Rangka ;
F] 40343832 ; Nomor N_%esin ; 2 F 553997 ; Bahan
Bakar : Besin Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor
Polisi : DN 786 AC Pemilik terdaftar atas nama :
Mubin A. Raja Dewa; B

Uang'T\mai sebesar Rp. 500.000:000;- (Lima ratus

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 -

juta rupiah);
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. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I,
vk.e_tggngannya bahwa difinya sekarang ini, untuk nanﬁnya
dikemudian har dengan ini memberi kuasa kepada para anak- |
anaknya (anak-anak Penggugat) tersebut, kuasa mana tidak akan-
berakhir oleh sebab a?ﬁpun juga;

. Bahwa pemberian kuasa sebagaimana tersebpt pada Akta No. 42
diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya (Tergugat 11,
Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) tersebut adalah
"guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para

pembesar, Notatis dan/atau Pejabat Pembuat Akt Yang

Berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan
ZA
para Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat

.pcrmohonan/akta-akrz dan/atau dokumen lamnya yang
diperlukan guna pelaksanaan piéndafmran/balik nama
atas persil persil/ tanah dan rnobil—mébil ters;ebu;t di atas ke atas
nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak
Penggugat)"; o
8. Bahwa baik Tergu;gat II maupun Tergugat III, Tergugat IV dan

Turut Tergugat I dihadapan Teggugat I, telah memberikan

keterangaimya masing-masing bahwa ‘din'nya,_ b ‘secara sendiri-
sendii  maupun " secara ' bersama-sama. - ME'NGETAHUL |
MENYETUJUT DAN MENERIMA BAIK PEMBERIX PERSI /TANAH
BERIKUT BANGUNAN, MOBIL DAN UANG SEBAGAT WARBAN

- MEREERRLE RSy FaAR N MHANPOIBARTA. PENINGGALAN
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MEREKA (Penggugat) YANG DIURAIKAN DALAM AKTA INI (Akta no.

AIMARHUM Hj. AISA) YANG DIBERIKAN DAN DIBAGI

42)".

5. Bahwa seteI;Lh draf/konsep akta No. 42 tersebut selesai di buat oleh Tergogat I,
maka draf/konsep akta No. 42 tersebut dibacakan dibadapan Penggugat, Tergugat
II, Tesgugat TT1, Tergugat IV dan Turut Tergugat I setelah itu diserahkan kepada
Peuggugat, Tesgugat I, Tergugat 11, Tergugat IV dan Turut Tergugat 1 untuk‘
dibaca, dipahami dan dimengerti maksud dan isinya;
Bahwa setelah draf/konsep Akta No. 42 tersebut selesai dibacakan dihadapan
Penggugat, Tergugat II, Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, serta
diserahkan kepada Penggugat, Tergugat 11, Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut
evgugatI untuk dibaca, maka kehma—]nnanya (Penggugat, Tergugat I, Tergugat
111, Tergugat IV dan Turut Tergugat D) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur
dalam Akta No. 42 tersebut telah dipabami dan dimengert isinya/telah sesual

dengan keinginan mereka;

. Bahwa setelah kelima-limanya (Penggﬁ'gat, Tergugat 11, Tergugat III, Tergugat
IV dan Turut Tergugat I) menya'takan bahwa hal-hal yang diatur dalam Akta No.
42 tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka, maka barulah kelima-
limanya (Penggugat, Tergugat 11, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut

Tergugat I) membububkan tanda tangan dan cap jempol mereka ke dalam

Akta 42 tersebut dan disaksikan oleh lelaki SONNY HIDAYAT MULLER,
Perempuan HERAWATI dan perempuan ASMAYANTI yang turut pula bertanda

tangan membubullﬂj?:gla)r}gg{gclﬁ'ké RIS A4 D el e BRE2
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8. Bahwa setelah Akta Not 42, Tentang Surat Pernyataan Pembagian
Harta Warisan selesai dibuat, maka praktis secara yusidis, harta-harta yang telah
dibagikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV dan Turut -Tergugat I tersebut telah berpindah/beralih
kepemilikan, dimana yang tadinya kepemilikan harta-hasta tersebut
berada pada Penggugat, maka sejak penanda tanganan akta No. 42 tanggal 24
Desember 2001 telah beralih/berpindah kepada Te.fgugat II, Tergugat

II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I

9. Bahwa Peralihan/perpindaban kepemilikan terhadap hatta-hasta yang termuat
dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara
tegas oleh Penggugat (selaku Pembagi dan Pemberi harta) dan Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Terg\igat I (selaku penerima

Pembagian dan Pemberian harta);

IO.Bahw:; dikatakan Peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-hasta
yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf
serta diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku Pembagi dan Pemberi harta)
dan Tergugat I, Tergugat ITI, Tergugat TV dan Turut Tergugat I (selaku
penerima Pembagian dan Pemberian harta), karena hal ini dapat dibulktikan
bahwa ketka harta-harta yang telah berpindah/beralih kepenxﬂjl;an

tersebut akan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk dijadikan Agunan guna
memperolch fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah maupun bank milik
swasta dimanapun, maka dibuatkanlah AKTA No. 43, Tentang

"PERSETUJUANTDAMNKG4SA" Ritsh BergugatH Udioouga dalam Akta No. |



43 tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :
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1. Ba‘lwa Tergugae—ﬂ Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I,

masing-masing bettindak untuk dan atas nama dir sendis, selanjutnya
disebut sebagai Pemberi Kuasa;

. Bahwa Penggugat disebut sebagai Penerima Kuasa;

. Bahwa Obyek dari Kuasa yang dibuat tersebut adalah bertindak untuk
dan atas nama serta képendngan hukum Pemberi Kuasa selaku Abli

Waris Almaxhum Nyonya Hajjah AISA, guna ménanggungkan hasta
bersama (gono-gini) balk yang: bergerak maupun yéng tetap,
dan/atau melakukan Undakan lainnya yang diperlukan, sehubungzn
dengan pemberizm fasilitas kredit dagi bank-bank pemesintah
maupun bank milik swasta dimanapun;

. Bahwa penyebutan HARTA BERSAMA (GONO-GIN) dalam Akta
43 tersebut adalah disebabkan karena h@lham tersebut (barta-baria
yang telah beralih/berpindah kepemilikannya dari Penggugat kepada

Tergugat II, Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) belum
serr;pat dibalik namakan, yakr':;l dari nama pemilk asal ( Nama
almarhum Hj. AISA dan Nama Penggugat) kenama Penerima
Pemberian harta ( Tergugat 1I, Tergugat I1I, Tergugat IV dan Turut
Tergugat 1) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 42 Tentang
Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan tanggal
24 Désember 2001, hal ini telah sesuai dengan dalil Penggugat bahwa
harta tersebut masih dijaminkan pada Bank Ekspor Iropor Indonesia

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UIN%S
Cabang Palu (Sekarang PT. BANK MA a1 (Persero) Thk
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Cabang Palu ), apalagi Penggugat masih meminja
tersebut antuk jaminan sebagal agunan atas proyek yang akan dan

sedang dikerjakan oleh perusahain Penggugat ;

11 Bahwa Dengan demildan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka
4 yang menyatakan bahwa pembuatan Akta No. 42 adalah hanya
bertujuan untuk membagi harta Penggugat dan harta warisan
almarhumah istd Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas

penunjukkan saja sifatnya atau masih sebatas membagikéh bagian / porsi
masing-rnasing kepada anak-anak Penggugat adalah dalil yéng tidak benar dan
tendensius serta hanya memutat balikkan fakta, karena kalau hanya
penunjukkan tidak mungkin dalam Akta tersebut dibuatkan surat
luasa dan dalam akta tentunya harus disebutkan siapa pelaksana

pembagian warisan (Pelaksana wasiat);

12.Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 pada bagian posita

gugatannya, Tergugat I merasa tidak perlu untuk menanggapinya,
karena dalil tersebut telah tetjawab berdasarkan uraian-uraian sebagaimana

tersebut di atas;

13.Bahwa rr;emang benar, setelah Tergugat 1 membuat Akta No. 42, maka
bersamaan itu pula Tergugat 1 menerbrrkan salinan Akta No. 42 sebanyak 5
(lima) téngkap yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I,
Tergugat 111, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, hal ini menegaskan

bahwa pembaglan ini berlaku saat itu juga, jika merupakan penunjukkan
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
tentunva Tergugat hanya membuatkan 2 rangkap, 1 satu rangka untuk
¥ guga ¥ gkap p



anak-anak Penggugat (Tergugat II, 11, IV dan Turut Tergugat I) tidak

diberikar salinan karena baru penunjukkan ;

14Bahwa demikian pula halnya terhadap Akta No.43, yang juga dibuatkan
saliﬁarmya oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) rangkap yang juga salinan Akta 43
tersebut diserabkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat 111,

Tergugat IV dan Turut Tergugaf I

15.Bahwa terhadap dalil penggugat yang terurai pada poin 8, 9 dan 10 dalam
posita gugatannya, Tergugat merasa petlu untuk tidak menanggapinya,
karena dalil tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan diri Tergugat I

selaku PEJABAT NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

16.Bahwa terhadap dahl Penggugat yang terurai pada poin 11,12, 13, 14, 15, 16,

17, 18 dan 19 serta 20 dimana dalil-dalil tersebut sangat etat kalmnnya

dengan eksistensi Tergugat I selaku PEJABAT NOTARIS dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Tergugat I merasa perlu‘ untuk
menjelaskan hal-hal sebagai berikut: .

1. Tentang Penerbitan Akta No. 42;

Bahwa pada hari dan tanggal setta jam berte’xhpat di kantor Tergugat I,
" Penggugat mendatangi Tergugat 1 untuk meminta dibuatkan Akta Notaus,
Akta ‘mana menurut Penggugat, bahwa dirinya ingin membagi dan
menyerahkaﬁ harta-hartanya kepada anak-anaknya, namun pada saat itu
pula Tergugat I menanyakan kepada Penggugat, apakah hal itu tidak salah,

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
namun dljawab dengan enteng oleh Penggugat, bahwa itu tidak salah, katena
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saya akan mermulai dati nol lagi. -

Bahwa didasari dengan maksud dan keinginan Penggugat itulab, maka
Tergugat 1 membuatkan Akta  No. 42 dengan judul SURAT
PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN,
Jimaga draf dan isinya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
penyerahan harta yang telah dibagi dan diserahkan tersebut adalah nand
bedaku setelah Penggugat Meninggal adalah dalil yaog tidak bepar seria

cenderung merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta, hal ini

disebabkan - = T a— - —

- PBahwa kata-kata yang pertama terlontar dari mulut Penggugat
sebelum Akta No. 42 dibuat adalah kata-kata : "saya akan memnulai dar nol
lagi" dan Pembagian batta dan harta wgrisan dilakukan pada saat ini ]uga,

- Bahwa setelah Akta No. 42 dibuat, Penggugat secara insyaf dan sadat

mau menerima dan menjalankan PERSETUJUAN dan KUASA dar

Tergugat 11, Tergogat I0T, Tergugat IV dan Turut Tergugat I

dengan jalan membuat _dr;n menandatangani Akta No. 43,
Tentang Persetujuan dap Kuasa, padahal kalau memaﬁg Penggugat
merasa yakin bahwa dirinya masih sebagai Pemilik tethadap hart-harta yang
terurai dalam Akta No. 42, maka Penggugat tidak pedu menerima dan
rmenjalankan kuasé sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 43;

~ Bahwahal lain yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya

Penggugat juga telah mengetahul secara benat, insyaf lagi sadar bahwa
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

Pembagian dan Penyerahan Harta dan Harta Warisan sebagaimana tertuang

a
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dalam Akta No. 42 tersebut berlaku pada saat Akta ters
tanda tangani adalah dapat diketahui pada saat Akta No. 42 mau ditanda

tangani, maka Tergugat I menanyakan kepada Penggugat bahwa apakah

Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua
Milyar Rupiah) kepada Tergdgat 11, Tetgugat I1I, Tergugat IV dan
‘Turut Tergugat 1, masing masing sebesar Rp. 500.000.000., karena salab
satu Poin yang te'rdapat dalarn Akta No. 42 tetsebut adalah membagi dan

menyetabkan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta

| Rupiah) masing-masing kepada T_ergﬁga'g 11, Tergugat 111, Tergugat IV -

dan Turut Tergugat | dan temyéia pertanyaan tersebut di telah dijawab
oleh Penggugat dengan jalan Penggugat memp;:ﬂihatkan ke?ada Tergugat
1, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I bukt
tertulis berupa bukti setoran (Slip Penyetoran da;lqi Bank)b uang sebésar
Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyat Rupiah) yang ditransfer/distor ke Rek.
Masingmasing anaknya (Tergugat 1I, Tergugat 111, Tergugat IV dan Tusut

Tergugat J) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

Bahwa selain itu Penggugat telah meny#rabkan kepada Tergugat 11, 1 (Satu)

Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyota/KF 40, Jenis /Model :
Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitagl : 1986/1986; Warna :
Putih; Isi Silinder: 1.486 CC; Nomor Rangka : KF 40-071191; Nomor
Mesin: 5 K-904691; Bahan Bakar : Bensin; 2 nomor BPKB : 9235553—]';
Nomot Polisi : KT 768 B ; Pemilik terdaftar atas nama Fazil HM. Raja
Dewa, Kepada Tergugat I, 1 (Satﬁ) ‘Unit kendaraan (Mobil)
Metk/Type " tanl/fiSr: RiosuBgpeyn. FH UL IWais/Model

S TR A
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Mopen/ST.Wagon Tahun
1997/1997; .._Warr}a . Kaser Silver; Isi Silinder 2.499 CC; Nomox
Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874 Nomos Mesin : E 054874;
Bahan Bakar‘— Solar; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik terdaftar

atas nama Mubin A. Raja Dewa, yang kesemuanya merupakan wujud
pelaksanaan dati Akta No. 42 tentang SURAT PERNYATAAN
PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA \Y/ARISAN-taﬁggal 24 Desember

2001,

Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini muncul petnyataan dari Penggugat
bahwa Penerbitan Akta 42 tessebut masih sebatas penunjukkan
bagian/porsi kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka
pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang cenderung
ingin bdinilai sebagai orang yang sadah pikun, padahal untuk saat ini dan
disaat Akta No. 42 di buat, diti Penggugat masih tejtap bugar, segar dan sehat

walafiat, baik jasmani maupun rohaninya;

Dan juga, bahwa bagaimana mungkih jika pemberlakuan Akta No. 42
tersebut nanti setelah &'rinya @enggugat) meninggal dunia, sedangkan
sebelumnya pada saat pertama kali kekantor Tergugat I untuk
pembuatan akta, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa saya akan
memulai dad nol, dan ketika Tergugat I menanyakan kepada Penggugat
apakah pembagian ini berlaku sekarang atau setelah Penggugat

meninggal dunia, Penggugat menjawab saya serahkan semua harta saya
sekarang ini untuk LR PG4 El?él%d‘a Rk ah istri Penggugat
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pada saat terbaring sakit.
2. Tentang Pencibitan Salinan kedua dari Alta No. 42;

Bakwa berdasatkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor: 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Notaris hanya
dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse
Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang. yang berkepntingan
langsung pada akta, abli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2607, bertempat di kantor Tergugat I, telah
datang Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat 1 untuk meminta diterbitkan
salinan ke 2 Akta No. 42 dengan alasan bahwa salinan Akta No. 42 telah
hilang di rumah monginsidi yang sebelu@ya Penggugat sendiri pernah pada
taniggal 6 Juni 2007 menelpon ke kekantor Tergugaf I dan menginformasikan
bahwa Salinan pertama dari Akta No. 42 tersebut telah hilang dan meminta
diterbitkan‘salinan kedua dari Akta No. 42 tersebut dan pada tanggal 6
Juni 2007 Tergugat I telah membu:tkan salinan ke 2 (dua) dari akta

tersebut, akan tetapi Penggugat tidak datang mengambil salinan

tetsebut ;

Bahwa atas dasar bunyi pasal dan peristiwa sebagaimana tersebut diatas, maka
Tergugat I mengeluarkan salinan ke 2 dari Akta No.42 tersebut, sehingga
secata yuridis, Penerbitan Akta No. 42 untuk yang ke 2 kalinya adalah bukan

merupakan perbuatiaumelawiars. hwicuy:Batean septw|, godakan pelanggaran

sebagaimanz vang di tuiukan oleh Penooucat kepada Tercuoat 1. akan tetani
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Undang-Undang terhadap Jabatan Notatis;

Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan
bahwa Penggugat Pemah menyampaikan kepada Tergugat 1 untuk tidak
menerbitkan Salinan Ke 2 Akta No. 42 jika tanpa sepengetahuan dari
Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan bahkan cenderung

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang beraku.

3. Tentang Penerbitan Akta Hibah.

Bahwa Akta Hibah sebanyak 6 Buah yang.terditi dari Nomor : 335 / PB-
X1/2007, Nomor : 356/ PB-XI/2007, Nomor : 357/ PB-XI1/2007,
Nomor: 358/ PB-X1/2007, Nomor : 359/ PS-X1/2007 dan Nomgr
360/ PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007

adalah benar dibuat oleh Tergugatl pada tanggél 20 Nopember 2007; .

Bahwa pembuatan Akta-Akta Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat 1

adalah bukan karena inisiatif Tergugaj I akan tetapi ﬁenefbitan Akta-Aktz
Hibah tersebut diminta/dikehendaki langsung oleh Tefgugat I1, 111, IV dan
Turut Tergugat I, dimana unsur dan obyek dari Akta-Akta Hibah tersebut

adalah terdird dari :

- Unsur Pemberi Hibah, Yakni Tuan Hi. MUBIN RAJA DEWA
(Penggugat) yang diwakilf_ oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I

berdasarkan Kuasa yang termuat dalam Akta No. 42;
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
' - Unsur Penerima Hibah, yakni Tergugat II, IIT, IV dan Turut Tergugat I;



~ bergerak yang bertalian dengan Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001

yang masing-masing telah diserabkan dan tertuang dalam Akta Hibah
masing-ma:sing Nomos : 335/PB-X1/2007, Nomor : 356/PB-X1/2007,
Nomor 357/PB-XI1/2007, Nomozx, : 358/PB-X1/2007, Nomoi:
359/PS-X1/2007 dan Nomor: 360/PS-XI1/2007, kesemuanya

tertanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa dengan demikiaﬁ, tethadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

penerbitan . Akta-akta tersebut pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah

memuat keterangan yang tidak benar adalah sungguh merupakan

dalil yang sangat menyesatkan serta cenderung subyektif.

Bahwa dikatakan dalil tersebut (tnemuat keterangan yang tidak benaf) adaiah
dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung subyektif disebabkan karena :

- Bukankah Penerbitan/pembuatan Akta No. 42 adalah atas dasar ‘
inisiatif Penggugat sendiri yang dilakukan secara insyaf dan sadar
dan juga dikehendaki dan disettfjui oleh Tergugat II, IIL, IV dan
Turat Tergugat I

Bahwa bukankah dalam Akta No. 42, selain secara tegas menyatakan
membagi dan memberikan harta dan harta warisan, juga dinyatakan. secara
tegas mengenai kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada

Tergugat IT, 111, IV dan Turut Tergugat v,

Bahwa bukankah Kuasa yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut

: Tinj idis..., Ricky B FH 201 ]
keberlakuannya slcr:];glliar&lyutgnlcsla tz.gggmg}r;g “Rkta %O. 4% dan tidak akan



pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Yang Berwenang,

Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan- para Pejabat
lainnya yang berwenang, menandatangani  surat
permohonaq/ akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperukan
guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil-persil/tanah dan
mobil-mobil tersebut di atas ke atas nama masing-masing anak-anak
penghadap (anak-anak Penggﬁgat)";

Bahwa dengan demikian bahwa penerbitan/pembuatan Akta-akta hibah
yang terdiri dari Nomor : 335 / PB-X1/2007, Nomor : 356/ PB-
X1/2007, Nomor : 357/ B-XI/2007, Nomor : 358/ PB-XI/2007,
Nomor : 359/ PS-XI/2007 dan Nomor 360/ PS-XI/2007,
kesemuanya tertanggal 20 Nopember 200'} (sekalipun secara pisik
Penggugat tidak berada di hadapan Tergugat I karena telah leﬁ.kﬂl/ telah
diberikan kuasa kepada anak-anaknya berdasatkan kuasa yang tertuang
dalam Akta No. 42, sehingga sect':m yuridis Penggugat dianggap hadix)

adalah sah menurut hukum,;

4. Tentang Permohonan Balik Nama Sertifikat ke BPN (Turut

Tergugat II);

Bahwa sesungguh_njya agermo.hona_n balik nama Sertifikat ke BPN (Turut
) Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

Tergugat II) adalah dilakukan oleh Tergugat 11, 111, IV dan Tu:cut Tergugat I,
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dalam Surat Gugatannya.

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitan proses balik nama
setifikat tersebut adalah hanya sebatas menjalankan Tugas dalam
kapasitas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni hanya menyampaikan
Akta yang dibuat dan dokumen-dokumen yz;ng berkaitan dengan permohonan
balik nama yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I
kepada Kantor Pertanahan untuk di daftar, hal ini adalah sebagaimana yaﬁg
dipedntahkan oleh peraturan .perundang-uvndangan yang berlaku,
khususnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah RL. No.24 Tahun 1997 Tentang
PENDAFTARAN TANAH (Surat Permohonan Pendaftaran ditanda
tangani di Kantor Badan Pertanahan disebut / dikenal Blangko dengan

kode DI 304 A).

17 Bahwa adapun: mengenal dalil—dalﬂ Penggugat selebihnya, sebagaimana yang
terurai pada poin 21, 22, 23 da’:x 24 pada bagian Positaﬁya, maka
Tergugat raerasa perlu untuk tidak menanggapinya;

18.Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas Poin 25 gugatan Penggugat pada. .
bagian positanya sebab Permohonan Conservatoir Beslaag ( Sita Jaminan )
yang diajukan oleh Pengguga£ Terhadap harta-harta milik Tetgugat I karena
permohonan tersebut tidak beralasan / berdasar hukum dan terkesan sangat
mengada-ada, oleh karena Tergugat I hanyalah menjalankan tugas dan

. Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
fungsinya sebagai Pejabat Notaris sebagimana yang diamanatkan oleh Undang-
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undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan :
Peraerintih’ Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, dimana Akta yang dibuat oleh
Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat untuk wajibkan oleh Undang-
undang tersebut, dan lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 89/ K/ 1018/M/ 1962 tertanggal 25 Apsil 1962 menyatakan:
dalam sita jaminan terhadap tanah haruslah teliti dengan benar apakah
bepar milik Tersita dan harus disebutkan dengan jelas baik luas dan
batasnya, sebab jika harta ‘tersebut adalah ada kaitannya dengan pihak lain
(Pihak Ketiga) tentunya sita jarniﬁan tersebut dapat menjadi tidak sah dan
dapat menimbulkan persoalan baru lagi, karena otomatis pihak yang merasa
mempunyai hak atas obyek yang diminta / diletakkan sita akan mengajukan
gugatan perlawanan, dan selain itu harta milik Tergugat 1 tidakiah

merniliki keterkaitan langsung maupun tidak 1angsiing dengan pokok petkara;

19. Bahwa dengah demikian, segala Akta-Akta yang telah dibuat oleh dan
dihadapan Tergugat I, baik itu Akta 'I‘ﬂo. 42 atau AktabNo. 43 atau Akta-
Akta Hibah masing-masing Nomot : 335/ PB-X1/2007, Nomorx :
356/PB-X1/2007, Nomoz 357/ PB-XI /2007, Nomor 355/ PB-
Xi/2007, Nomor : 359/PS—Xi/2007 dan Nomor '360/PS-X1/2007,
kesethuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah sah dan mengikat,
sehingga sangatlah beralasan, bila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Mengadili Perkara A quo dapat menjatuhkan putusan yang pada intinya

Menolak Gugatan Rengeugat untuselugahoya; o0 o
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kepa;i‘;\lfétuaﬂ\/{ajelis _Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan

menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang amatnya berbuny1 : —-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Akta Nomot : 42 mengenai “Surat Pernyataan
Perbagian Haster dan Harta, Wasisan” tanggal 24 Desember 2001 yang
telah dibuat dan dihadapan tergugat I adalah sah dankmengikat;
Menyatakan Akta Hibah masing-masing : Nomot : 335/PB-
X1/2007, Nomor : 356/PB-X1/2007, Nomor : 357/ PB~X1/ 2007, Nomor :
358/ PB-X1/2007, Nomor : 359/ PS-XI /2007 dan Nomor 360/PS-
X1/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 yang dibuat dan
dihadapan tergugat I adalah sah dan mengikat ; "

Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat.

B. DALAM REKONVENSL

143

Bahwa dengan ini Tergugat 'I Konvensi/Penggugat _Rekonvensi akan

mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai Tuntutan Kerugian terhadap :-

Hi. MUBIN RAJA DEWA/Penggugat dalam Konvensi selaku Tergugat Dalam

Rekonvensi;

Bahwa adapun duduk permasalahannya adalah sebagatmana terurai berkut int :

{. Bahwa dalil-daliinfaulnsurigreng RigklaBarghn keukape oleh Penggugat

Rebanvenc /Teroucat T Konvensi dalam Konvensi adalah juga dianggap

56 ( 358 2\
2 )
g ) ]
G‘ !
\ O ) \_?
- . . . \831#%‘6 j’"/
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagat tersebut diatas, maka tergugat I misggd kﬁ; ,/,
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bahagian dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil huk
dikemukakan dalam _gqgatan Rekoavensi ini;

Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2001, bertempat dikantor Penggugat
Rekonvensi di Jalan Imam Bonjol No. 1 B Palu, Penggugat Rekonvensi
telah rf:embuat 2 (Duz) buah Akta, masingmasing Akta No. 42 Tentang Susat

Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warsan dan Akta No. 43 Tentang

Persetujuan Dan Kuasa, dimana 2 (dua) buah Akta tersebut di buat
atas Permintaan dad Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat 11, 111,

IV serta Turut Tergugat I dalam konvenm,

3. Bahwa pada sekitar bulan juli 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007,

Penggugat Rekonvensi menandatangi Kesepakatan Kerja Sama dengan Pihak
Ketiga, yakni antara lain :

_PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Palu;

_PT. BANK NEGARA INDONESIA (Perserd) Tbk Cabang Palu;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH;

_PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk Cabang Palu;

_PT. BANK MEGA Tbk Cabang Palu;

PT. BANK DANAMON Il'\TDONESLA Tbk Cabang Palu;

_PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU ANUGRAH;

" 4. Bahwa Pada Tanggal 3 Nopember 2007, Tergugat , II, I1L, IV dan Turut

Tergugat I dalam Konvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi

untuk meminta diterbitkan Salinan Ke 2 dari Akta No. 42 Tentang Surat

Pernyataan Pembagian Jiihte damdiassa N 1 Ub 2012



Tentang jabatan Notaris, maka Permintaan Tergugat IT, IIL, IV dan Turut
Tergugat 1 dalam Konvensi tersebut diluruskan oleh Penggugat'
Rekonvensi dengan jalan menerbitkan salinan ke 2 dari Akta No. 42 yang

dimintakan tersebut;

6. Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2007, kembali Tergugat II, Hh v
dan Turut Tergugat I dalam Konvensi meﬂdaténgi Penggugat
Rekonvensi untuk dibuatkan Akta-Akta Hibah, dimana‘Akta—Aktg Hibah
tersebut antara lain : Nomor 335 / PB-XI / 2007, Nomor : 356/
PB-XI / 2007, Nomot 357/ PB-XI / 2007, Nomor : 358/ PB-X1/2007,
Nomor : 359/ PS-X1/2007 dan Nomor : 360/ PS-X1/2007, kesemuanya

tertanggal 20 Nopember 2007,

7 Bahwa atas dasar Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi
tersebut, maka pada tanggal 21 Nopember 2007 Tergugat II, III, IV dan
Turut Tergugdt I dalam Konvensi mengajukan permohonan balik nama

¥

sertifikat yang ditujukan kepada Turut Tergugat 11 Dalam Konvensi, dimana
pada tanggal itu juga Penggugat Rekonvensi menyamp‘aikan
Dokurmen Dokumen yang bersangkut paut dengan Permohonan balik nama

setifikat yang diajﬁkan oleh Tergugat IX, III, IV dan Turut

Tergugat I dalam Konvensi kepada Turut Tergugat I;

_Bahwa dimana Penyampaian Dokumen-Dokumen yang

bersangkut paut J@Hgﬂﬁnﬁéﬂﬁéheﬁﬂkbahhgumﬁﬂsed&mayang diajukan oleh



Turut Tergugat Il tersebut bukanlah merupakan inisiatf atau

keinginan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hat tersebut mesupakan

perintah Undang-undang yang harus dijalankan oleh setiap Pejabat Pembuat
Akta Tanah, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 40 Peraturan Pemetniah

Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 1997 Tentang

PENDAFTARAN TANAH;

. Bahwa atas dasar permohonan balik nama sertifikat yang diajukan
oleh Tergugat 1L, III, IV dan Turut Tergugat I dalam .
dilakukanlah balik nama oleh Turut Tergugat II Dalam Konvensi atas
sejumlah sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat IL, XII, IV dan Turut

Tergugat I dalam Konvensi;

10.Bahwa atas diterbitkannya balik nama atas : sejumlah sertifikat yang
dimohonkan oleh Tergugat II, III, IV dan Tun;tv Tergugat I dalam
Konvensi, maka oleh Tergugat telah melakukan beberapa perbuatan hukum
yang antara lain: - v

t

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi
melaklﬂ;an perbuatan melawan hukum/melanggar hukum dengan jalan

membuat laporan ke Majelis Pengawas Wilayah Notans Propinsi
Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Desember 2007;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyebar berita bohong melalui

Surat Kabar Harian Mercusuar, dimana berita bobong tersebut

dimuat selamauin(sigayibarnrhegpuigwutHyakop pada sekitar tanggal



'men-j-el.as\k_an\ bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Not;g: telah
melanggar Undang-undang;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menvonis Penggugat Rekonvenst
"melakukan perbuatan secara bekerjasama merampas hagia
Tergugat Rekonvensi" dengan jalan membuat surat yang difujukan
kepada EAPAK DANREM 091 ASN di Samarinda yvang
tembusannya ditujukan kepada BAPAK PANGDAM VI TANJUNG

PURA di BALIKPAPAN;

11.Bahwa Petbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai tersebut pada poin 10
diatas adalah jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN
HUKUM dan MELANGGAR HAK, dimana akibat dari perbuatan tersebut
selain Penggugat Rekonvensi merasa dizalimi, juga telah mencemari nama baik
dan menjatuhkan kredibilitas Penggiigat selaku NOTARIS, PPAT dan
Dosen Pada Universitas dan Sekolah Tingggi yang ada di Sulawesi Tengah
(UNTAD dan STIAP) serta telah “menimbu]kan kerugian kepada dixi

Penggugat Rekonvensi secara materil maupun immaterial;

12.Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 10

di atas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MELANGGAR

HAX dikarenakan :

a. Bahwa Pembuatan/Penerbitan Akta yang dilakukan oleh Penggugat

Rekonvensi, mulai dari penerbitan/pembuatan Akta No. 42 dan Akta
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

No. 43 hingga Akta-Akta Hibah Nomor : 335/PB-X1/2007, Nomor :
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356/ PB-X1/2007,Nomor : 357/ PB-XI / 2007,
¥1/2007; Nomor : 359/ PS-X1/2007 dan Nomor 360/ PS-XI /2007,
kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 dan penyampaian kepada
Tunit Tergugat II mengenai Akta yang dibuat beserta Dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan permohonan vbalik nama yang
lakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat X
dalam Konvensi adalah telah sesuai dengan prosedus hulkum

yang berlaku;

b. Bahwa hingga saat ini Pengggugat Rekonvensi TIDAK PERNAH
dijatubi Pidana/adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
yang tetap yang menyatakan bahwa ANAND UMAR ADNAN,SH.MH
telah bersalah melakukan Perbuatan berupa ‘secara bersama-sama telah

merampas harta milik Tergugat Rekonvenst;

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah kehilangan Penghasilan secara nyata,
yakni adanya Pemutusan Hubungan ketjasaxha yang dilakukan secara
sepihak oleh Pihak Ketiga, dimana alasan pemutusan hubungan
kerja tersebut dilakukan oleh Pihak Ketiga hanya disebabkan oleh
karena adanya beritaberita miting yang sifatnya menuduh
Penggugat Rekonvensi telah melakukan Petbuatan Melangar Undang-
Undang dan melakukan Perampasan Harta milik Tergugat Rekonvenst,

baik melalui surat kabar maupun melalui surat resmi;

13.Bahwa adapun kerugian yang secara nyata dialami Penggugat Rekonvensi adalah
: injauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

scbagaimaﬁa terurai berikut ini:



Tbk Cabang Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pernutusan hubungan kerja sama dati PT. BANK NEGARA
INDONESIA 46 (Persero) Thk Cabang Palu dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar Ma juta rupiah);

Pemutusan hubungan kerja-sama dan PT. BANK PEMBANGUNAN |
DAERAH SULAWESI TENGAH dengan nilai kontsak sebesas
Rp.1.165.000.000,- (satu milyat seratus enam puluh lima juta rupiah); '
Pernutusan hubungan ketja ’sama dad PT. BANK TINTERNASIONAL

INDONESIA Tk Cabang Palu dengan rilai konitrak sebesar Rp. 350.000.000,-
(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pernutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK MEGA. Tbk Cabang Palu
dengan nilai kontrak sebesar Rp.SZS.OO0.000,—:’ (ima ratus dua puluh lima
juta rupiah);

Pemutusan ‘hubungan keja sarna dari PT. BANK DANAMON INDONESIA
Thlk Cabang Palu dengan nilat konteak sebesar Rp. 475.000.0000;- (empat
ratus tujuh puluh lima puiuh juta rupiah);

Pemutusan hubungan ~kerja sama dari PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT PALU ANUGRAH dengan nilai kontrak

sebesar Rp.72.500.000;- (tajub puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

14 Bahwa adapun kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat

Rekonvensi adalaﬁi@mw.tam%%k@& h“Fﬁ Ut 2012
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a. Kerugian Material akibat Pemutusan hubungan ketjasama

Ketiga -(klien) akibat pemberitaan mising dimedia massa (koran)

sebesar Rp. 4.842.500.000,- ( empat milyar delapan ratus empat
puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

b. Kerugian Immaterial berupa perasaan tidak senang ' dan tekanan
Psikologis akibat berdta yang tidak benar yang vdiderita Penggugat
Rekonvensi dan keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang baik
sebagai tokoh masyarakat, Pejabat, Dosen (tenaga pendidik) dan sebagai
orang tua, akan tetapi bila ditaksasi dengan uang, maka sumlahsya

sebesar Rp. 100.000.000.000.- (Seratus Milyar Rupiah);

c. Schingga total kerugian material ‘dan  Immaterial sebesar

Rp.104.842.500.000,— ( Seratus empat milyar delapan ratus empat

puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah ).

15.Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi
sebagaimana tersebut di atas adzlah secara nyata disebabkan oleh Tergugat
Rekonvensi, maka adalah sah dan Wajar secara yuridis bila tuntutan ganti
kerugian = tersebut ditujukan/dibebankan kepada/tethadap  Tesgugat

Rekonvensi;

16.Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai gugatan Rekonvensi yang diakukan
oleh Penggugat Rekonvensi TIDAK SIA-SIA dan Penggugat Rekonvensi
sendifi memiliki kekhawatiran terhadap Tergugat Rekonvensi yang
nantinya en gan/tidak mau menjalankan Putusan yang ‘telah

injauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, maka adalah sangat
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beralasan secara yuridis, bila dalam gugat

Rekonvensi” menyertakan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap
Harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak, maupun ya.ﬂg
tidak bergerak, baik sekarang ada maupun yang nantinya kelak dikemudian had

akan ada;

17Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat
Rekonvensi didasati oleh alasan hukum yang kuat serta didukung oleh alat
bukti cukup, maka wajar bila gvugatanﬁ rekonvensi ini diajukan oleh
Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dan meminta kepada
Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar vang
paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebgsar Rp.
500.000,- (lima Ratus Ribu) per had, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi
lalai atau enggan melaksanakAan/ men}alankzm putusan yang telah
berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara, ini, sekaligus meminta agar

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta metta.
: & ,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat
Rekonvensi Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amatnya :

A. Primair.

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH
DALAM REKONVENSI y Bangun, FH UI, 2012




65

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengguga

untuk selurshaya;

N

. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan
Negeri Palu terhadap Harta Benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak;

(@S]

. Menyatakan bahwa Petbuatan Tergugat Rekonvensi berupa:
- Telah menuduh Peng;gugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan
hukum/ melanggar undang-undang dengan jalan membuat laporan ke
Majelis Pengawas Wilayah "'Nomﬁs Propinsi Sulawesi Tengah pada

tanggal 18 Desember 2007;

- Telah meﬁyebar berita bohong melalui Surat Kabar Hatdan Mercusuar,
dimana berita bohong tersebut dimuat sélama 3 (tiga) hari berturut-
tarut, yakni pada sckitar tanggal 30 Maret 2008, 31 maret 2008
dan 2 Juni 2008, yang intinya menjAelaskan bahwa Penggugat
Rekonvensi selaku Notaris telah melanggar Undang-undang;

—~ Telah wmenvonis Penggugat Rekonvensi "melakukan perbuatan

secara bekerjasama merampas harta Tergugat Rekonvensi”

dengan jalan membuat surat yang ditujukan kepada BAPAK DANREM
091 ASN di Samatinda ?angA tembusannya ditujukan kepada BAPAK
PANGDAM VI TANJUNG PURA di BALIKPAPAN.

adalah pe;buatan melawan hukum dan melanggar hak.

4. Menyatakan bahwa Pénggugﬁt Rekonvesi telah menderita kerugian, baik secara

material maupun segasa iSRPaER: | Ricky Bangun, FH UI, 2012



matesiil seébesar-Rp. 4.842.500.000,- { empat milyar delapan ratus empat

puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah );

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian

secara immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar

Rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian meteriil
yang diderita oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 4.842.500.000,- (empat
milyar delapan ratus empat piiluh dua juta lima ratus ribu Rupiah )
secara terang, suka rela dan scketika; |

8. Menghulum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immeteriil
yang diderita oleh Penggugat rekonvensi sebésar Rp.100.000.000.000,-

(Seratus Milyar Rupiah) secara terang, suka rela dan seketika;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam
perkara ini secara seketika dan serta merta, meskipun dalam perkara ini ada
14 .

upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh

Tergugat Rekonvensi;

10.Menghukum  Tergugat Rekonvensi untuk membayar wuang paksa
(dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,-(lima
Ratus Ribu) per hari, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi lalai atau
enggan melaksanakan/menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum

yang tetap dalam p&ikjauaimyuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012




11.Menvatakan biaya menurut hukurn.

Atau Fka Ketua/ Majelis Hakim betpendapat lain, maka:
B. Subsidair.

Mohon Putusan yang adf lagi adil.

JAWABAN TERGUGAT IL, 111, IV :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat II, III dan IV membantah sekaligus menolak secara
tegas terhadap semua dalil-dalil hukum yang diajgkzm oleh Penggugat dalam
surat g";;gntannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat
oleh Tergugat 11, 11T, TV;

2. Bahwa benar, pada had senin, 24 Desember 2001, telah dibuat Akta No.
42 di hadapan Tergugat 1 selaku Pejabat Notadis, dimana Kami (Teggugat 11,
III dan Tergugat Il dan Penggugat serta Turut Tergugat I) menghadap
langsuny di/ke hadapaan Tergug{}t I selaku Pejabat Notads uniuk
menandatangani dan membubuhkan Cap Jempol kedalam Akta No. 42
tersebut yang sebelumnya isi Akta No. 42 tersebut selain dibacakan oleh
Tergugat I, juga kami (Tergugat II, 11 dan IV) dan Penggugat
mémbacanya;

3. Bahwa pembuatan Akta No. 42 tersebut adalah dimaksudkan untuk

membagi dan menyerahkan HARTA dan FIARTA WARISAN oleh Penggugat

kevada kami t 1, 11 dan IV serta Turut T t ), karena
epada kami (Tesgugar 1L, M1 dag T serta, Turug, Fesgugat 1), karena
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mengmgat :

a.

o
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Harta-harta yang akan dibagi dan diserahkan tersebut sebahagian besar

adalah peninggalan Almarhum. IBU AISA selaku Ibu Kandung

Tergugat 11, IIT dan IV serta Turut Tergugat I;

Bahwa untuk saat ini (pada saat pembagian dan penyetahan hasta
dilakukan) P¢nggugat selalu AYAH KANDUNG Tergugat I, I dan 1Y
serta Turut Tergugat I telah memiliki istri baru/telah kawin dengan
perempuan lain;

Bahwa Hacta-harta yang kelak akan dipercleh oleh AYAH
K AMI Hij. MUBIN (diluar dati harta yang akan di bagi dan diserahkan
tersebut), maka kami nantinya selaku Ahli WARIS dari MUBIN
RAJA DEWA tidak berhak lagi terhadap harta-harta yang kelak akan

diperoleh oleh AYAH KAMI Hi. MUBIN RAJADEWA tersebut;

4. Bakwa adapun harta-harta yang dimaksudkan dibagi dan diserahkan

tersebut adalah sebagai berikut:

a)

Sebiéang persil/tanah SHM No.lﬁl 88, tanggal 18 Nopember 1991, Luas
499 M2, Surat Ukur No.6545/1991;
Sebidang persil/tanah SHM No.1139, tanggal 18 Nopember 1991, Luas
736 M2, Surat Ukur No.6546/1991 ;
Sebidang persil/ mﬁah SHM No.723, tanggal 25 April 1989, Luas 63 M2

Surat Ukur No.260/1988;
Sebidang persil/tanah SHM No.310, tanggal 03 Agustus 1993, Luas
3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
Sebidang persil/tanah SHM No.609, tanggal 03 September 1983, Luas
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65 M2, Surat Ukur No.10661/1982;

£) Seb'iéar-xé\pgers‘il/ tanah SHM N0.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900
M2, Surat Ukur No.29/ 1998;

g) Sebidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas
2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997;

h) Sebidang ‘persil/tanah SHM No.2791, tanggal 25 Oktober 1997,
Luas 959 M2, Sutat Ukur No.2823/1997;

i) Sebidang persil/tanah SHM No.1010, tanggal 14 Agustus 1984,
Luas 316 M2, Surat Ukur No.2598.l/1984;

i) Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal 30 nopember 1981,
Luas 1.779 M2, Surat ﬁkur Ko. 1939/1981;

k) Sebidang persil/ tanah AJB NO.26/VIII/ 1988, tanggal 01 Agustus
1988;

1) Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/ 1988, tanggal 01 Agustus
1988; ‘ |

m)1 (Satw) Unit Mobil Meds/Type : TOYOTA/ FJ 40 HARDTOP ;
Jenis/Model:  Jeep/MP;  Tahun Pembuatan/?erakitan
1981/1981; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ
40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Besin ; Nomor
BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi: DN 786 AC; Pemilik terdaftar atas
nama : Mubin. A. Raja Dewa;

a) 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model

* Moben/PicEinidgarTakidis.. P &ickyRangPefllitin20986/1986; Warna :




70.

Putth ; Isi Silinder 1.486 CC; Nomor Rangka :

"No~m0£\Me\sin 5 K-904691; Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB:
9235553-]; Nomor Polisi: K'T-768-B; Pemilik terdaftar nama Fa/ﬂ HDM.
Raja Dews;

6) 1 (Saty) Unit Mobil Mark/Type : Isuzu/TBR 54-5TD
Jenis/Model Mopen/ST.Wagon Tahun
Pembuatz.m/ Perakitan : 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi
Sﬂinder : 2499 CC; Nomor Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874;
Nomor Mesin: E 054874; Bahan Bakar: Solar; Nomor Polisi:

DD 786 RD; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa;

5. Bahwa sesaat setelah Pembagian dan Penyera}haan Harta-harta tersebut
dilakukan berdasarkan Akta No. 42 yang aibuat oleh Tergugat‘ I,
maka Pengggugat masih berkehendak untuk ~menggunakan
sebagian harta/surat-surat yang telah dibagi dan diserahkan tersebut,
maka kami (Tergugat 1I, I1I dan IV) sepakat untuk hembuat Akta
untuk dan atas kepentingan/kehendak Penggugat, Tergugat II,

Tergugat 111 dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I;

6. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin
2 di atas, adalah Akta Notaris ber-Nomor : 43 dan diberi Judul "Persetujuan
dan Kuasa";

- 7. Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
pembuatan Akta No. 42 adalah pembagxan yang hanya sebatas penunjukkan
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saja sifatnya adalah dalil yang tidak benar, karena disaat dan sete
47 dibimatkan oleh Tergugat I, maka Penggugat telah melaksanakan hal-
hal yang termuat didalam Akta No. 42 tersebut, yakni Penggugat
menyerahkan secara pisik beberapa harta yang bergerak kepada Tergugat II,
TII dan IV dan secara administrative terhadap harta-harta yang tidak bergerak,
antara lain Uang dan Kendaraan bermotor seﬁé surat-surat yang
berkaitan/ terurai.langsung dengan Akta No. 42 yang dirmaksud,;
8. Bahwa dengan demikian maka Penerbitan/ pémbuatan Akta No. 42 dan
Akta No. 43 sebagaimana tersebut diatas adalah sah, kuat dan terpenuli secara
hukum, hal ini dikarena :
a. Bahwa Para Penghadap (Penggugat, Tetgugat 11, Tesgugat 111, Tergugat
IV dan Turut Tergugat I) secara hulkum dianggap cakap untuk
melakukan tindakan hukum (tidak dalafn curatele); ' |
b. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Aktd No. 42 dan Akta No. 43
adalah hal-hal yang tidak dilacang/ sebab kausa yang halal serta tidak ada
pihak yang dirugikan;
c. Bahwa penandatan;anannya dan pembuatannya tidak terdapat
adanya unsure paksaan dari pithak manapun juga, karepa memacg

dikehendaki dan diinsyafi secara sadar dan terang;

9. Bahwa oleh karena Penerbitan/pembuatan Akta No. 42 dan Akta No. 43

adalah sah, kuat dan terpenuhi secara hukum, maka segala perbuatan yang
dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I yang

bersandarkan pada Akta No. 42 dan Akta No. 43 adalah juga merupakan

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 .
Perbuatan Hukum yang Sah, Kuat dan Terpenuhi, seperti hal yang telah



a. ‘Meminta_salinan kedua darl Akta No. 42 kepada Texguga,t I pada

tanggal 3 Nopember 2007;

b. Meminta dibuzatkan Akta-akta Hibah kepada Tergugat I pada tanggal 20
Nopember 2007,

c. Meminta/mengajukan Permohonan balik nama sertifikat kepada

Turut Tergugat IT;

Dimana kesemuanya itu dilakukan berdasatkan pada Akta No. 42.

10.Bahwa untuk mendukvng dalil-dalil Tergugat II, III dan IV yang harus
dipandang telah melakukan Perbuatan Hukum yang Sah, Kuat dan Terpenuhi,
maka bersama ini diuraikan beberapa pedstiwa hukum antara laig
a. Bahwa Penggugat pernah berusaha/berupaya untuk mémbata]kan Alkta-
Akta (Akta No. 42, Akta No. 43 dan Akta Akta Hibah) yang telah
dibuat secara sah oleh Tergugat I dengan jalan membuat
~ Laporan/ Penga.duzn secara Tertulis kepada Majélis Pengawas Wilayah
Notaris Propinsi Sulawesi ’fé:ngah, namun Laporan/Pengaduan
tersebut secara tegas di' tolak oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Propinsi Sulawesi Tengah, karena dengan alasan bahwa setelah
melalui proses persidangan dan pemerksaan oleh Majelis, pada intinya
Majelis bérpendapat Pembuatan/Penetbitan Akta-akta yang dimaksud
adalah sah secara yuridis, baik dad segi mekanismenya/proseduralnya

maupun secara subtansi dan matetinya;

b. Bahwa Pen T"ngga”é’ 4 Sn’iengn)imas A Fkl_ég:lda Frut Tergugat II,
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dimohonkam-oleh Tergugat 11, 11, IV dan Turut Tergugat I dan telak
pula diterbitkan setifikat yang dimohonkan tersebut oleh Turut
Tergugat 1I, namun sebelum surat tersebut ditindaklajuti, maka
Turut Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat yang telah
dibaliknamakan tersebut tidak dapat aibatalkan, hal ini sesuai dengan

bunyi surat No. 600-442, tertanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat

oleh Turut Tergugat 11 dan ditujukan kepada Tergugat I dkk;

. Bahwa Pengugat pernah mengajukan. gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu pada tanggal 14 Aprl 2008, dimana gugatan tersebut
menempatkan Turut Tergugat 11 sebagai pibak Tergugat dan tujuan daxi
gugatan tersebut meminta agar Turut Tergugat I sebagai Pihak Tergugat
membatalkan sertifikat-sertifikat yang telah | dibaliknamakan terseli'yut,
nainun - gugatan - tersebut secara tegas tidak dapat ditedma oleh
Pengadilan Testa Usaha Negara Paly, hat tersebut sesuai dengan bunyt

putusan PTUN Palu Nomor:02/G/2008/PTUN.PL,
tertanggal 26 Agustus 2008; &

d.Bahwa Pengguga't, telah pula melakukan

pelaporan/Pengaduan ke Pihak Polresta Palu, dimana isi laporannya
adalah berkaitan dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan
oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I berupa : Meminta
salinan Ke 2 Akta No. 42, Meminta kepada Tergugat I untuk
membuat Akta-Akta Hibah serta memohon kepada Turut Tergugat I

. . Tinj jdis.,.,.Ricky.
watuk balik namy ams seamlih secibhag-maka Tefgugat T1, TIL, IV dan



“ PEMALSUAN scbagaimana yang diatur dlam Pasal 266 KUHP,
namun Laporan Penggugat tersebut tidak dilanjuti oleh Pihak

Polres Palu, karena dengan alasan bahwa Laporan tersebut TIDAK

CUKUP BUKTT,

11.  Bahwa berdgsarkan' uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dali
Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II, I1I daﬁ IV telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak
mendasar dan cenderung mengada-ngada serta hanyalah memutarbaﬁkkan
fakta bel'aka dan ada kepentingan lam yang mengekor;

12. Bahwa kalau sekiranyz benar, bahwa Pembuatan/penerbitan Akta
No. 42 hanya sebatas penunjukkan saja dan akan mulai berlaku nanti pada
saat Penggugat meninggal dunia, lalu mengapa setelah Akta No. 42 tersebut di
buat, Penggugat telah rﬁenycrahkan/ membertkan ;:Uang masing-masing sebesar
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada masing-masing Tergugat

IT, 111, TV dan Turut Tergugat I;

13. Bahwa selain Penggugat telah menyerahkan/memberikan Uang
masing-masing sebesar Rp. 550.000.000,— (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada
masing-masing Tergugat II, II1, IV dan Turut T,s:rgugat 1, juga Penggugat telah
memberikan/menyerahkan masing-masing 1 (satu) Unit Mobil kepada
Tergugat II, 111, IV dan Turut Tergugat I;

14. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak lagi meﬁlpersoaﬂcan

mengenai Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang masing-

masing Tergugat Tl 12TV 5 TuR P ERBA [ hehdPat Rp. 500.000.000.-
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(Lima Ratus Juta Rupiah) dan Kendaraan Roda emp
y ang "telah diserahkan/diberikan oleh Penggugat, maka hal sesungguhnya
merupakan indikasi bahwa Penggugat secara tegas mengakui bahwa
mengakui bahwa pembagian hatta yang termuat dalam Akta No. 42 tersgbut, juga
diikuti dengan tindakan Penyerahan/Pemberian oleh Penggugat yang
juga secara tegas di terima oleh rﬁasing—masing Tergugat II, 111, IV dan Turut
Tergugat I, hal mana penyerahan sertifikat-sertifikat tanah tersebut
dilakukan oleh Penggugat dengan jalan melemparkan 11 (sebelas) buah

Sertifikat kepada Tergugat IT dan Tergugat. IV;

15. Bahwa oleh karena selufuh dalil-dalil Penggugat dalam surat
gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat 11, IIT dan IV telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak
mendasar dan cenderung mengéda-ngada serta hanyalah memutarbalikican
fakta belaka dan ada kepentingan lain yang mengei:or., maka wajar dan sangat
beralasan bila Tergugat II, III dan IV meminta kepada
Ketua/Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berkenan menolak

v¥
gugatan Penggugat secara keselutuban;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana terurai diatas serta
didukung dengan bukd dan aiasan yang culup lagi kuat, maka Tergugat IL, 111 dan
IV memochon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mengadili perkara A quo,

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menyatakan bahwiinjessl biigis. yaRigksiidngudabispedaea ini dibebankan
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‘kepada Penggugat.

~—

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa dengan ini Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat
III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta Tergugat IV Konvensi/Penggugat
III' Rekonvensi akan mengﬁjul<an gugatan Rekonvensi mengenai Tuntutan

Kerugian terhadap :

HL MUBIN RAJA DEWA/Penggugat dalam Konvensi selaku Tergugat Dalam

Rekonvenst;
Bahwa adapun duduk permasalahannya adalah sebagatmana terurai berikut ini :

1. Babwa dalil-dalil hukum yang telah di kemukakan oleh Penggugat I, I dan: 111
Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi adalah juga dianggap babagian dan
merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil hukum yang akan dikemukakan
dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa silah satu Obyek/bahagian Harta dan Harta wasisan yang telah
diberikan cleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat I, IT dan ITI Rekonvensi
serta Turut Tetgugat I Konvensi berdasatkan Akta No. 42 adalah masing-
masing berupa uang sejumlah Rp. 5_60.000.000,— (iima Ratus Juta Rupiahj ;

3. Bahwa uang sejumnlah sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas, telah diberikan
oleh Tergugat Rekonvensi kepada masing-masing Penggugat I, II dan III
Rekonvensi pada saat penan&atanganan Akta No. 42 yang dimaksud,

4. Bahwa namun sesaat setelah penanda tanﬁf}nan Akta No. 42 telah
: Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, Ul, 2012

selesai, Tergugat Rekonvensi meminjam Uang tersebut dengan alasan babwa



diketjakannya; _

. Bahwa namun hingga sckarang ini, uang masing-masing sejumlah
Ro. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut hingga kini tidak pernah
dikembalikan oleh Tergugat Rekomvensi bahkan dengan adanya gugatan
konvensi yang dajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalaﬁ bukti nyata
bahwa T erguéat Rekonvensi memiliki itkad yang tidak baik katena enggan
mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi; |

. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang masing—masing' sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada, Masing-masing Penggugat I, 1I
dan III dalam Rekonvensi, maka hal tersebﬁf adalah wujud kerugian matesiil
yang diderita oleh Masing-Masing Penggugatl II dan III Rekonvenst;

. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi pernah mempermalukan Penogugat I
II dan TIT Rekonvesi di depan khalayak masyarakat Sulawesi Tengah dengan
jalan melakukan Pengaduan/Pelaporan ke Pihak Polresta Palu dan menuduh
Penggugat I, 1T dan TII Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Pidana
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 266 KUHP, padahal secara
hukum Laporan/Pengaduan tersebut hanyé.lah palsu belaka;

. Bahwa oleh karena dengan adanya Laporan Palsu tersebut, maka nama baik
Penggugat I, 1I dan III Rekonvensi telah tercemar sekaligus merasa tdak

senang dan merasa dirugikan;
. Bahwa tindakan lain yang telah pula dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang

bethubungan dengan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang adalah .

berupa TergugatTRiekenvesisistelRickyddanguis, Perigigagde I Rekonvensi telsh



membuat- lathan/ pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada

lepman Penggugat I Rekonvensi selaku Anggota ABRI, padahal perbuatan
vang dituduhkan tersebut udaklah benat, sehingga Penggugat 1 rekonvenm
sekali lagi metasa malu, merasa tidak senang dan nama baiknya tercemas
serta merugikan Penggugat I Rekonvenst,

10.Bahwa selain i)erbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat
Rekonveﬁsi sebagaimana tersebut di  atas, maka Tergugat
Rekonvensipun telah mengalibkan kepemilikan sebidang tanah yang telah
menjadi milik Penggugat 111 Rekonvensi (berdasarkan Akta No. 42) ke
pibak Ketiga yang terletak di Desa Ot Kecamatan Sindue, Kab. Donggala
Propinsi Sulawesi Tengah, dimana Juas dan batas-batasnya sebagaimana
terutai dalam Akta Jual Beli No. 26 dan No 27 DAN Sertifikat Hak Milik
No. 89; |

1] Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana
tersebut di atas, berupa : ‘

a. Tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman vang kepada
Penggugat I, 11 dan IIT dalam Rekonvesi, masing-masing sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima‘ Rarus Juta Rupiah);

b. Telah melakukan Laporan/Pengaduan 1;alsu ke pihak Polresta Palu
dengan menuduh Penggugat I, II dan IIT Dalam Rekonvensi telah

‘melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang di atur dalam

Pasal 266 KUHP;

c. Telah Tinjeranquisis. diRickFBargEH Y ull 2dpalam  Rekonvensi




—-mempunyai akhlak dengan jalan mengirim surat seéata tertulis
bertanggal 30 Desemi)er 2008 yang ditujukan kepada DANREM
091 ASN di Samarinda dimana tembusannya di-tujukan
kepada PANGDAM VI TANJUNGPURA di Balikpapan,

d. Telah mengalihkan Tanéh yang terletak di Desa Oti
Kecamatz.m Sindue Kab. Donggala Propinsi Sdiawesi Tengah, dimana
luas dan batas-batasnya sebagaimana terura?i' dalam Akta Jual Beli
No. 26 dan No. 27 serta Sertifikat Hak Milik No. 89, milik Penggigat
kepada Pihak Ketiga;

ADALAH  PERBUATAN MELAWAN HUKUM  DAN

MELANGGAR HAK

12. Bahwa atas Perbuatan melawan Hukum dan Melanggzir Hak yang seéam
nyata telah dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, secara nyata
telah menimbulkan kerugian, baik secara Materiil maupun secara Immatexsiil;

13. Babwa adapun kerugian secara Materiil dan Tmmatesiil yang diderita oleh

Penggugat I, Il dan III Dalam Rekenvensi, dapat dinnci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiﬂ; B
- Penggugat I, II dan III Dalam ‘Ré'konvensi telah
kehilangan harta berupa uang masing-masing sebesar Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); Pen ggu gat IIT Dalam
‘Rekonvensi kehilangan sebidang tanah yang tetletak di Desa

Ot Kecamatan Sindue Kab. Donggala, Propinsi Sulawesi

Tengibigudimauigis.. | Riskydangura i \Ha2@daya sebagaimana
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terurai dalam Akta Jual Beli No. 26 dan No. 2

~ Hak Milik No. 89;

b. Kerugian Immateril;

- Bahwa adanya Rasa Malu dan perasaan tidak senang serta
nama baik Pengguga.t I, II dan III Dalam Rekonvensi telah
tercemar dan kehilangan kepercayaan dari dan oleh
masyarakat adalah akibat dad Fitnah yang dilakukan oleh
Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sesungguhnya tidak ternilai
harganya (tidak dapat dinilai dengan uang), namun agar tuntutan
tersebut jelas dam terang menurut hukbum, maka nilai
kerugian immateriil yang dimaksud adalah sebasar Rp.
300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah), mengingat status
dan kedudukan serta strata sosial dati Penggugat I dan II Dalam

Rekonvenst adalah selaku ABDI NEGARA; -

- 14, Bahwa oleh karena kerugian yang yang diderita oleh Peﬁggdgat_ I, II dan III
sebagaimana tersebut di atas, adalah ':ﬁsebabk;in oleh katena ulah Tergugat
Dazlam Rekonvensi, maka ddalzvlh Sah dan sangat beralasan menurut hukum
bila Tuntutan ganti kerugian, baik secara r Materiil maupun secara
Immaterill dibebankan kepada Tergugat Dalam
Rekonvensi tersebut ditujukan/dibebankan kepada/ terhadaﬁ)
Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai guéatan Rekonvensi yang diajukan

oleh Penggugat I‘I:irﬁuggg Dt RS Easy TIDAK SIA-SIA dan
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Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi

~ kekhawatiran__ tethadap ~ Tergugat Rekonvensi yang nantinya
enggan/tdak mau menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum
yang tetap dalam petkara ini, maka adalah sangat beralasan secara yuridis, bila
dalam gugatan tekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menyertakan
Permchonan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta benda
milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak, maupun yang tidak
bergerak; -

16. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, 11 dan
II Dalam Rekonvensi didasari oleh alasan liukum yang kuat serta didukung
oleh alat bukti cukup, maka wajar bila gugatan rekonvensi ini diajukan oleh
Penggugat I, II dan IIl Dalam Rekonvensi Jdisertai dengan permintaan
penétapan uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu)
bagi Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan
putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalarﬁ perkara ini, sekaligus

mermsinta agar putusan dalam petkaraf’ini dapat dijalankan secara serta merta.

Bahwa berdasatkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atds, maka Penggugat I,
IT dan III Dalam Rekonvensi Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengatdili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yaong

amarnya

A. Prmair,
' Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang yang diajukan oleh Pen
AN Dalam Rglf9f1vensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Salh'; Tian Berharga sita jaminan yang diletakkan oleh
Pengadilan Negeri Palu terhadap Harta Benda milik Tergugat Rekonvensi, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang
kelak dikemudian hatd akan ada;.

3. Menyatakan babiwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi berupa:

- Telah Tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan
pinjaman uang kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonvesi
masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- Telah melakukan Laporan/ Penga.duén Palsu ke pihak Poltesta

Palu dengan menuduh Penggugat I, IT dan III Dalam Rekonvensi
telah melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang di atus dalam
Pasal 266 KUHP,

- Telah memvonis dird Penggugat I Dalam Rekonvensi melakukan,
Tindakan Perampasan Harta, tidak bermoral dan tidak mempunyai
akhlak dengan jalan, mengirimmsurat secara tertulis Be:tanggal
30 December 2008 yang ditujﬁkan kepada DANREM 091 ASN
di Samarinda dimana tembusanaya di tujukan kepada PANGDAM
VI TANJUNGPURA di Balikpapan ;

-~ Telah mengalihkan Tanah yang tetletak di Desa Oti Kecamatan Sindue
Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan

batas-batasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No.

26 dan No. 24;serta serifikat Ry Mililodor 8 maiiiaPenggugat 111
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Dalam Rekonvensi kepada Pihak Ketiga;

adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.

4}. Menyatakan bahwa Penggqgat Rekonvensi télah menderitz kerugian,
baik secara materiil maupun' secara immaterial;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi
menderita Kerugian matenil, berupa : |

i. Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi telah-kehilangan harta
berupa uang masing-masing sebes';n' Rp. 500.000.000,- (Lima
Ratus Juta Rupiah);

ii. Penggugat III Dalan; Relconw}ensi kehilangan sebidang
tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kab.
Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan bamé~
batasnya sebagaimana tetrurai dalam Akta Jual Ben No. 26 dan No. 27

serta Hak milik Sertiﬁkat‘No. 89;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi
mendenita kerugjan secara immatexi% sebesar : Rp. 300.000.000.000,-
(Tiga Ratus Milyar Rupiah); .

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara suka rela, terang dan tupai
serta seketika berupa:

i. Menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima
Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I, II dan ITI Dalam Rekonvensi;
ii. Menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Oti

Kecamatan Sindue Kab, _Donéc?r1 ala Pr&pinsi Sulawesi Tengah,
Tinjauan yuridis..., Ricky B z(éun, FH UF, 2012

dimana luas dan batasbatasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual



@nggﬁg‘it-lﬂ Rekonvensi;

8. I\ﬁ;ngﬁul{um Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian

41 Jmmetedil  yang diderita oleh Penggugat I, 11 da n IIT Dalam
Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus
Milyar Rupiah) secara suka rela, terang dan tunai sesta seketika.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam ‘

perkara ini secara seketik:i dan se.rta‘ merta, meskipun dalarﬁ petkara ini ada -
upaya hukum banding, kasasi_ dan ~upaya hukum lainnya yang
dilakukan oleh Tergugat Rekonvenst,

10.Menghuku;n Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom)
kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu)
per hari, techitung sejak  Tergugat Rekonyensi lalai atatt enggan
melaksanakan/menjalankan putusan yang ﬂtelah berkekuatan hukum
yang tetap dalam perkaré ini;

¥

11.Menyatakan biaya hukum menurut hukum.

Atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

B. Subsidair :

Mohon putusan yang atif lagi adil.

" Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
JAWABAN TURUT TERGUGAT :
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1. Bahwa benar akta No.42 yang berjudul Surat Pernyataan |

SR

" dan- Harta. Warisan, milik Penggugat dan Almarhumah Istri isenggugaﬁt
dibuat pada tanggal 24 Desember 2001 oleh Tergugat I dan kemudian.

dibu‘at‘j'uga Akta No.43 pada hat itu juga tentang Surat Persetujuan dan

Kuasa;

2. Bahwa benar semua harta yang dibagi dalam akta No.42 tersebut adalah
harta milik Penggugat, karena kami (Tergugat I, III, dan IV serta Turut

Tergugat) adalah anak dari Penggugat ;

3. Bahwa memang benar pada saat dibuat akta No.42 tersebut kami selaku
anak-anak Penggugat dibagikan harta milik Penggugat masih hanya sebatas
penunjukan belum diberikan, hal ini juga dikarenakan beberapa harta
(sertifikat tanah) masih ada yang dijaminkan atau dijadikan agunan di Bank
olefx Ayah kami (Pgnggugat) 5 |

4. Bahwa benar pada saat akia No.42 dibuat, maka dikeluarkan juga salinan
dari dkta tersebut sebanyak 5 (lima rangkap) dan semua‘nya dipegang oleh
Pengpugat/Ayah kami, karena mesang semua harta tersebut masih milik

Penggugat, belum dibetikankepada kami anak-anaknya;

Bahwa benar Penggugat kehilangan 11: buah sertifikat tanahnya,

S_"!

sebagaimana disebutkan pada poin 8 gugatan Penggugat, karena Tutut
Tergugat I lah yang mengambil secara diam-diam ke-11 buah sertifikat

tersebut atas perintah dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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- “Pengg;gai adalah Tergugat 1 dan Tergugat 11 serta I’ergug IH secara

dmm—dlam tanpa diketahut oleh Penggugat;

*7. Bahwa benar Tergugat I menerbitkan kembali salinan akta No.42 tersebut
tanpa sepengetahuan Penggugat, dan berdasatkan salinan akta NoAd2
rersebut Tergugat I membuatkan AKTA AKTA HIBAH (Akta Hibah
No.355/PB-X1/2007, . No.356/PB-XI1/2007, No.357/PB-X1/2007,
No.358/PB-X1/2001, No.359/PS-X1/2007, dan No.360/PS—XI/2(}Q7
tanggal 20 Nopember 2007), yang dibuat dan kami tanda tangani malain
hari itu j;Jga, kemudian keesok harinya langsung didaftatkan oleh Tergugat
1/Notaris ke Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat IT) dan had itu

juga ke-9 (Sembilan) sertifikat tersebut sudah tétbalik nama;

AN

8. Bahwa memang proses balik nama sertifikat tersebut dibuat secara cepat

agar tidak dapat diketahui dan dibatalkan oleh Penggugat;

S. Bahwa setelah Turut Tergugat pelajari dan sadari ternyata apa yang kami
lakukan atau perbuat adalah perbuftan yang salah besar sehingga Turut

Tergugat I theminta maaf ke;;ada Penggugat dan memohon ampun karena

telah menyakiti dan menghancurkan Penggugat selaku Ayah kami;

10.Bahwa benar atas perbuatan kami, Ayah kami (Penggugat) telah mengalami
kerugian yang sangat besar dimana semua proyek pekerjaannya terbengkalai

dan sekaxaﬁg harus menanggung biaya beban bunga dari Bank maupun dasi

Penalti yang dikenakan dad pihak yang proyek pekerjaan tidak dapat
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
terselesaikan hingga saat inj;
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11.Bahwa pada kesempatan ini juga Turut Tergugat I mem
nampun yang-sedalam-dalamnya kepada Penggugat, juga pada keqempatan
ini Turut Tergugat I menghimbau dan meminta kepada saudara-saudara
Turut Tergugat I (Tergugat II, III dan IV) untuk meminta maaf dan
memohon ampun serta mengembalikan semua harta-harta yang telzh

diambil kepada Penggugat;

12.Bahwa turut tergugat tidak keberaltan jika harta Penggugat yang telah
dibagikan dalam akta No.42 tersebut difcax:ik kembali oleh Penggugat kasena
memang itu hak Penggugat selaku pemilik harta dan juga karena harta
tersebut belum dibetikan masih sebatas ditunjukkan pembagiannya, kepada
siapa yang bethak nantinya harta Penggugat tersebut jika Penggugat telah
tiada, pembagian harta yang masih sebatas penunjukkan itu Ajuga
dikarenakan untuk menghindad tetjadinya keributan, perselisihan atau‘

cekcok diantara ahli watis apabila Ayah/Penggugat telah tiada;

Berdasatkan pada uraian-uraian diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I
memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memutuskan,

sebagai berikut :

1. Mengembalikan semua sertifikat-sertifikat milik Penggugat yang telah ambil

daa dibalik nama secara tidak sah;

2. Membatalkan akta No.42 yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta
dan Harta Warisan, dibuat pada tanggal 24 Desember 2001 dihadapan

Tergugat I, karena telah disalah-gunakan oleh para Tergugat;
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3. Membatalkan akta-akta Hibah yang dibuat berdasarkan Akt N@%ﬁ,ﬁgggﬂ

g6 //' '

24 Desember 2001 yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta dan
Harta Warsan, sebagai berikut : No.355 /PB-X1/2007, No.356/PB-
X1/2007, No.357/PB-X1/2007, No.358/PB-XI/2001, No.359/PS-

X1/2007, dan No.360/PS-X1/2007 tertanggal 20 Nopembes 2007,

4. Mengabulkan gugatan Penggugat selurubnya;

5. Memberikan ganti rugi yang layak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Turut Tergugat I tidak

menga}ﬁkan jawaban sekalipun Majelig telah memberi kesempatan untulk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat
diatas, Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Maret 2009 yang pada intinya
Penggugat tetap pada gugatannya, yang kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 11, 11,
v men.gajuk;m duplik masing-masing tertanggal 30 I\;iaret 2009 yang pada intinya

tetap pada jawabannya, sedangkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 11 tidak

mengajukan duplik ;

'

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan alat bukti berupa :
BUKTI SURAT dari PENGGUGAT :

1. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi

tanda P-1.1. ;

2. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, dibes
: Tinjadan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

tanda P-1.2;
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Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Df:semgei_,~ et by
. “ o

Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi

tanda P-1.4;

Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, dibex

tanda P-1.5;

Foto copy Salinan kedua akta No.42 tanggal 24, Desembet 2001, dibext

tanda P-2;
Foto .copy Salinan pertama akta No.43 tanggal 24 Desembet 2001, diber
tanda P-3;

Foto copy Salinan kedua akta No.43 tanggaf" 24 Desember 2001, diberi

tanda P-4 ;

Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1188 atas nama Mubin Raja Dewa,

dibed tanda P-5

144
10.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1189 atas nama Mubin Raja Dewa,

diberi tanda P-6 ;

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.723 atas nama Mubin Raja Dewa, dibei

tanda P-7 ;

12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.310 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi

tanda P-8 ;
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13.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.509 atas nama Mubin Ra]\a% nf
: pal®eg

bt

tanda P-9 5 |

14.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1010 atas nama Mubin Raja Dewa,

diberi tanda P-16 ;

15.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.89 atas nama Mubin Raja Dewa, diben

tanda P-11 ; -

16.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2859 atas nama Mubin Raja Dewa,

diberi tanda P-12 ;

17.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2789 .atas nama Mubin Raja Dewa,

diberi tanda P-13 ;

18.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2791 atas nama Mubin Raja Dewa,

dibed tanda P-14 ;

19.Foto copy Akta Hibah No0.355/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda P-15;

W

20.Foto copy Akta Hibah No.356/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,
diberi tanda P-16 ; |
21.Foto copy Akta Hibah No.357/PB-XI1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda P-17 ;

22.Foto copy Akta Hibah No.358/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda P-18 ;
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23.Foto copy Akta Hibah No.359/PS-X1/2007 tanggal 20

— —&Bén tanda. P"1 9‘ >

24.Foto copy Akta Hibah No.360/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda P-20 ;

25.Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hi. Mubin Rzja

Dewa, diberi tanda P-21 ;

26.Foto copy Surat Pernyataan Ahli Wars tanggal 21 Desember 2001, diber

tanda P-22 ;

27.Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.42/KLS/XT1/2001 tanggal 24

Desember 2001, dibed tanda P-23 ;

28.Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474/33/KI1S/X11/2001 tanggal

24 Desember 2001, diberi tanda P-24 ;

29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas natha Syadf FL.M. Raja Dews,

dibed tanda P-25;

¥

30.Foto copy Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat No.973/ C.7,.A1:.NOT—

PPAT/ XI/ 07 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-26 :

31.Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wﬂajah Notaris Propinsi Sulawesi -
Tengah No.W26-01/MPWN/ST/2007 tanggal 29 Januari 2008, diberi

tanda P-27 ;

32.Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juli 2007, diberi tanda P-

28; - Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



- No:189/SP/MAU/IIL/2007 tanggal 06 Maret 2007, diberi tanda P-29 ;

34.Foto copy Surat Referensi Bank Bukopin Cabang Samarinda

No.072/SMR/BR/VIII1/2007 tanggal 19 Juli 2007, diberi tanda P-30;

35.Foto copy Surat Permohonan Fasilitas Kredit pada Bank Mega Syariah

Jakarta tanggal 10 September 2007, diberi tanda P-31 ;

36.Foto copy Surat Pembayaran Tagihan Bunga Bank BUKOPIN Cabang

Samarinda dari bulan Desember 2007 s/d Pebruari 2009, diberi tanda P-32

37.Foto copy Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notais,

dibeﬁ tanda P-33 ;

38.Foto copy Pernyataan Pendapat dari Prof.Dr.Abmadi Miru, SH.MFL, dibesi

tanda P-34 ;

39. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 23 Juni 2008
tentang pembatalan balik nama tethadap 6 (enam) sertifikat, diberi tanda

P-35;

40.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.9379/P/XI1/1987 tanggal 12

Desember 1987 atas nama SYARIF, diberi tanda P-36 ;

41.Pendapat Abli Hukum Perikatan oleh Prof.Dr.Ahmadi Miru, SHMHB. yang

dituangkan dalam surat tertanggal 27 April 2009, diberi tanda P-37 ;
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dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
SAKSI — SAKSI dari PENGGUGAT :
1. Saksi : SUHATMAN, SE. :

- Bahwa sewaktu saksi bekerja di perusahaan Penggugat pada tahun 2001,
saksi sempat mendengar dari Penggugat yang mengatakan akan membag
hartanya kepada anak-anaknya tetapi kepemilikan atas harta tersebut belum

diserahkan kepada anak-anaknya ;

~ Bahwa sesuai yang saksi dengar bahwa anaknya yang pertama yang
bernamna Syasif akan diberikan tanah yang terletak di JL. Aljufri, di J1. Basuld
Rahmat, dan di J1. Towua, anaknya yang kedua yang bernama Ridwan akan
diberikan tanah yang tedetak di Jl. Danau Lindu, sedangkan anakaya yang
bernama Faradiba dibetikan rumah di Jl. Monginsidi dan Pohon» kelapa di

Desz Ot Kecamatan Sindue Kabupagen Donggala ;

- Bahwa -tanah-tanah yang dib'aigikm kepada anak-anaknya tersebut masib
dikuasai oleh Penggugat, karena pada tahun 2006 saksi melihat kalau fisik

ruko yang terletak di J1. Sis Aljufri masih dikuasai oleh Penggugat ;

- Bahwa Penggugat juga mempunyai harta lain berupa mobil yaitu : mobil
kijang, toyota hardtop, dan mobil panter, tetapi masih dikuasai oleh

Penggugat dan hanya sebatas dipakai oleh anak-anaknya ;
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Bahwa salsi tdak tahu mengenai asal usul harta-harta

terseput; T e

“4uhwa Penggugat petnah mengatakan kalau pembagian harta tersebut

" dibuatkan akta, dan saksi sendiri pernah melihat akta dimaksud tetapi saksi

tidak sempat membacanya ;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta tersebut, dan saksi

juga tidak tahu mengenai proses pensertifikatan tanah-tanah yang dibagikan

tersebut ;

Bahwa Penggugat mempunyai dua orang istri, dimana jstrinya yang pertama
sudab meninggal, sedangkan dari pegkawinan Penggugat dengan istrinya
yang kedua ada mempunyai 1 orang anak perempuan, namun saksi ﬁdak
tahu apakah anak maupun istri Penggugat yang kedua mendapat

pembagian;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai harta laio selain yang telah dibagikan

kepada anak-anaknya sesual akta pembagian harta tersebut ;
¥

AHLI dari PENGGUGAT :
1. Ahli : DJOKO SUKISNO, SH.CN. :

- Bahwa berdasarkan UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan

pasal 1870 BW terdapat dua jenis akta otentik yang dibuat oleh Notasis,

yaitu : verbal akta dan party akta ;
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Bahwa verbal akta yang juga disebut akta pejabat yaitu akta - a‘x‘ag dily ‘Euvf
=

"oleh Notagds tentang kesaksian Notaris, dan hal-hal yang dimuat dalam
vetbal akta adalah apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh Notaris
sendid, sedangkan party akta yang juga disebut dengan akta penghadap
yaitu akta yang dibuat oleh Notatis untuk kepentingan penghadap, dan apa
yang dimuat dalam party akta adalah hal-hal yang menjadi keinginan

penghadap ;

Bahwa dalam pembuatan party akta ada bebapa hal yang harus ditelid oleh
Notaris, yaitu : kapasitas para penghadap, identtas para penghadap, dan

kelengkapan surat-surataya, serta bukti-bukti pendukung lainnya ;

Bahwa sekalipun party akta dibuat atas keinginan para penghadap, akan

tetapi tidak semua keinginan teksebut harus aipenuhi oleh Notazis, katena

Notars dapat menolak untuk memuat suatu isi aktd yang bertentangan

dengan Undang Undaﬂg ;

Bahwa vang dijadikan dasar dalam menunjuk identitas penghadap hatuslah
¥

- didasarkan pada surat-surat resmi datl pemerintah seperti : akta kelahiran,

kartu tanda penduduk, ataupun kartu keluarga ;

Bahwa batas umur seseorang dipandang (ijéll{ap bertindak secara hukum
untuk mengadakan perjanjian adalah 18 tahun, dan apabila anak dimaksud
belum mencapai umur 18 tahun maka harus ada pendampingan oleh orang

tuanya ataupun walinya ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012



yang Sebeparnya, maka petjanjian tersebut dapat diminiakan

pembatalan/dibatalkan ;

Bahwa dalam suatu akta sebaiknya hanya memuat satu perbuatan hukum
untuk menghindari kerancuan ' mengenai perbuatan hukum apa yang

dimaksud dalam akta tersebut ;

Bahwa dalam hal suatu akta memuat beberapa petbuatan hukum, maka
perbuatan hukum itu haruslah ada hubungan antara satu dengan lainnya,
dan pada akta tersebut harus dirincikan rnasing—masing petbuatan hukum

tersebut ;

Bahwa suatu akta tidak boleh memuat beberapa perbuatan hukum yang
saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, seperti : petjanjian jual
beli yang diikuti dengan perjanjian kuasa untuk medjaminkan, ataupun

perjanjian jual beli yang diikuti dengan pengakuan hutang ;

Bahwa dalam suatu akta bolehs memuat pembetian kuasa, namun
pemberian kuasa itu harus’disebutkan secara jelas, tegas, dan pegjanjian

kuasa dimaksud tidaklah boleh bersifat abstrak ;

Bahwa suatu akta yang memuat pembagian harta yang dilakukan oleh
seseorang calon pewars yang masih hidup tidaklah boleh dibagi habis
seluruhnya, karena bagaimanapun juga pemilik harta masth memerlukan
biaya untuk kehidupannya, kecuali anak-anak dﬁ pemﬂﬂc harta akan

. _ Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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harusm rﬁé;lgéfahui smengenai hukum waris yang beraku bagl penghadap,

dan apabila pembagian watls yang dimintakan oleh penghadap
bertentangan dengan ketentuan hukum waris, maka notasis wajib menolak

untuk membuatkan akta ;

Bahwa dalam hal harta yang dibagi itu merupakan harta gono gini, maka

suami atau istd dari perkawinan itu berhak atas setengah bagian dari harta

gono gini texrsebut ;

Bahwa pencabutan suatu akta yr;mg memuat petjanjian dua pihak haruslab
dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, sedangkan terhadap akta yang menauat
perjanjian sepihak dapat dicabut oleh pihak yang membuat pernyataan

tersebut ;-

Bahwa seorang notaris yang membuat suatu akta yang bertentangan dengan
Undang Undang dan merugikan pibak Jain dapat dituntut ganti rugi sesuai

ketentuan sanksi tethadap notatis yang diatur dalam UU No.30 tahun 2004;
113 .

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Tergugat I, I, III dan IV mengajukaa bukti surat masing-masing sebagai berikut :

BUKTI SURAT dari TERGUGAT 1 :

k4

1. Foto copy Minuta Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang Surat

Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, dibed tanda T.I-1;

2. Foto copy W‘*ﬁgﬁar’f‘yiiﬁ‘?diyf’ﬁi%k}%n%ﬁ Re%%ber 2001 tentang

Persetuiuan dan Kuasa, diberd tanda T.I-2;



10.

11.
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Foto copy Minuta Akta No.16 tanggal 03 Nopember 2007\€\ﬁ{@g A;g

e

Pembatalan, dibeti tanda T.I-3 ;

Foto copy Akta Hibah No.355/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,
diberi tanda T.I-4 ;

Foto copy Akta Hibah No.356/ PB-XI1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T.I-5;

Foto copy Akta Hibah No.357/ PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T.1-0 ;
Foto copy Akta Hibah No.358/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,
diber tanda T.I-7 ;
Foto copy Akta Hibah No.350/PS-X1/2007 tanggal 20 Noperber 2007,

diberi tanda T.I-8 ;

Foto copy Akta Hibah No.360/ PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

dibesd tanda TI1-9;

¥
Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi

‘Tengah No.W26-01/MPWN/ST/2007 tanggal 29 Januari 2008, dibesi

tanda T.I-10;

Foto copy Surat Penolakan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi
Sulawesi Tengah No.W26.MPWN.03.10-14 tanggal 28 Oktober 2008,

diberi tanda T.I-11;
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Siila\vési‘Teﬁgah‘Ng.WZ().MPWN.O?).lO—ﬂ tanggal 14 Januari 2009, dibent

tanda T.1-12;

13.Foto copy Surat Pengantar Balik Nama Sertifikat yang dibuat oleh Anand
Umar Adpan, SH.MH. No0.973/C71.NOT/ PPAT/X1/07 tanggal 21

Nopember 2007, diberi tanda T.I-13;

14. Foto copy Surat Izin Mengemudi ABRI dan Kartu Tanda Penduduk atas
nama Fazil Raja Dewa, diberi tanda T.I-14a ;
15.Foto copy Surat Izin Mengemucii dan Kartu Tanda Penduduk atas pama

Ridwan Raja Dewa, diberi tanda TI-14b;

16.Foto copy Surat Izin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama

Faradiba Raja Dewa, diberi tanda T.I-14c;

17.Foto copy Surat Izin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama

Syarif Raja Dewa, diber tanda T.I-14d ;

18.Foto copy Surat Keteringan Kematian Hj. Alsa

No.474/33/KLS/X11/2001 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda TI-15

19. Foto copy Surat Keterangan Ablt Wars No.42/KLS/XI1/2001 tanggal 24

Desember 2001, dibeti tanda T.1-16 ;

20.1egal Opinion Dr.Agus Yudha Hernoko, SHMH. tanggal 17 Juli 2008,

dibeti tanda T.I-17 ;
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21.Legal Opinion Dr.Agus Yudha Hernoko, SH.MH. tangg: \

2008, diberi tanda T.I-18 ;

22.Legal Opinion Prof. Dr.H.Syahruddin Nawi, SH.MH. tanggal 20 Oktober

2008, diberi tanda T.I-19 ;

23.Foto copy Surat Kabar Harian Mertcusuar tanggal 31 Mei 2008 halaman 10,

diberi tanda T.I-20 ;

24.Foto copy Surat Kabar Harian Mercusuar tanggal 2 Juni 2008 halaman 10,

diber tanda T.I-21 ;

25. Foto copy Surat Konfirmasi dag Bank Internasional lndonesia

No.8.2008.235/BII-PL6 tanggal 09 Juli 2008, dibed tanda T.1-22;

26.Foto copy Surat Pembatalan Kertjasama dard Bank Mega Cabang Palu

No.32/PLU-Lgl/VII/08 tanggal 07 Juli 2008, diberi tanda T.I-23 ;

27.Foto copy Surat Pembatalin Koatrak Kerja/Penunjukan sebagai Mitra

Ketja dari Sahdun Paliudju tertanggal 19 Juni 2008, diberi tanda T.1-24;
¥
BUKTI SURAT dari TERGUGAT 11, Ill dan IV :

1. Foto copy Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang Surat Pernyataan

Pembagian Harta dan Harta Wérisan, dibes tanda T.ILIIL.IV-1 ;

2. Foto copy Akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 tentang Persetjuan dan
Kuasa, dibeti tanda T.IL.IIL. IV 2;

3. Foto copy Akta No.16 tanggal 03 Nopember 2007 tentang Akta

Tinjauan yuridis.. Bangun, FH Ul, 2012
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. Foto copy Putusan Pengadilan ~ Tata Usaha

No.02/G/2008/PTUN.PL. tanggal 26 Agustus 2008 dlben tanda

TILILIV-3B;

. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu No.600-442 tanggal
20 Oktober 2008 tentang pembatalan balik nama terhadap 6 (enam) buah

~ sertifikat, diberi tanda TILIILIV-3C;

. Foto copy Surat Pemberitzhuan Perkembangan Hasil Penyidikan dar
Kepala Kepolisian Resor Palu No. Pol : B/31/X/2008/Reskim tanggal 30

Oktobet 2008, diberi tanda T.ILIIT. IV- 3D *

. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Laporan yang ditanda tangani
oleh H. Mubin Raja Dewa tertanggal 30 Septémber 2008, diber tanda

TILILIV-3E ;

8. Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juli 20108 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kelurahan Lolu Selatan, diberi tanda TILIILIV-3F ;

9. Foto copy Surat Keterangan No.1780/ H28.1.11/KP/2008 tanggal 16 Juli
2008 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako,

diberi tanda T.ILIILIV-3G ;

10. Foto copy Akta Hibah No.355/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007, -

dibed tanda T.11-4;

11.Foto copy Akta Hibah No.356/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T.II-5;
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1188, diberi tanda T.JI-6 ;
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Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.II-8 ;

15. Foto copy Sutat Permohonan dari Fazil Raja Dewa yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.II-9 ;
16.Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas namia Fazil Raja Dewa,

diberi tanda T.II-10 ;

17. Foto copy Akta Hibah No.357/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopembes 2007,

diber tanda T.111-4 ;

18.Foto copy Akta Hibah No.358/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diber tanda T.III-5;

19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.509, diberi tandd T.III1-6 ;

20.Foto copy Surat Permohonan dari Ridwan Haji Mubin Raja Dewa yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diber tanda

1)

TII-7 5
21.Foto copy Surat Peomohonan dari Ridwan Haji Mubin Raja Dewa yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda

T.II-8;

22.Foto copy Surat Permohonan dari Ridwan Haji Mubin Raja Dewa yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda

T.JI11-9 ; Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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24 Foto copy Settifkar Hak Milik No.723, dibeti tanda TIII-11 ;

25.Foto copy Akta Hibah No.360/PS-X1I/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T.IV-4;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1010, diberi tanda T.IV-5;

27.Foto copy Surat Permohonan dari Faradiba Haji Mubin Raje Dewa yaog
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, dibed tanda

TIV-6,

28.Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Faradiba Raja Dewna,

diberi tanda T.IV-7 ;

Mecimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, I dan
IV juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli, yang masing-masing dibawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI — SAKSI dari TERGUGAT I, I0, 111 dan IV

¥

1. Saksi : ASMAYANTI :

~ Bahwa saksi adalah karyawan Notaris Anand Umar Adnan, SH.MEL

(Tergugat I ;

— Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan akta No.42 dan No.43 tanggal
24 Desember 2001, karena saksi ikut menyaksikan penanda tanganan akta-

akta tersebut ;
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012




104

Rahwa sebelum penanda tanganan kedua akta tersebu
meﬁghédé.p dan berkonsultasi dengan Tergugat I kurang
menyampaikan maksudnya untuk membagi harta dan harta warisan milik

Penggugat bersama istrinya almarhumah Hj Aisa kepada anak-anaknya ;

Bahwa berkaitan dengan pembuatan akta pembagian harta dan harta

warisan tersebut, Penggugat telah melengkapi surat-surat berupa kartu

tanda penduduk, sertifikat-sertifikat tanah sebanyak 12 buah ;

Bahwa sesuai keinginan Penggugat, maka Tergugat I membuatkan akta
No.42 tentang surat pemy‘ataat; pembagian harta dan harta warisan toilik
Penggugat dan istrinya almarhumnah Hj. Aiéa; yang berupa : tanah, mobil,

dan vang ;

Bahwa seingat saksi tanah-tanah yang dibagi yaitu : tanah yang terletak di
Petobo dibagikan kepada Ridwan, tanah sebanyak 2 bidang di Karamjt
dibagikan kepada Fazil, tanah di Jalan Monginsidi dibagikan kepada

Faradiba, dan tanah di Tatura dibagikan kepada Syarif ;

1]
Bahwa mobil-mobil yang -dibagi yaitu : sebuah mobil kijang diberikan
kepada Fazil, sebuah mobil izusu panter kepada Ridwan, sebuah mobil
hardtop diberikan kepada Syarif, sedangkan Faradiba akan dibelikan mobil

Escudo tahun 1996 ;

Bahwa selain tanah dan mobil, Haji Mubin juga memberikan uang kepada

anak-anaknya masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lma ratus juta

rupiah) ; Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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* watisan-almaghumah istrinya Hj. Aisa ;

~ Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa ia mulai dad nol, bahkan
Penggugat juga pernah mengatakan kalau nant dia memperoleh harta lagi,

maka anak-anaknya tersebut tidak akan mendapat bagian lagi ;

~ Bahwa memang benar pada saat yang sama juga dibuat dan ditanda tangani
akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 tentang pesrsetujuan dan kuasa,
karena sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan sesuai akta No.42 masih

dijadikan jaminan di Bank oleh Penggugat ;

- Bahwa kemudian pada tahun 2007 Tergugat IT, III, IV dan Turut Tergugat
I datang menghadap pada Notaris untuk merr:;bu}zlt akta pembatalan No.16

yang membatalkan akta No.43 tent}mg persetujuan dan kuasa ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan akta No.16 tetsebut, Tergugat I
methbuatkan akta hibah atas perthintaan Tergugat Ii, 11, IV dan Turut

Tergugat 1 dengan mengacu pada akta No.42 tentang pembagian haita dan

harta warisan ;

- Bahwa pada saat pembuatan dan penanda tanganan akta-akia hibah
tersebut, sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan oleh Penggugat sudah

berada di tangan Tergugat IT, 111, IV dan Turut Tergugat I ;

~ Bahwa memang benar sebagian sertifikat tanah yang disebutkan dalam akta

No.42 sudah dibalik nama menjadi atas nama anak-anak Penggugat
~ Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Bahwa saksi b;icef;a sebagai karyawan Notafis (Tergugat I) sejak tabun
2000 yang bertugas sebagai petugas lapangan ;

Bahwa memang benar Penggugat pernah datang menghadap pada Tergugat

I yang meminta dibuatkan akta pembagian harta dan harta warisan ;

Bahwa benat akta pembagian harta dan harta watisan dimaksud adalab akia
No.42 tanggal 24 Desember 2001, dimana saksi turut menyaksikan dan

menanda tangani minuta akta tersebut ;

Bahwa sesuai isi akta No.42 tersebut, Penggugat membagj harta dan harta
warisan milik Penggugat bersama almarhumah istrinya yang berupa : tanah

yang telah bersertifikat, ‘mobil sebanyak 3 buah, dan uang masing-masing

sebesar Rp.SOO.()O0.000,— :

Bahwa pada saat pembuatan akta No.42 tentang pembagian harta dan harta
wasisan dimaksud, Penggugat ada menunjukkan bukti setoran uvang ke

rekening anak-anaknya masing-masing senilai Rp.500.000.000.- ;

Bahwa selain dibuat akta No.42 juga dibuat akta No.43 tentang persetujuan

dan kuasa, karena sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan oleh Penggugat

masih menjadi jaminan hutang Penggugat di Bank ;

Bahwa pada waktu penanda tanganan akta No.42, Penggugat pernah
mengatakan bahwa ia mulai dad nol yang maksudnya Penggugat telab

membagi sd&iﬁahmm@m?@iég@mékw#pym% selain itu Penggugat




anak-anaknya tidak akan mendapat pembagian Jagi ;

Bahwa sejak penandd tanganan akta No.42 maupun akta No.43 pada
tanggal 24 Deseémber 2001 sampai tahun 2007, Penggugat tidak pernah

berkeberatan;

Bahwa memaﬁg benar pada tahun 2007, Tergugat II, ITI, IV dan Turut
Tergugat I membatalkan akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa,
sehingga Tergugat I membuatkan akta pembatalan terhadap akta No.43

tersebut ;

Bahwa akta pembatalan itu dibuat katena Tergugat II, II, IV dan Tusut
Tergugat 1 bermaksud membuat akta hibah sesuai dengan isi pembagian

yang termuat dalam akta No.42 ; v

Bahwa permohonan balik nama atas sertifikat-sertifikat tanah berdasarkan
akta-akta hibah yang dibuat pada tahun 2007 diajukan senditi oleh Tergugat

I1, 111, IV dan Turut Tergugat I ;

¥

. Saksi : ISMAN :

~ Bahwa pada tahun 2001 saksi pernah melihat Penggugat datang ke kantor
Notaris (Tergugat I), dimana pada saat itu Penggugat mengatakan akan

membagi hartanya kepada 4 orang anaknya ;

- Bahwa Apada saat itu saksi melihat Penggugat ada menanda tangani surat,

akan tetapi saksirfiglalcfabusprat ﬁ?@ky%gmqqq (Hngamh oleh Penggugat ;
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- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan bahwa harta yang

——

anak-ané‘lanrh\Berupa : tanah, mobil, dan vang ;
- Szksi : ASRIRAHIM :

- Bahwa sewaktu Penggugat datang ke kantor Notaris pada tahun 2001, sakst
melihat Penggugat sempat berbicara dengan  Isman, dimana saksi

mendengar bahwa Penggugat menghadap Notatis untuk membagi hartanya

kepada anak-anaknya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melibat akta ataupun surat-surat yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Penggugat di kantor Notaris tersebut ;

~ Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa hartanya yang dibagikan kepada

anak-anaknya adalah tanah, mobil, dan vang ;

5 Saksi : ANDI ICHTIAR :

~ Bahwa saksi petnah mengantar Penggugat ke kantor Notads (Tergugat I),
dan saksi melihat sewaktu Penggugat menghadap Notatis untuk membuat

(1)
kesepakatan tentang pethbagian harta dan. harta watisan millk Penggugat

bersama almarhumah istrinya Hj Aisa ;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui seéam jelas isi akta yang ditanda
tangani oleh Penggugat, namun setelah kasus ini mulai bergulit saksi
membaca isi akta tersebut, antara lain : Penggugat membagi hartanya yang
berupa tanah, mobil, dan'uang kepada anak-anaknya ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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e NG
- Bahwa sesuai isi akta tersebut, Penggugat membagi hartanyasyaitus satu
Nt P

)

&

b‘lg;;g tanah yang-tedetak di JL Mongiasidi dan kebun kelapa yang tetletak
di Ot diberikan kepada Faradiba, tanah yang tedetak di JL Sis Aljufxd yang
terdiri dari 2 sertifikat diberikan kepada Fazil, tanah yang ada di Karamyji
diberikan kepada Ridwan, sedangkan tanah yang teletak di JL Basul

Rahmat dan di Touwa diberikan kepada Syarif ;

-~ Bahwa Penggugat juga memberikan mobil kepada anak-anaknya, yaitu: satu
buah mobil kijang diberikan kepada Fazil, sat buah mobil hardtop kepada

Syasif, dan satu buah mobil escudo akan dibelikan oleh Penggugat untuk

anzknya yang bernama Faradiba ;

— Bahwa dalam akta tentang pembagian harta tersebut, Penggugat tidak
mendapat bagian atas harta warisan almarhumah istrinya Hj. Alsa, pamun
setelah Penggugat menikah dengan istd keduanya yang bernama St
Wahyuni, Penggugat ada memperoleh harta betupa Ruko dan tanah di
Donggala Kodi dan Ruko di Balikpapan yang berlantai 2 serta satu buah
kendaraan kijang innova, tetapi Barta tersebut tidak masuk dalam akta

pembagian harta tersebut ;

- Bahwa semasih hidupnya Hj. Aisa yakni sekitar mhﬁn 1998, saksi pernah
mendengar dari Hj. Aisa bahwa hartanya akan dibagi-bagikan kepada anak-
anaknya, namun yang akan menentukan pembagian itu adalah Hj. Aisa

sendit ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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“kebetulan _ada di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat tidak ada

.dirumahnya tersebut ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Hj. Aisa mempunyai 4 orang
anak, sedangkan dari perkawinannya dengan St Wahyuni mempunyai 1

orang anak perempuan ;

- Bahwa Penggugat pernah menyuruh saksi untuk melaporkan ke Polisi yang

melaporkan bahwa sertifikat tanah atas nama Penggugat hilang, padahal
sebenarnya sertifikat tanah dimaksud tidak hilang tetapi berada di tangan

anak-anak Penggugat ;
AHLI dan TERGUGAT I, II, 111 dan IV :

1. Ahli : DR. AGUS YUDHA ERNOKQ, SH.MH. :

- Bahwa pada dasarnya ada dua bentuk perjanjian yaitu : perjanjian dua pihak

ddn petjanjian sepihak seperti hibah ;

- Babwa dalam akta No.42 tanggal 74 Desember 2001 yang dipermasalahkan
dalam perkara ini terdapat 3 konstruksi perbuatan hukum didalamnya, yaitu

: pembagian harta warisan, hibah dan kuasa b

~ Bahwa Undang Undang tidak melarang suatu akta memuat beberapa
hubungan hukum didalamnya sepanjang ada kaitan antati hubungan
hukum yang satu dengan yang lainnya, namun dari segi bisnis dan

keamanan berkontrak seyogyanya beberapa hubunganhukum i dibuat
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012 ‘
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" dan hibah; maka terlebih dahulu harus diterangkan mengenai pembagian

watis tersebut baru diikuti dengan petjanjian hibah ;

Bahwa pembuatan akta No.42 tersebut secara prosudural telah sesuai

dengan ketentuan Undang Undang, dan hubungan hukum yang dimuat

sebagai isi dari akta tersebut telah sesuai dengan kehendak penghadap ;

Bahwa adanya pemberian kuasa dalam akta No.42 juga tidak bertentangan
dengan Undang Undang, katena kuasa itu diperlukan untuk balik nama

sertifikat-sertifikat tanah yang masih tercatat atas nama Penggugat ;

Bahwa berdasarkan akta pernyataan pembagian harta dan harta warisan
tersebut, maka anak-anak Penggugat selaku penerima harta berhak uniuk
menghibahkan harta yang menjadi pembagiannya-itu kepada pthak lainnya,

hal ini sesuai dengan azas nemo plus yang dianut dalam KUHPerdata ;

Bahwa batas umur seseorang dipandang cakap méngadakan hubungan
hukurn adalah 18 tahun, dan tethadap petjanjian yadg dilakukan oleh anak
yang belum genap betumtr 18 tahun tidaklah batil demi hukum tetapi

“dapat dibatalkan ;

Bahwa pembagian harta yang dilakukan oleh Penggugat kepada anak-
anaknya sebagaimana dituangkan dalam akta No.42, tidaklah dipedukan
adanya pendampingan, karena Penggugat selaku orang tua sekaligus
bertindak sebagai pendamping dari anak-anaknya yang masih dibawah

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Bahwa seorang Noiatis berwenang antuk membuat akta parti Afas
permintaan penghadap, sehingga isi dart akta partij harus jelas dan tegas

serta sesuai dengan keinginan para penghadap ;

Bahwa dalam menglsaji suatu akta tidak cukup hanya melibat dari judul akia
sﬁja, tetapi harus dilihat pula dari isi akta Jdimaksud, sehingga diketahui 2pa

yang sesungguhnya dikehendals oleh penghadap ;

Bahwa seorang Notats wajib untuk memberikan pemahaman bukum
kepada pihak penghadap, dan Notads wajib berhati-hati dalam pembuatan

akta dengan memperhatikan kepentingan pihak penghadap;

Bahwa dalam pembuatan party .kta ada beberapa hal yang hatus
diperhatikan, antara lain : identitas penghadap, dan sufat bukti pendukung

dalam pembuatan akta ;

Bahwa sehubungan dengan identitas penghadap, Notatis tidak mempunyai

kewajiban untuk ménguji kebenar#fnya secara materiil akan tetapi hanya

melandaskan pada kebenaran formal sesuai dengan bukti-buktl yang

diajukan penghadap seperti : akta kelahiran, kartu tanda penduduk ;

Bahwa pada prinsipnya suatu akta hanya memuat satu hubungan hukum,
namun Undang Undang tidak melarang adanya beberapa hubungan hukum

dalam satu akta sepanjang hubungan hukum dimaksud saling berhubungan,

bahkan hal itu sudah lumrah dilakukan dalam praktek kenotatiatan. ;
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012
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memuat—beberapa hubungan hukum yang saling bertentangan sepert

perjanjian jual beli tanah yang diikuti dengan pengakuan hutang ;

Bahwa batas umur seseorang boleh mengadakan petjanjian adalah 18
tahun, dan apabila penghadap belum mencapai umur 18 tabun, maka

Notaris wajib menolak untuk membuatkan akta, kecuali anak it diwalili

atau didampingi oleh orang tua atau walinya ;

Bahwa apabiia akta yang dibuat oleh Notats melanggar hukum, maka
Notazis dapat digugat dan daﬁat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

Undang Undang tentang Jabatan Notaris ;

Bahwa dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dipermasalahkan
dalam perkara ini telah dibuat menurut ketentuan hukum yang betlaku dan
sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghédap dengan membububkan

tanda tangan pada minuta akta tersebut dihadapan saksi-saksi ;

Bahwa sesuai bunyi akta tersebut,;Penggugat telah membagﬂcan harta dan
harta wadsan kepada anak-anaknya yang telah diuraikan secara jelas

mengenai harta dan pembagian masing-masing anak ;

Bahwa dad bunyi akta tersebut, maka anak-anak Penggugat selaku
penerima harta bethak untuk menghibahkan barta yang menjadi
pembagiannya itu kepada pihak lainnya, sehingga akta-akta hibah yang

dibuat oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
* Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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- Bahwa dalam akta No.42 ada memuat kuasa, dimana hal M@pﬁ@ il

katena seffifikat-sertifikat tanah yang dibagikan masih tercatat atas nama

pember harta, dimana pencantuman kuasa dalam pembagian barta dan

harta warisan tidaklah bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Turot Tergugat 1 dan Turut Tergugat il

hanya mengajukan bukd surat masing-masing sebagai berikut :

BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT I;

v

1. Foto copy Akta Notaris No.42 tentang pernyataan pembagian harta dan

harta warsan, diberd tanda T.T?I— 1,

2. Foto copy Akta hibah No.359/PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,
diberi tanda T.T\I- 2

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No0.2789 atas nama Syatif HM Raja Dewa,
diberi tanda T.T.3- 3 ;

4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No0.2791 atas nama Syatif HM. Raja Dewsa,
diberi tanda TTI-4; e

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2859 atas nama Syarif HM. Raja Dewa,

diber tanda T.TI-5;

BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT II:

| Foto copy Surat Pemberiahuan Balik Nama No.973/CTLNOT-

PPAT/X1/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang disampaikan oleh Anand

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Umnar Adnan, SHMH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Ko
fanda TTO T3~ _
Foto copy Surat Permohonar yang ditanda tangani oleh Ridwan Hi. Mubin

Raja Dewa, diberi tanda T.TII-2;

Foto copy Surat Permohonan yang ditanda tangant oleh Fazil Hi Mubin

Paja Dewa, diberi tanda T.T.II- 3 ;

Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Faradiba Hi Mubin Raja

Dewa, diberi tanda T.T.I1- 4 ;

Foto copy Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Syarif Hi. Mubin

Raja Dewa, dibed tanda T.T.II- G

Foto copy Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang Surat Pernyataan

Pembagian Harta dan Harta Watisan, diberi tanda T.T.II- 6;

Foto copy Akta Hibah No.355/PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diber tanda T T.II- 7A ;

¥

Foto copy Akta Hibah No.356/PB-X1/2007 tanggdl 20 Nopember 2007,

diber tanda T.T.JI- 7B ;

Foto copy Akta Hibah No.357/ PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T.T.II- 7C ;

10.Foto copy Akta Hibah No.358/ PB-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T.T.II- 7D ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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11 Foto copy Akta Hibah No.359/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopembes. 2007

diberi fanda "B T.II- 7E ;

12.Foto copy Akta Hibah No.360/ PS-X1/2007 tanggal 20 Nopember 2007,

diberi tanda T T.1I- 7F ;

13. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474/33/KLS/X11/2001 tanggal

24 Desember 2001 atas nama Hajjah Aisa, diberd tanda T.T.II- 8 ;

14.Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.42/KLS/XII/2001 tanggal 24

Desember 2001, dibesi tanda T:T.I1- 95

15.Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2001, dibexri

tanda T.T.11- 10 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan periiam ini dinyatakan selesai,
Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Juli 2009, begitu pula Tergugat I,
dan Tergugat II, ITI, IV mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Juli

2009, sedangkan Tutut Tergugat I dan Turut Tergugat 1l tidak mengajukan

kesimpulan sekalipun Majelis telah membegikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam p'erkara ini Majelis telah meletakkan sita jaminan
(conservatoir beslag) atas barang-barang tidak ‘H:bergerak milik Tergugat I
berdasarkan penetapan No.85/Pen.Pdt.G/2008/ PN.kPL tanggal 23 Pebruaxi 2009,
dan telah dilaksanakan secara sah oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Palu

sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (conservatoir beslag)

No.85/BA Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 24 Pebruari 2009 ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak men
mengajukan JInt bukkti-dan hal lain lagi, kecuali mobon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

‘sesuatu yang berkaitan dengan pemetiksaan perkara ini yang termuat dalam Berita

- ———pg .
-

Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan

* putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan diatas ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini ﬁénggugat pada pokoknya

mendalilkan sebagai berkut :

~ Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Penggugat membuat sucat

pernyataan pembagian harta dan harta watisan yang dituangkan dalam akta

No.42, yang kemudian ditindak 'fanjuu' dengan pembuatan akta No.43
tanggal 24 Desember 2001 tenténg persetujuan dan kuasa yang dilakukan

dihadapan Notaris Anand Umar Adnarn, SHMH ;

— Bahwa dalam akta No.42 tersebut Penggugat membagikan harta dan harta
warisan Penggugat dan almarhumah istri Penggugat kepada Tergugat 11,
I, IV dan Turut Tergugat I yang terdiri dari : 12 bidang tanah, 3 unit

mobil, d - masine-masing sebesar Rp.500.000.000,-
o an UG AR ARasIOg 2 Bangun, FH UI, 2012
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Bahwa dibuatnya surat pernyataan

dalar akia No.42 hanyalah sebatas menunjuk pembagian/potsi masing-
masing agar nantinya tidak terjadi keributan antara anak-anak Penggugat

dan almarhumah istsi Penggugat, sehingga hak atas harta-basta tersebut

baru dibetikan setelah Penggugat meninggal dunia ;

Bahwa Tergugat [, II, III, IV dan Turut Tergugat I secara sepihak
membatalkan akta No.43 dengan membuat akta pembatalan No.16  yang

dibuat dihadapan Tergugat I ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2007 dengan tanpa

sepengetahuan Penggueat, ternyata Tergﬁgit I menesrbitkan salinan ke-2

dad akta No.42 ;

Bahwa berdasarkan salinan ke-2 dari akta No.42 tersebut, Tergugat II, 111,
IV dan Turut Tergugat I membuat akta—akt'(; hibah dihadapan Tergugat I
atas harta—iuarta milik Penggugat yang tercantum dalam akta No.42,
sehingga terbitlah akta hibah No.355/PB-X1/2007, No.356/ PB—Xi/ 2007,
I~Io.357/PB—}d/2007,~ No.358/PB-X1/2007,  No.359/PS-X1/2007,

No.360/PS-X1/2007 ;

Bahwa berdasarkan akta-akta Hbal1 tersebut:' Tergugat 11, III, IV dan Turut
Tergugat 1 telah mengajukan permobonan balik nama kepada Tuxut
Tergugat I1, sehingga dari 11 (sebelas) sertifikat tanah milik Penggugat telah
dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II, IIJ, IV dan Turut Tergugat I

sesual pembagi ano termuat dalam akta No.42, namun kemudian 5
A P N T Bangun. TH I 5012
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dikembalikan pleh Turut Tergugat kepada Penggugat ;

~ Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,
11, 111, IV dan Turut Tergugat 1 setta Turut Tergugat I1 tersebut diatas,
telah mengakibatkan kerugian pada dii Penggugat, yaitu : kerugian matesiil
sebesar Rp.2.557.493.740,- karena Penggugat kehilangan keuntungan yang
seharusnya diperoleh dalam proyek pengadaan barang dan jasa, bahkan
Penggugat juga mengeluarkan dana untuk membayar bunga Bank, serta
biaya untuk pengurusan kgmba.h' - sertifikat pengganti pada Kaﬁtor
Pertanahan Kota Palu sebesar Rp.8.250.000,- dan selain itu Penggugat juga
menderita ~ kerugian  immatedal  yang diperhitungkan  sebesat

Rp.12.000.000.000.- ;

Meniimbang, batiwa seBzﬂiknya. Tergueat I, 11, I1I dat TV pada pokoksiya
mendalifkan sebaga Beﬂkuf: 3 |

DALIL TERGUGATT :

W

- Bahwa fiethang Bedat pﬁtla tarlppral 24 Descrﬂbéf 2001 Tetgugat 1
membuat akta No.42 tentang pernyataan pembagian barta dan hatta
wagisan dan akta No.43 tentang pessetujudn dan kuasa, yang dibuat atas
kehendak/kepentingan para penghadap yaitu : Penggugat, Tergugat 11, 1L,

TV dan Turut Tergugat 1 ;

- Bah&ra pembuatan akta-akta diatas telah dilakukan menurut ketentuan

hukum yangThqsiakyy dithana Fenzeugat rtfe}‘gllf l?ll%fﬁngkm dengan benar
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‘. Alsa, dan Penggugat juga menerangkan kehendaknya untuk membagikan

harta dan harta warisan dengan menyebutkan secara rinci barta dan harta

watisan yang akan dibagikan kepada Tergugat II, III, IV dan Turut

Tergugat I ;

~ Bahwa dibuatnya akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa juga atas
permintaan dat Penggugat, karena barta-harta yang dialihkan oleh
Penggugat kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam akta

No.42, akan dipergunakan oleh Penggugat untuk menjadi agunan kredit

pada Bank Pemerintah maupun Bank milik swasta ;

~ Bahwa penerbitan salinan ke-2 akta No.42 adal;xh sesuai dengan ketentuan
pasal 54 UU No.30 tahun 2004 tentang jabatarll. notaris, dimana penerbitan
salinan ke-2 akta tersebut adalah atas permintaan Tergugat IT, 1T, IV dan
Turut Tergugat I, bahkan Penggugat sendiri pernah menginformasikan

kalau salinan pertama akta No.42 telah hilang ;

- Bahwa pembuaﬁn G (enam) buah r:ﬂc'ta hibah pada tanggal 20 Nopember
2007 telah sesuai dengan Ulj No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan
PP No.37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta
tanah serta PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftafan tanah, dimana akta
hibah tersebut telah memenuhi unsur dan obyek suatu akta hibah yaitu :
unsur pember hibah, unsur penerima hibah, dan obyek hibah yang
meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yangx bertalian dengan akta

: Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
No.42 tanggal 24 Desember 2001 ;
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DALIL TERGUGAT II, 111, IV :

~ Bahwa mem;;lg benar pada tanggal 24 Desember 2001 Penggugat telah
membagikan harta dan harta warisan Penggugat (ayah kandung Tergugat 11,
I, IV dan Turut Tergugat I) dengan almarhumah Hj. Aisa (ibu kandung
Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat 1) yang dituangkan dalam akta
No.42 berupa : 12 bidang tanah, 3 unit mobil, dan vang masing-masing

sebesar Rp.500.000.000,- ;

- Bahwa sehubungan dengan pembagian harta dan harta warisan dimaksud,
Penggugat telah menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah dan uang masing-
masing sebesar Rp.500.000.000,- dan masing-masing 1 (satu) unit mobil

kepada Tergugat I1, TIL, IV dan Turut Tergugat T ;

- Bahwa oléh karena Penggugat masih berkehendak mempergunakan
sebagian harta/surat-surat yang telah dibagi dan diserahkan tersebut, maka
Tergugat II, T, IV dan Turut Tergugat I sepakat membuat persetujuan
dan kuasa kepada Penggugat yang dituangkan dalam akta No.43 tanggal 24
Desember 2001 ; e

- Bahwa i)ada tanggal 20 Nopember 2007 Tergugat II, ITI, IV dan Turut
Tetgugat I membuat akta-akta hibah dihadapan il“ergugat I guna menindak-
lanjuti pembagian harta dan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam
akta No.42 tersebut, bahkan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I

telah pula membalik nama sertifikat-sertifikat tanah tersebut sesuai hak

pembagian masingaasiag iiqis . Ricky Bangun, FH U, 2012
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“thembatalkan akta-akta yang berkaitan dengan pembagian harta dan harta
warisan tersebut dengan melaporkan Tergugat I kepada Majelis Pengawas
W/iléyah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, dan mengajukan gugatan ke
PTUN Palu, babkan melaporkan Tergugat 11, III, IV dan Turut Tergugat I

ke Polresta Palu dengan pengaduan melakukan tindak pidana pemalsuan ;

DALIL TURUT TERGUGAT :

- Babwa memang benat pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat akta
No.42 tentang pembagian harta dan harta warisan milik Penggugat dan
almarhumah istri Penggugat, namun perﬁbagian harta dalam akta No.42

masih sebatas penunjukkan saja dan belum diberkan, karena beberapa

barta (sertifikat tanah) masih dijadikan agunan'.dj Bank oleh Penggugat ;

~ Bahwa semua salinan pertama dar akta No.42 hanya dipegang oleh
Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat I

menerbitkan salinan ke-2 dai akta No.42, yang kemudian atas permintaan
Tergugat II dan Tergugat I diBuatlah akta-akta hibah, yang selanjutaya

berdasarkan akta-akta hjba'h tersebut dilakukan balik nama atas 9 sertifikat

tanah milik Penggugat tersebut ;

~ Bahwa memang benar sertifikat tanah yang sudah dibalik nama menjadi
atas nama Turut Tergugat I telah dikembalikan kepada Penggugat, karena
Turut Tergugat I menyadari bahwa perbuatan tersebut telah menyakiti dan

menghancurkan Penggugat selaku ayah, maka oleh karena itu Turmt
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012




loarena telal-disalah-gunakaa oleh Tergugat IT, I, dan IV

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Il tidak mengajukan jawaban atas

gugatan Peaggugat diatas, sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk
it , :

Menimbang, bahwa dari uraizn dalil kedua belah pihak diatas, terayata yang

menjadi persoalan dalam perkara ini adalah bermula dasi suatu perbuatan hukum
yang dituangkan dalam aktz No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang sufat

pernyataan pembagian harta dan harta‘watsan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pokok persoalan diatas, maka
pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan apakah akta notads No.42 tanggal
24 Desember 2001 sah menurut hukum -atau sei)ah'knya akta tersébut

mengandung cacad yuridis sehingga harus dinyatakan batal demi hulkum ;

Menimbang, bahwa dati bunyi pasal 1868 BW dihubungkan dengan bunyl
pasal 165 HIR/pasal 285 Rbg, bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat
oleh atau dihadapan pejabét yang diberiwwewenang untuk ite, merupakan bukd
yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang
mendapat hak dari padanya tentang. apa yang tercantum didalamnya, babkan
tentang segala sesuatu yang secara gamblang dinyatakan didalamnya, sepanjang
yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang

diatur didalam akta tersebut ;

Menimbang, Thiduena yheadasarary BSAESTHRR A1 gtentik sebagaimana

e g a vt oo dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat
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akta sering disebut dengan akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notass atas
jabatannya yang memuat peristiwa hukum yang dilihat, didengar, dirasakan dan
dialami sendid oleh notaris, sedangkan partj akta seting disebut dengan akta
penghadap yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dan kepentingan

penghadap yang memuat suatu petbuatan hukum yang dikehendaki oleh

penghadap ;

Menimbang, bahwa setelah' Majelis mencermati bukti-bukti surat yang
diajukan oleh kedua belah pihak, yakni : bukﬁ surat Penggugat bertanda P-1 s/d
35, bukti surat Tergugat I bertanda T.J-1 s/d 24, bukti surat Tergugat 1L 100, IV
bertanda TJLIILIV-1 s/d 3G, T.I1-4 s/d 9, T.III-4 s/d 11, TIV-4 s/d 8, dan
bukti surat Turut Tergugat 1 bertanda T.T.I-1 s/d 5, serta bukti surat Turut
Tergugat 1T bertanda T.T.1I-1 s/d 10, tetnyata akta No.42 taniggal 24 Desember
2001 dan akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 - akts-akta lainya yang
dipersoalkan dalam perkara ini adalah termasuk partij akta yang dibuat dihadapan
Tergugat I selaku Notars atas permintaan dan kepentingan Penggugat maupun

¥

Tergugat 1T, III, IV dan Tqrut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam menilai keotentikan suatu akta Notatds baik
dalam bentuk verbal akta maupun paxn) akta, ddak{;h cukup hanya mendasarkan
pada prosedur/cara pembuatan dan wewenang pejabat yang 'mcnibuat akta
tersebut, namun harus dilihat pula dari sisi substansi akta tersebut, karena

substansi suatu akta tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang

\

e~

beraku ; o
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Menimbang, bahwa mengenai procedural pembuatan akta No. 4\2.{\ v 5}/

e

T

Desember 2001 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan, jika

dihubungkan dengan keterangan' saksi Penggugat yang bernama Suhatman,SE.{
dan saksi Tergugat I, 11, III, v yang bernama Asmayanti, Sonny Hidayat, Isman,

Asti Rahim, dan Andi Ichtiar, telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai besikut :

- Bahwa benar Penggugat Hi. Mubin Rajadewa telah datang menghadap pada

Tergugat I Anand Umar Adnan, SH.MH. selaku Notaris di Palu, yang
menerangkan kehendaknya uatuk dibuatkan akta tentang perayataan
pembagian harta dan harta warisan yang dikuasai dan menjadi hak bersama

istrinya yaitu almarhmah Hajjah Aisa ;

~ Bahwa benar akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tersebut, telah dibaca
dihadapan penghadap Hi. Mubin Raja Dewa?’dan saksi-saksi yaitu : Sonny

Hidayat dan Hetawati, dan telah ditanda tangani oleh para penghadap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menurut Majelis

procedural pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang suiat
pernyataan pembagian harta dan hartd*warisan, telah sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Reglerﬁent op Het Notatis Ambt in Indonesie (Stb.1860 no. 3)
yang kemudian diganti dengan Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata akta No.42 tanggal
24 Desember 2001 dibuat oleh Tergugat I Anand Umar Adoan, SHMH. dalam
jabatanoya seloku Notards, dimana seorang Notaris adalah pejabat umum yang

o Tinjauan yuridis..., Ricky Bafngun, FH Ul, 2012 .
diberi kewenangan untuk membuat akta otentk maupun akta-akta lainnya
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menurut ketentuan Undang Undang, maka oleh karena itu pembuatan\@;l‘g /Z’

e

tanggal 24 D¢§ember 2001 telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk
. -

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan substansi dari akta No.42
tanggal 24 Desember 2001 yang dipersoalkan dalam perkara ind, jika dibubungkan
dengan pendapat huknm (legal opinion) seorang pakar hukum yang dimuat dalarh
bukt P-34 dan P-37, berpendapat bahwa substansi dari akta No.42 tanggal 21 |

Desember 2001 tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dard | pendapat hukum (legal opﬁﬁén)
beberapa pakar hukum yang dimuat dalam bukt TI-17, TI-18, T.I-19,
berpendapat bahwa akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dibuat dihadapan
Tergugat 1 selaku Notaris telah sesuai dengan ketentuian hukum yang diatur dalam
peraturan jabatan notaris Stb. 1860 No.3 dan Undang Undang No.30 tahun 2004

tentang jabatan notaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli yang diajukan oleh Penggugat yang
bernama Djoko Sukisne, SH.CN, mempberikan keterangan dan pendapatnya

sebagai berikut :

- Bahwa dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 terdapat tiga
pesbuatan hukum didalamnya yaitu : perbuatan hukum pemberan harta,

pembagian warisan, dan pemberian kuasa ;

~ Bahwa perbuatan hukum pemberian harta tidaklah dapat dibuat dalam satu

akta dengan perbuatan hukum pembagian watisan, melainkan harus dibuat
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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dalam akta yang terpisah untuk menghindari kerancuar&%lﬁéiﬁw et

i

——

tersebut] = - -

- Bahwa dalam pembuatan akta tentang pembagian waris, seorang Notaris
hendaknya mempeﬁhadkan ketentuan  hukum yang bedaku dalam

pembagian waris tersebut ;

— Bahwa apabila salah satu pihak dalam akta tersebut masih belum genap
berumur 18 tahun, maka pibak itu harus didampingi oleh walinya, kasena
anak yang belum cukup umur 18 tahun belum dipandang cakap uniuk

melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya ahli yang diajukan oleh Tergugat I, II, III,
IV yang bernama : Dr.Agus Yudha Ernoko, SH.MH. dan Dr.Habib Adjie,

SH.M.Hum., memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut:

~ Bahwa suatu akta dapat memuat beberapa petbuatan hukum didalamanya,
sepanjang perbuatan-perbuatan hukum itu berbubungan antara satu dengan

yang laianya, bahkan hal itu S'li'ldah lumrah dildkukan dalam prakiek

kenotatiatan;

~ Bahwa isi suatu akta partij merupakan kehendak dari pihak/penghadap,

sehingga notatis wajib membuatkan akta yang dikehendaki penghadap

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Undang Undang ;

- Bahwa pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 telah sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut harus
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
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bahwa ‘dalam  menilai substansi suatu akta otentlk dalam bentuk partj akta

haruslah dilihat dari dua hal, yaitu : Apakah perbuatan hukum yang dimuat
didalam akta tersebut telah cukup jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum yang berlaku, dan Apakah pefbuatan hukum yang dimuat dalam akia

tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perikatan/perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa jilka dipechatikan materi yang dimuat didalam akiz
No.42 tanggal 24 Desember 2001, ternyata didalamnya memuat tiga perbuatan

hukum, yzitu : pemberian harta, pembagian harta warisan dan pemberian kuasa ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum dalam bentuk pembetian harta
dalam artian hibah, secara komsepsional mempunyai kontruksi hukum yang
betbeda dengan perbuatan hukum pembagian waésan, dimana  pelaksanaan
pemberian harta (hibah) dilakukan semnasih hidupnya pembed hibah, bahkan
dalam perbuatan hukum hibah harus pula diperhitungkan. legitimatie portie dan
ahli wars lainnya, manakala terdapat adanya abli waris lains yang juga berhak atas

harta tersebut ; : kg

Menimbang, bahwa gebalikn5;a perbuatan hukum dalam bentuk pembagian
harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dengan kata
lain harta warisan baru terbuka setelah pemilik harta (pewatis) meninggal dunia,
dimana system pewatisan tersebut sangat ditentukan olg,zh' hukum waiis yang

diperlakukan dalam pembagian waris tersebut ;

Megimbang, bahwa dengan mengacu pada pandangan diatas, maka suatu

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
partij akta tentang pembagian watls harus memuat secara jelas mengenai siapa
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pewarisnya, siapa-siapa ahli warisnya, barta-harta apa saja yang te

warisan, dan

wWafls ;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan hukum dalam bentuk pemberian
harta (hibah) mempunyai kontruksi hukum yang sangat berbeda dengan
pembagian waris, maka menurut Majelis kedua perbuatan hukum tersebut tidaklah
dapat disatakan dalam satu akta, karena hal itu akan menimbulkan keragu-raguan
dan kerancuan mengenai perbuatan hukum apa yang sesungguhnya dikehendaki

oleh penghadap ;

Megimbang, bahwa jika dicergmu’ akta No.42 tanggal 24 Desember 2001,
ternyata pada halaman 2. minuta akta tersebut dimuat adanya kalimat yang
betbunyi : “pabwa penghadap bersama isterinya bernama a?marbumab myonya Hajjah Aisa
tersebut semasa  hidupnya menguasai  dan berhak atas ; sebidang ftamah .......... dan
seterusnya”, dimana kalimat tersebut menunjukkan bahwa hasta-hacta yang akan
diberikan dan dibagikan oleh Penggugat merupakan harta gono gini dagd
Penggugat dalam perkawinan dengan istsinya yang bernama almarhumah Hajjah

Aisa

Menimbang, bahwa dalam hal harta-harta dimaksud merupakan harta
bersama (gono-gini), maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum
Adat bahwa Penggugat sebagai scorang suami berhak atas setengah bagian dad
harta gono gini tersebut, bahkan Penggugat selaku ahli waris istrinya juga berhak

atas harta wardsan almarhumah bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu

Tergugat 1 IT, T, TV SEHE " rerfight Bgnoun. FH U1, 2012
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Menimbang, bahwa mengingat harta-harta yang disebuﬂcﬁhéqlé
No.4Z tamggal-24 \gesember 2001 merupakan harta bersama (gono %ni) daxd
Penggugat bersama istdnya almarhumah Hj. Aisa, maka hatus ditentukan secara
jelas mengenal harta-harta yang mana yang menjadi.hak pembagian almarhumah

Hj. Aisa, karena harta-harta tegsebutlah yang dapat dibagi waris oleh para abli

warisnya, yaitu : Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat bersama-saimna

Penggugat;

’

Menimbang, bahwa harta-harta yang menjadi hak pembagian Peoggugat
selaku suami, memurut Majelis belum dapat dibagi waris oleh Tergugat II, IIL, TV
dan Turut Tergugat I sekalipun me;eka adalah anak-anak kandung Penggugat,
namun dalam hal Penggugat betmaksud menghibahkan harta-harta yang menjadi
hak pembagiannya itu, miaka haruslah diperhitungkan pula hak dari ahli watis

lainnya yang juga bethak atas harwa Penggugat tetsebut ;

Menimbang, bahwa térlmdap hal-hal ters;:but diatas, ternyata tidak
disebutkan secara jelas oleh Tergugat I didalam mated akta No.42 tanggal 24
Desember 2001 tentang surat pernyata;?n pembigian harta dan harta wadsan,
schingga nampak adanya kerancuan mengenai perbuatan hukum  yang
sesungguhnya dikehendaki oleh penghadap, bahkan menimbulkan penafsﬁan yang

berbeda antara Penggugat dengan Tergugat 11, 11, IV dan Turut‘Tergugat I

mengenai perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun pembuatan partij akta didasarkan atas

permintaan atau kepentingan penghadap, namun Tergugat 1 sebagai sedn:ang

notatis mempunydiﬁ%Mid@@kiwg%eg@ﬁ%%%ﬁnm hukum kepada



131

N
)y

Lot y
N, E g

penghadap dan wajib menolak untuk membuat suatu akta yang Ber‘t\wsaa;@ﬂigaﬁ

52
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dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para penghadap ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai seorang pejabat/notaris harus
cermat, hati-hati dalam membuat 2kta, dan sudah harus mengetahui hukum apa
yang diperlakukan terhadap harta, baik itu harta gono gini atau bibab atau
pembagian warisan, hal mana diabaikan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I telah
melakukan perbuatan melawan hukum  yang merugikan orang lain yaitm

Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dﬂiempkakari ciiatas, bahwa akta No.42 tanggal 24
Desember 2001 selain memuat perbuatan hukum berupa pemberian barta dan
pembagian watis, juga memuat perbuatan hukum berupa pembesian kuasa
sebagaimana disebutkan pada halaman 11 dari thinuta akta tersebut yang
berbunyi: “Yang diberi kuasa (anak-anak penghadap tersebut) diberi hak dan kekuasaan
guna menghadap kepada dan dibadapan para pembesar, notaris danf atan pejabat pembrat
akta J'm}g Zﬁnvezzang, ................ , menanda iangani Sural permoboﬂan/ akta-akla
dan/ dtau doksmen lainnya yang dij)erlu/ean gﬂ:ﬁg pelaksanaan pendqﬂ‘amn/ balik nama atas
per.rz’// tanah dan mobil-mobil tersebut diatas ke atas nama MIASERg-Masing anak-anak

peng/yadqbymgg disebutkan tersebut diatas” ;

Menimbang, babwa adanya pembedan kuasa tersebut, justru menambah
kerancuan mengenai perbuatan hukum yang dimaksudkan oleh para penghadap,

karena apabila perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta tersebut benat-benar

dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas harta tersebut, maka pemberian kuasa

kepada penerima hiliiﬁ)épenqdrm&s.haﬂi@kwséﬁgnnﬁdqlﬂq,hz@ﬁpeﬂukan lagi, akan
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bukanlah dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas harta-harta yang disebutkan

dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa dad seluruh uraian pertimbangan diatas, ternyata
perbuatan hukum .yang sesungguhnya dikehendaki oieh penghadap tidak
dituangkan secara jelaé didalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, bahkan
perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut bestentangan dengan
ketentuan hukum hibah, pembagian gono gini dan hukum waris yang berlaku bagi
penghadap, maka substansi akta yaﬁg demikian menurut Majelis mengandung
cacad yundis ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan : diéifas, bahwa dalam menilai

substansi suatu akta harus pula dilibat dari syarat-syarat sahoya suatu perbuatan

hukum/perikatan yang dilakukan oleh para penghadap ;

Menimbang, bahwa mengenal syarat-syaat sahnya suatu perbuatan

bukum/perdkatan telah disebutkan secaraBmitative dalam pasal 1320 BW, yaitu :
1. Sepak;alt mereka yang mengil'catkan dirinya ;

2. Kecakapan untuk membuat su;mh_l perikatan ; :

3. Suatu hal tertentu ;

4, Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kecakapan untuk membuat suatu
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012

perikatan, Majelis sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh kedua
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belah pihak, bahwa seseorang dipandang cakap untuk melakukan Sua\& % 1 };ﬁﬁ

hukum-atau pesikatan, apabila yang bersangkutan sudah genap berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa schubungan dengan hal tersebut, jika diperhatkan
identitas penghadap dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, ternyata
disebutkan bahwa penghadap yang betnama : Syarif Hi. Mubin Raja Dewa labix
pada tanggal 9 Juli 1981, sedangkan Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa lahir pada
tanggal 26 September 1982, narﬁun setelah dihubungkan dengan bukti surat
Penggugat bertanda P-21, P-22, dan P-36, ternyata Turut Tergugat I Syasif Ha.
Mubin Raja Dewa lahir pada tanggal 9 Juli 1.984, sedangkan Tergugat IV Faradiba
Hi. Mubin Raja Dewa lahir pada tanggal 26 Septe;;}bet 1985, maka sesungguhnya
kedua anak tersebut belum genap berumur 18 tahun, sehingga belum dipandang

cakap untuk melakukan suatu petikatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dad pihak-pihak yang
méngﬂmtkan diri dalam akta No.42 tanggal 24 Désember 2001 belum genap
berumur 18 tahun, maka perkatan/perbuatan hukum yang dimuat akta tersebut
tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu gem’katan sebagaimana ditentukan dalarn

pasal 1320 BW ;

Menimbang, bahwa dat seluruh uraian perﬁxnbbingan diatas, menurut
Majelis .subsmnsi dari zkta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang pembagian
harta dan harta warisan mengandung cacad yurdis, maka oleh karena itu akta

tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimna dikemukakan diatas, bahwa berdasarkan

akta No.43 tanggal Zélln ugsne%/n ngrls205§fdé¥r?1?rg%mrgyg\yglh% Oﬁ? III, IV dan Twmt




menaogglicgkan—harta-harta yang disebutkan dalam akta No.42 tangg;;l 24
Desember 2001 sebagai agunzn kredit pada Bank Pemerintah maupun Baok
Swasta yang dimohonkan oleh Penggugat, yang kemudian akta persetujuan dan
kuasa tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat II, III, IV dan Turut
Tergugat 1 dengan .membuat akta pembatalan No.16 tanggal 3 Nopember Z007

yang dibuat dihadapan TergugatI ;

Menimbang, bahwa pembatalan secata sepihak atas akta No.43 tanggal 24
Desember 2001 oleh Tergugat II, 111, IV dan Turut Tergugat I, semata-mata
dimaksudkan agar Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat 1 dapat melakukan
perbuatan hukum lain atas harta-harta yang termuat dalam akta No.42 tanggal 24

Desember 2001 tanpa persetujuan Penggugat ;

fenimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata Tergugat 1 tanpa
persetujuan Penggugat telah menerbitkan salinan kedua dati akta No.42 tanggal 24
Desember 2001, yang selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2007 Tergugat I
membuatkan akta-akta hibah atas permjntaan Tergugat II, III, IV dan Tuiut
Tergugat 1, yaitu : akta hibah No.355/PB-X1/2007, No.356/PB-XI/2007,
No.357/PB-X1/2007, No.358/PS—XI/_ZOO7, No.359/PS-X1/2007, dan akta hibah

No.360/PS-X1/2007 ;

Menimbang, bahwa pembuatan akta-akta hibah tersebut, ternyata ahli yang
diajukan oleh Tergugat I, IT, II1, dan IV yang betnama-Dr. Agus Yudha Erncko,

SH.MH. dan Dr.Habib Adjie, SH.M.Hum. berpendapat sebagai berikut :

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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/
~ Bahwa akta-akta hibah yang dibuat oleh Tergugat I dengan }x@tﬁn‘d@ﬂx&ﬁ
B Eﬁaa“bunyr a,km\ No.42 tanggal 24 Desember 2001, telah sesuai dengan

ketentuan hukum yang diatur dalam PP No.24 tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah ;

- Babwa adanya penerima hibah yang juga bertindak sekaligus selaku
pemberi hibah dalam akta tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan
hukum, bahkan hal ita merupakan penyelundupan hukum yang lazim

dilakukan dalam praktek kenotatiatan ;

Menimbang, babwa dalam hal ini Majelis tidaklah sependapat dengan
pendapat ahli diatas, katena akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tidak dapat
dijadikan dasar hukum peralihan hak atas hatta-harta yang dimuat didalam akta
tersebut, maka sesungguhnya Tergugat II, III, IV éan Turut Tergugat I belum
dapat dikwalifikasi sebagai pemilik atau orang yang berhak mengalibkan ataupun

menghibahkan harta-harta tersebut kepada pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan hukum yang dimuat dalam akta
hibah dimaksud hanyalah bersifat petfogna belaka, hal ini terungkap dari adanya
fakta dimana subyek hukum ya.ng' bertindak selaku pemberi hibah juga bertindalk
sekaligus selaku penerima hibah, maka menurut Majelis akta hibah yang demikian
mengandung cacad yuridis, lebih-lebih lagi akta-akta bibah tersebut dibuat

berdasatkan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang telah dinyatakan batal

demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut
‘ Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
Majelis akta-akta hibah tanggal 20 Nopember 2007 No.355/PB-X1/2007,
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X1/2007, dan Ne.360/ PS—XI/ 2007, harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa tethadap perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan
salinan kedua akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 semata-mata atas permintaan
Tergugat 11, III, IV dan Turut Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat, menucut
Majelis tindakan Tergugat I selaku Notars telah menyimpang dengan ketentvan
Undang Undang, dimana seorang Notaxis berkewajiban untuk bertindak secara

seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa- demikian pula te?hadap tindakan Tergugat II, TIT, IV
dan Turut Tergugat | yang membuat akta-akta hibah dihadapan Tergogat I dengan
menyalah-gunakan isi akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, yang ditindak lanjut
oleh Tetgugat ] dengan menyampaikan surat pexjflbeﬁtahuan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palu untuk memproses balik nama sertifikat-sertifikat
tanah atas nama Hi Mubin Raja Dewa (Penggugat) menjadi atas nama Tergugat 11,
I11, TV dan Turut Tergugat I sesuai dengan akta hibah tangpal 26 Nopember 2007
No.355/PB-X1/2007, No.356/PB-X1/2Q07, No.357 /PB-X1/2007, No.358/PB-
X1/2007, No.359/PS-X1/2007, dan akta hibah No.360/P8-X1/2007, menurut
Majelis tindakan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I merupa].fag perbuatan

melawan bukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Tcrgugaf I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, ternyata menimbulkan kerugian

materiil pada did Penggugat, dimana Penggugat harus mengeluatkan biaya uniuk

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata sertifikat-sertiftkat

yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Turut Tergugat I, telah dikembalikan
oleh Turut Tergugat 1 kepada Penggugat, maka oleh karena itu tethadap kerugian
yang diderita oleh Penggugat diatas, haruslah dibebankan kepada Tergugat I, 11,

IIL, 1V,

Menimbang, bahwa terhadap kerugian matedil lainnya yang didalilkan oleh
Penggugat sehubungan dengan tidak dicairi{annya kredit Penggugat pada Baok
Mega Sgatiah Jakarta, serta kerugian berupa-. "hilangnya keuntungan yang
diperkirakan akan diperoleh jika Penggugat bethasil memperoleh bebesrapa
proyek, dan pembayaran bunga pinjaman pada Bank'iBukopin Cabang Samarinda,
menurut Majelis tidaklah dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tergugat I,
maupun Tergugat II, IIL, IV dan Turut Tergugat I, karena kerugian dimaksud
bukanlah merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Tergugat I, II, IIL, IV danslurut Tergugat 1 ;

Menimbang, bahwa selain menuntut gant rugi materiil, Penggugat juga
menuntut ganti rugi immateral sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar
rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R1 tanggal 13 Apsl

1978 No.1226/K/Sip/1977 bahwa ganti rugi immateriil adalah suatu kepatutan

dan kelayakan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran tertentu ;
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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S/ 72
Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan, bah\x)@n

—iT. L

adalah scorang pengusaha besar dimana beberapa proyek yang harus dikerjakan

menjadi terbengkalai, karena tidak dapat lagi suntikan dana bank ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi
kepercayaan sebagai seorang pengusaha yang menyebabkan Penggugat mengalami

kerugian immatertil 5

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat
Majelis Hakim adalah patut dan layak jika tuntutan ganti rugi immatesil

dikabulkan sebagian yaitu sebesat Rp.3.000.000.000,- (tiga milyat rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat pembuatan akta No.42 tanggal 24
Desernber 2001 yang telah dinyatakan batal demi lltﬂﬁum adalah disebabkan oleh
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tex;gugat I, maka adalah pémt
menurut hukum jika Tetgugat 1 yang dihukum untuk membayar gant rugi

immateriil tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menjamin pemenuhan tuntutan ganti  rugi

v
tersebut, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-
barang milik Tergugat I berdasarkan penetapan No.85/PenPdt.G/ 2008,x" PN.PL
tanggal 23 Pebruard 2009, yang telah dilaksanakan secara sah oleh jurusita
pengganti Pengadilan Neged Palu sesuai berita acara penyitaan
No.85/B.A.Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 24 Pebruari 2009, menurut Majelis

adalah cukup beralasan untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, traljssardagiperinbrpgamodintas dkaodihubungkan dengan

netitim ouoatan Penooucat maka Majelis berkesimpulan sebagai berikut :
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— Bahwa oleh karena sita jaminan (conservatoir beslag) yang dﬂeﬁ@@n
~barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I adalah cukup beralasan
menurut hukum, maka sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut harus

dinyatakan sah dan betharga, selﬂhgga dcnganA demikian petitum gugatan

angka 2 harus dikabulkan ;

- Bahwa telah dipertimbangkan diatas, ternyata terbukti Tergugat I, I, IIf,

IV dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan  hukum
sehubungan dengan penesbitan dan pembuatan akta-akta hibah
berdasatkan salinan ke-2 dari akta Nc;.42 tanggal 24 Desember 2001 dan
mengajukan permohorian balilk nama atas sertifikat-sertifikat milik
Penggugat, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dan 4 haruslah

dikabulkan ;

— Bahwa sesuai pertimbangan diatas ternyata harta benda yang disebutkan

dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 adalah milik Penggugat, maka

oleh karena itu petitum gugatan angka 5 haruslah dikabulkan ;

-~ Bahwa oleh l%arena akta No.42 't‘:mggal 24 Desember 2001 meﬂgandung
cacad yundis dan cijnyatakan batal demi hukum, maka oleh karenz itu

petitum gugatan angi{a 6 haruslah dikabulkan ;

~ Bahwa demikian pula tethadap akta-akta hibah yang dibuat berdasarkan
akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tersebut harus pula dinyatakan batal

demi hukum, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 7 haruslah

dikabulkan ; _ -
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Bahwa tethadap sertifikat tanah hak milik Penggugat yang

T

nama menjadi atas nama Tergugat I, 0L, IV dan Tumt Tergugat 5

berdasarkan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum, menutut
Majelis harus dinyatakan tdak mempunyai kekuatan hukum, maka oleh

karena itu petitum gugatan angka 8 haruslah dikabulkan ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I maupun Tergugat II mempunyai

keterkaitan dengan petkara ini, maka Turut Tergugat I maupun Turut
Tergugat 11 harus tunduk dan patuh tethadap putusan ini, sehingga dengan

demikian petitum gugatan anglka 9 harus pula dikabulkan ;

Bahwa oleh karena tuntutan gant rugi matedil maupun immatesil yang
dlmohonkan oleh Penggugat menurut Majelis hanya dikabulkan
sebagiannya, maka tethadap petitum gugatan angka 10 harus dinyatakan

dikabulkan untuk sebagian ;

Bahwa sekalipun proses balik nama sertifikat-sectifikat tanah milik

Penggugat telab dilaksanakan oleh Turut Tergugat II atas dasar perbuatan
melawan hukum yang 'dilkaukanwoleh Tergugat 11, III, IV dan Turut
Tergugat I, namun Pengadilan Negeri tidaklah mempunyai kompetensi
untuk memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan agar menerbitkan dan
membalik nama kembali sertifikat-sertifikat tanah tersebut menjadi atas

nama Penggugat, maka dengan demikian tethadap petitum gugatan angka

11 haruslah ditolak ;

Bahwa mengeniai RergrlenaR BRIIDATIGALALADS paksa (dwangsom) yang

dimohonkan oleh Pencgugat menurut Majelis' tidaklah beralasan menurut



T ditolaky -

- Bahwa demikian pula mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uit
voorbar bij voorrad), menurut Majelis tuntutan tersebut tidak memenuhi
syarat-syarat sebagaimana pasal 180 HIR /pasal 191 Rbg, maka oleh karena

itu petitum gugatan angka 13 harus pula ditolak ;

— Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat diatas hanya dikabulkan untuk
sebagian, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 1 barus dinyatakan

dikabulkan untuk sebagiannya

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Tergugat I

dan Tergugat 11, 11T, IV Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

¥

GUGATAN REKONPENSI dari TERGUGAT I KONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi
mengemukakan dalil-dalil gugatan rekonpensi ;rang pada pokoknya sebagai

berikut:

~ Bahwa pembuatan Akta No.42 tentang surat pernyataan pembagian barta

dan harta warisan, dan pembuatan Akta No.43 tentang persetujusn dan

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangup, FH Ul,:201
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akta hibah oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonp@isi;:z%
permintaan _dari Tergugat 11, T, IV Konpensi telah sesuai dengan

ketentuan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notatis ;

Bahwa sehubungan dengan pembuatan dan penerbitan salinan akta diatas,
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melaporkan Tergugat 1
Konpensi/Penggugat Rekonpensi kepada Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Propinsi Sulawesi Tengah dengan tuduban melakukan perbuatan
melawan hulsum, dan selain itu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpenst
juga menyebarkan besita bohong melalut surat kabar hanan Mercusuat yang
intinya Tergugat [ Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku Notaris telah
melanggar Undang Undang, bahkan memvonis Tergugat 1
Konpensi/Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan secara bekerjasama
merampas harta Tergugat Rekonpensi, dengan jalan membuat surat kepada

Danrem 091 ASN di Samarinda yang ditembﬁskan kepada Pangdam VI

Tanjung Pura di Balikpapan ;

Bahwa perbuatan melawan hukam yang dilakukan oleh Penggugat
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian
materiil berupa pemutusan hubgngan ketja sama oleb PT Bank Mandin,
PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Per;lbangunan Daerah Sulawest
Tengah, PT Bank Internasional Indonesia, PT Bank Mega, PT Bank
Danamon, PT Bank Perkreditan Rakyat- Palu Anugrah, yang

diperhitungkan sebesar Rp.4.842.500.000,- dan ketugian immaterial sebesar

Rp.100.000.0001K)8wran yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Menimbang, bahwa atas gugatan rckonpensi dad Tezgu%aﬁ“

¥l

Konpensi/Penggugat 1 Rekonpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekonpensi mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berkut :

-~ Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat »Konpensi yang
melaporkan Penggugat 1 Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi ke Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan pasal 70 huruf g UU No.30 tahun 2004 tentang

‘jabatan notags ;

- Bahwa apa yang dimuat dalam surat kabar harian mercusuar tentang

perbuatan Tergugat I Konpensi/ Penggugatvi Rekonpensi adalah sesuatu
yang benar adanya, maka pernyataan Penggugat Konpensi/Tetgugat

Rekonpensi dalam surat kabar tersebut bukanlah merupakan perbuatan

melawan hukum ;

~ Bahwa demikian pula mengenai perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat‘
Rekon?ensi yang mengirim sutat kepada Komandan Korem 091 ASN
Samarinda blﬂcérﬂah'mcmpakan per;buatan melawan hukum, karena surat
itu bersifat rahasia dan disampaikan secara kedinasan dengan maksud zgar
Tergugat II Konpensi dibina ‘sesuai ketentuan yang beraku dalam

kemiliteran ;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan rekonpensi diatas, bahwa tuntutan
gantl rugi yang dimohonkan oleh Penggugat 1 Rekonpensi/ Tergugat I Konpenst

- didasarkan atas suatu_dalil bahwa Tergu Rekox;ﬁ)_'cnm/ Penggugat Konpensi
Tinjauan yuridis... Rlcky Bangun, Ul, 2012




Rekonpensi/ Tergugat 1 _Konpensi e

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti atas perbuatan
melawan bukum yang didalilkan oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I

Konpensi diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

~ Bahwa dar bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I
Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi, — memang benar  Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi  telah .membuat surat yang diajukan
kepada Majelis Pengawas Wﬂaya'ﬁ Notaris Propinsi Sulawesi Tengah dan
membuat surat yang ditujukan kepada Danrem 091 ASN di Samatinda
serta mengeluatkan pernyataan yang dimuat dalam surat kabar hariaﬁ

mercusuatr yang intinya menyatakan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat 1

Konpensi selaku Notasis telab melanggar Undang, Undang ;

- Bahwa sebdliknya dar bukt surat yang diajukan oleh Penggugat
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
konpensi diatas,A ternyata benar :fergugat I Konpensi/Penggugat I
Rekonpensi selaku Notaris r'r;elakulcan perbuatan yang melanggar UU
No0.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notads, dan mengesampingkan
ketentuan hukum perikatan dan pewarisan, dalam pembuatan akta No.42
tanggal 24 Desember 2001, maka dengan demikién apa dikemukakan oleh

Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonﬁ)ensi adalah befar adanya ;

- Bahwa den n demikian perbuatan Pen t Konpensi/Tergugat
; & Tlnjauanyundlg Ricky Bangun g%lll-%:bl 2012p &

Rekonpensi diatas bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka
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leh karcna ita Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih n:ib menges
kerugian - yang didalilkas  oleh  Tergugat I Konpensi/Penggugat 1
Rekenpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut

Majelis tidaklah terbukt Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan

perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu tuntutan gant

dimohonkan oleb Tergugat T Konpensi/Penggugat I Re konpenst haruslab ditola

seluruhnya ;

GUGATAN REXKONPENSI dad TERGUGAT I, I, IV KONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV Konpensi/Penggugat II, 111, TV
Rekoapensi mengemukakan dalil-dalil gugatan rckonpenst yang pada pokoknya

sebagai beskut:

- Bahwa sesuai akta No.42 tentang pernyataan pembagian harta dan haria
watisan, Penggugat Koapensi/Teggugat Rekonpensi memberikan uvang

masing-masing sebesar Rp.SO0.000.000,— kepada Tergugat I, III, TV dan

Rekonpensi ;

- Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telabh mengalibkan

sebidang  tanah  yang sudah  menjadt milik  Tergugat Iil

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Sindue Kabupater Donggala, dan s clain 10 Penggagat Kon“;ei si/ 1

T

Rekonpensi juga melaporkan Tergugat 11, 111, IV Konpensi/Penggugat 1L,

11, 1V Rekonpens: ke Polresta Palu atas tuduhan melakukan perbuaian

pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP ;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi  tersebut, Tergugat 1I, I, i
Konpensi/Penggugat II, 1il, IV Rekonpensi menderita ketugian matexil
berupa uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000;- dan kehilangan

sebidang tanah yang terletak di Desa Ou Kecamatan Si.ndué Kabupaten

Donggala, dan  juga  menderita  kemgian  imimat edll - sebesar

Rp.300.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Tergugat T1, Xii, IV
Konpensi/Penggugat 11,  HI, IV Rekonpensi tersebut,  Penggugal
Konpensi/Tergugat Rckonpensi mengemukakan dali-dali yang pada pokoknya

sebagal bertkut :

- Bahwa gugaﬁn rckonp’ensi dag "rlgcrgugat II, 111, TV Konpensi/Penggugat
11, 111, IV Rekonpensi u'd.ak jelas (obscuur libel), karena dalam positanya
diuraikan bahwa Penggugat Konpensi/_Tergugat Rekonpensi  telah
wanprestasi dalam membayar hutangnya, sedangkan dalam petitum gugatan

rekonpensi Tergugat II, III, IV Konpensi/Penggugat 11, oI, I1v

Rekonpenst menuntut pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan

hukum ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012




mﬂ.aporkih “Tergugar 11, I, IV Konpensi/Penggugat 11,
Rekonpensi ke Polresta Palu adalah sesuai dengan ketentuan hukom yang
berlaku, dan apabila Japoran yang disampaikan oleh Penggugat
Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan palsu, maka hal ita hagasieb

dibuktikan dengan putisan pengadilan ;

- Bahwa surat yang dikirim oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpenst
(& QO K “ K

kepada Dantrem. 091 ASN Samatinda adalah bersifat rabasia dan kedinasan,

dengan maksud agar Tergugat II Konpensi/Penggugat 1T Rekonpeasi

dibina sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku dalam kemiliteran,

maka perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut

ukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti rugl atas perbuatan

melawan hukum yaog didalilkan oleh Penggugat 11, L, iv R@konpensi/ Te.

IT, 111, IV Konpensi diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai benkut :

v
— T L. . 1 1 M 1ol Slasat rekonne 1 di I o
Catrwa setelan vMiajeus mempeia; as gugatzm e \onpcnm diatas, €my atay ARE

menjadi dasar tuntutan Penggugat 11, IIL, IV Rekonpensi/Teigugat 1L, 11,
IV Konpenst adalah didasaikan pada akta No.42 tentang surat pernyataan

pembagian harta dan harta warisan ;

~ Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas, ternyata

akta No.42 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena

menganduag  daojbaryyuilis..., Ridky BEMGIHARH JicBagygat o, I, Iv

T abmrmonc /Toromoatr 11 1L IV  Koopenst  agag Tergugat



akta yang dinyatakan batal demi bukum, menurat Majelis tdaklah

beralasan menurat hukum ;

~ Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
vang melaporkan Penggugat I, 1II, IV Rekonpensi/Tergugat 11, 11, TV
Konpensi ke Polresta Palu atas dugaan melakukan perbuatan pidana

melanggar pasal 266 KUUHP, meaurut Majelis hal itu bukanlah merupakan

peg rbuatan melawan hhl(llfﬂ katena pengmduan atau L’I‘D’ 2520 t{:ﬂﬁon" [ \\H\C A3}

1

adanya peristiwa pidana yang disarapaikan kepada pihak yang berwa
dengan maksud untuk mendapat petindungan atau penegakan hukum

bukanlah mempakan perbuataa yang dilarang oleh Undang Undang ;

Mentmbang, bahwa berdasatkan uraian peliiimbangan diatas, menurut
Majelis tidaklah terbukt Penggugat Konpensi/ Tergggat Rekonpensi melakukan
perbuatan melawan hukum scbagaimana yang didalilkan dalarn  gugaran
rekonpensi, maka tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pengougat 11,

I, TV Rekonpensi/Tergugat 11, 111, TV Konpensi, menusut Majelis haruslah
¥

ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REXONPENSI

Menimbang, bahwa oleh katena gugatan konpensi dikabulkan vl
sebagian, sedangkan gugatan rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat

L 11, IiI, 1V ¥onpensi/Penggugat 1, 11, 1T, IV Rckolripenst adalah sebagai pihsk
Tinjauan yurldls ﬁlcky Bangun, F



349

yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membay
e l\'.

perkara baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi ;

Mengingat, akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg.), Kitab
Undang Undang Hukum Perdata (BW), dan UU No.30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris, serta peraturan peruadang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

-

MENGADILI

DALAM KONPENST
1. Mengabuikan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sita jaminr\{l (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-
barang tidak bergerak milik Tergugat I sesuai Berita Acara Penyitaan No.
85/BA.Pdt.G/2009/PN.PL. tanggal 24 Pebmati 2009, yang dilaksanakan
berdasarkan penetapan Majelis Hakim No.85/PenPde.GG/2008/PIN.PL.

tanggal 23 Pebruari 2009, adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan hukum bihwa perbuatan Tesgugat I, IT, III, IV dan Tusot
Tergugat I yang menerbitkan dan membuat salinan kedua dasi akta No.42
tanggal 24 Desember 2001 dan membuat Akta Hibah No.355/PB-
X1/2007, No.356/PB-X1/2007, No.357/PB-X1/2007, No.358/FB-
X1/2007, No.359/158—XI/2007, dan No0.360/PS-X1/2007 tanggal 20
Nopember 2007, setta melakukan permohonan balik nama terhadap 6

(enam) buah sertifikat mitk Penggugat yaita : SHM No.1188, No.i189,
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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.\‘ }

111, IV dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;

. Menyatakan hukum bahwa harta benda yang termuat dalam 2kta Notaxis

No.42 tanggal 24 Desember 2001, yaitu :

a) Sebidang persil/tanah SHM No.1188 tanggal 18 Nopembexr 1991,

Juas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991 ;

Sebidang persil/tanah SHM No.1189 tanggal 18 Nopember 1991,

Jaas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991 ;

Sebidang perst/ tanan SHM No.723 tanggal 25 April 1989, luas

63 M2, Surat Ukur No.260/1998 ;

Sebidang persil/tanah SHM No.310 tanggal 03 Agustus 1993, Iuas

3.139 M2, Surat Ukuar No.2837/1993 ;

°) Sebidang persil/tanah SHM No.509 tanggal 03 September 1983, Juas

65 M2, Surat Jkur No.10661/1982;

¥

Sebidang persil/tanah SHM No.2859 tanggal 05 Mei 1998, luas

900 M2, Surat Ukur No.29/1998 ;

Sebidang persil/tanah SHM No.2789 tﬁnggal 25 Oktober 1997, kuas

2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997 ;

\ Sehidang persil/ tanah SHM No.Z791 tanggal 25 Oktober 1997, huas

959 M2, Surat Ukur N0.2823/1997 ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Sehidang persil/tanake SHM No.1010 tanggal 14 Agus‘ﬂ}&l‘}c

316 M2, Surat Ul No.2598/1984 ;

Sebidang persil/tanah SHM No.89 tanggal 30 Nopember 1981, haas

1.779 M2, Surat Ukur No.1939/1981 ;

Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1988 tanggal 01 Agustus

19883

Sebidang persit/tanah AJB No.27/V111/1988 tanggal 01 Agustus

LLOEH5E

m) 1 (satu) unit mobil metk/type Toyota/F] 40 Hardtop, jents/model

0)

Jeep / MP, tahun pembuatan/perakitan 1981/1981, nomor Rangka

F! 40343832, nomor mesin 2F 553997, No.Pol DN 786 AC aizs
nama M. A Raja Dewa;

3

1 (satw) upit mobil metk/type  Tovota/ KP 40, jenis/ modal
moben/pick up, tahun pembuatan/perakitan 1986/1986, nomos
Rangka KF 40-071191, noipor mesin 5K-904691, No.Pol KT 768 B

atas nama Fazil HM. Raja Dewa ;

1 (satu) unic mobil mertk/type Izusu/TBR 54-STD, jenis/model
mopen/ST.Wagon, tahun pembuatan/perakitan 1997/1997, nomor

Rangka MHCTBR 54 BVC 054874, nomor mesin E 054874, No.Fol

DD 786 RD atas narna Mubin A Raja Dewa ;

Adalah sah milik Penggugat ;
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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Menyatakan hukum bahwa akta No.42 tanggal 24 Desember™

 dibuat dihadapan Tergugat 1 acalah batal demi hukum ;

Vlenyatakan hukum bahwa akta-akta hibah No.355/PB-X1/2007,
No.356/PB-X1/2007, No.357/PB-X1/2007, No.358/PB-X1/2007,
No0.359/PS-X1/2007, dan akta hibah No.360/PS-X1/2007 tanggal 20

Nopember 2007 adalah batal demi hukum ;

Menyatakan menutut hukwm bahwa sertifikat hak milik Pengougat yang
telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I1, III, IV daa Turut
Tergugat 1, yaitu : SHM No.1188 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah
No0.355/PB-X1/2007, SHM No.1139 ya_ng dibalik nama berdasatkan akia
hibah No.356/PB-X1/2007, SHM No.723 yang dibalik nama berdasarkan
akia hibah No.357/PB-X1/2007, SHM ﬁo.SO‘) yang dibalik nama
berdasatkan akta hibsh No.358/PB-X1/2007, SHM No.2859 yang dibalik
nama berdasarkan akta hibah No.359/PS-X1/2007, SHM No.1010 yang

dibalik nama berdasarkan akta hibah No.360/ PS-X1/2007 tanggal 20

Nopember 2007, tidak mempuny kekuatan bukum ;

Menghukum Tergugat 1, II, IlI, IV secara tanggung renteng membayax
kepada Penggugat gand rugi materil sebesas Rp. 8.250.000,-(delapan juia

dua ratus lima puluh rbu rupiah) ;

Menghukum pula Tergugat T untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi

immateriil sebesat Rp.3.000.000.000,- (tiga milyax rupiah) ;

10. MenghukuniTifjanan Virigisgat RickgBahigun; Higngugey 31 untuk tunduk dan

math mada rfIsan ind
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11. Menolak gugatan Penggugat uatuk selebthnya ;

~ Menolak gugatan rekonpensi dart Tergugat 1 dan Tergugat II, III, IV

Konpensi/Penggugat 1 dan Penggugat 11, III, IV Rekonpensi uintuk

selarvhnya ;
DALAM KONPENSI DAN REXONPENSI

- Menghukum Tergugat I, 11, IIi, IV Konpensi/Penggugat I, II, 111, TV
Rekonpensi untuk membayar biaya‘ petkara yang hingga kim ditetapkan

sebesar Rp.2.281.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiakh) ;

Demikianlah diputaskan pada has : Selasa, tanggal 25 Agustus 2009 dalami

repat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu oleh kami : ARIS

BOKXO, S5.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDEﬁ{ WURYANTO,
S.H.MHum. dan 1 MADE PASEK, S.H. masing masidg sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan tetsebut dincapkan dalam sidang yang terbulka vk
umum pada had : RABU, TANGGAL 26 AGUSTUS 2009 oleh Hakim Ketua
Majelis vang didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh HiJ.
NOURHASNA ABDULLAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu,
dengan dihadiri oleh U. HUTAPEA, S.H. dan AMINUDIN KALUMBL S.H.

selaku Kuasa Penggugat, SALMIN HEDAR, 5.H. dan ARIF SULAERMAN,
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH Ul, 2012
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S.H. selaku Kuasa Tergugat 1, 1, T dan TV, NURHANA, S.H. selaku Kuasa

Turut Tergugat 1, tanpa dihaditi oleh Turut Tergugat 11 ataupun kuasanya.

Halkim Anggora Majelis, Hakim Ketua Majelis,
6 Whd

1. DIDIK WURYANTO, S.H .M. Hum. ARIS BOKKOC. S.FH.
b

2. IMADE FPASEK, SH.
Panitera Penggant,

s,

HJ. NURHASNAH ABDULLAH, 8.5

Perincian Biaya :

- Biaya pmqyﬂan O il R 620.000,-
- Sita Jatninan (conservatoir besla ag).... Rp.l.éS0.00G,— ;
-Meteral ... Rp.  6.000,-;

-Redakst ...................... R Rp.  5.000,-;
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